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ABSTRAK

Nama : Sahrawati
Program Studi ;: Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Hak Milik Tanah dalam Sengketa Tanah di Palopo

Makassar (Studi Kasus Potusan Pengadilan Nepert Nomor
31/Pat.G2005/PN.PLP tanggal 13 Pebruari 2006)

Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 Septeraber 1960, berakhimya masa
dualisma hukum tansh vang beriake di Indonesia menjadi suatu vnifikasi hukurn
tanah. Hak-hak lama atas tanah demi hukem dikonversi menjadi hak-hak atas
tanah yang baro schapaimana distur dalam UUPA. Pemilik tansh yang belum
melakukan pendaflaran hak atas tanshnya menpgunakan tanda bukti pembayaran
pajak sebagai bukti kepemilikan atas tansh yang bersangkutan, Sementara dalam
salah satu sumber hukum yaite yurisprudensi nomor 34/K78ip/ 1960 menyebutkan
bzhwa surat pembayaran pajak bukan merupskan petunjuk siapa vang harus
membayar pajak atas ssalu bidang ianah tertenfu. Namun, dengan adanya
keterangan dari para saksi dapat membuat sustu persangkaan ofeh hakim untuk
memutuskan perkara sengketa tanah, Meski pemilik tansh vang sebenarnya tidak
memiliki sertifikat, Oleh karena itu, pentingnya pendaflaman tanab adalah sehagai
faminan kepastian hukum hak atas tansh, Penelitian inl merupakan penclittan
hukum normatif vang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Fenis data vang dipergunakan
adalah data sekunder dan data primer scbagai pendukung dengan menghimpun
berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini pada
prosedur penyelesaion sengketa tanah hek mulik terdii dari tiga hal vaitu
peraturan perundang-undanpan mengenal tanah, peristiwa hukum beserta metode
penemuan hukum yang digunakan dan putusan hekim. Peratwan perundang.
undangan mengenal lanah vang digunakan adalah Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dan
PP 10/1961 serta PP 24/1997. Metode penemuan hukum yang digunskan adalah
persangkaan hakim dalam memutuskan yaite bukii berupa Ipeda dan keterangan
saksi. Hasilaya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan
perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik
yaity menggunakan bukit pajak sebagal petunjuk kepemilikan tanab denpan
didokurng alat bukti lain uptek tanab hak lama dan alat bukli vang diatur dalam
Pasal 174 HIR.

Kata kunci: sengketa tanah, hak milik, pendafaran tansh,

i
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Abstract

After be valid according to the laws of agraria (UUPA) on September, 24, 1560
end in dualism system of land in indonesia to be unification of land. Former right
of land on conversion laws (o be modern right properly arranged st laws of agraria
(UUPA). The owner of land who didn’t make registration of his land made use of
proof tax payment as his ownership. Based on yurisprudence no. 34/K/Sip/ 1960
mentioned that proof of tax paymendt is not guidance of who has to pay the land,
But, with witness information made judge presupposition to decided the dispute of
land case. Altough he docsn’t have certificate. Therefore, registration of land be
the need io legal security, This is descriptive normative research with qualitative
method and used secondary data by gather from many of literature and land of
regulations, This technical research used interview and documents study. The
regulation of land such as article 23, 32 and 38 UUPA and government rules no,
2471997, Final conclusion s the state zive protection for owner the former land
who has an intention well with proof of tax payment ruled in article 174 HIR,

Keywords: dispute of land, owner of right, registration of land.
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1 3%}

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah adalah merupakan Sumber Daya Alam sebagai karunia dari
Tuhan Yang Mahz Bsa kepada manusia untuk mencukupi kebutuhan-
kebutuhan hidupnya balk secara Rangsung, seperii: bercocok tanam dan
sebagat wmpat linggal (perumshan), maupun unick melaksanakan
usatmnya, seperii untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, serta
pernbangunan sarana dan prasarana lainnya.

Seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada maka
kendala yang dihadapi adalah: pertumbuban penduduk yang meningkar
secara erus-menerus, sedangkan ketersediaan akan tanah semakin hari
sernakin terbatas. Karena semakin terbatasnya tanah yang fersedia, namun
kebutuhan manusia akan tanah ieres-mencrus meningkat, maka Gidak
tertutup suatu kemungkinan akan timbul  benfumn-benturan  terhadap
kepemilikan fanah, yang dapat menciptakan permasalaban-permagalahan
atas tanah (konflik / sengketa).

Tanah dalam hukum adat mecupakan masalah yang sangat pcntizzg; \
Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah
dikuasai sejak dulu. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu
wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal {milik
bersama). Khususnya di wilayah pedesaan i luar Jawa, tanah ini diakui
oleh Hukum Adat scbagai hukum tidak tertulis baik berdasarkan hubungan
keturinan maupun wilayah,

Seiring dengan perobahan pola sosial c¢konomi dalam setiap
masyarakat, tansh miilik bersama masyarakat adat ini secara bertahap
dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan secara bergilir,
Penggarapan tanah diatas hak atss tanah orang lain seringkali terjadi
sehingaa dapat menyebabkan konflik.

1 Universitas indonesia
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Konflik tanah merupakan persoalan yang serisig ferjadi dimana-
miana dimuka bumi ini. Dengan kata lain koaflik merupakan siluasi atau
kondisi adanya pertentangan atau kelidaksesuaian anara para pihak yang
akan dan sedang menpadakan hubongan atau kerja sama. Pada wnumeya
honflik akan ianah dapat tefjadi karena interaksi atas hubungan antars
sesama manusia, baik antara Individu dengan individy, individu dengan
kelompok  maupun  kelompok  dengan kelompok.  Suatw Konflik
berkembang menjadi suatu sengketa, apabila ;zihg}; vang merasa dirugikan
teiah menyatakan rasa ketidakpuasan aau keprhatinannya, baik secara
langsung kepada pihale-pihak yang dianggap sebagai penyebab Kerugian
atau pihak lain. Dengan demikian konflik akan berubah menjadi sengketa
apabila konflik tersebut tidek dapat disclesatkan. Oleh karena itw untuk
menghindari ataupun mengurangi konflik {sengketa}, maka diperiukan
sejumlah  kebijaksanaan  (seperangkal  aturan-aturan  hukum) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk memberikan perlindungan kepada
para pemegang Hak Atas Tanah.

Kepala Badan Pertanzhan Nasional (KBPN) mengataken terdapat
sedikitnya 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional' Menurut Kepala
Badan Perlanahan Nasional, setidaknya ada tiga hal ulama yang
menyebabkan terjadinya sengketa tanah:

Pertama, persoalan  administrasi sertifikast tanah yang tidak jelas,
akibatnya adalah ada tanah vang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki
sertifikat masing-masing.

Kedua, Distribusi  kepemilikan  tanah  yang tidak  merata
Ketidakseimbangan dalam distribus? kepemilikan fanah ini baik untuk
tamah pertanian manpun bukan pertanian telah menimbulkan Ketimpangan
baik secara ekonomt, politis maupun sosiologis. Dalam hal fni, masyarakat
bawah, Khususnye petani/penggarap tanah memikul beban paling berat.
Ketiga, Legalitas kepemilikan tasab yang semata-mata didasarkan pada
bukti formal {sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tansh.
Akibatnya, secara legal (de jure}, boleh jadi banyak tanah bersetifikat
dimmiiki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah
membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapl tansh torsebut lama
ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orng menganggap remeh

ey

' BPN: 4da 280 Kasus  Senghete  Tanah  Skals  Nusional
2o idarn/200H5{ 22 hon-adu-28 1)-Lesne-senak shais
2607

nasional/. 22 Mei

Universitas Indonssia
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dengan memandang sebelah mata persoslan sengketa tanah ini, padabal
persoakan int merupakan persoalan yang hatus segera dicarikae solusinya.
Kenapa demikian? Karena senghola tanah sangat berpotensi ferjadinya
konflik antar ras. suku dam agama. Akibatnya hargs diri  harus
dipertaruhkan.?

Berdasarkan  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang jupga dikenat sebagat Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) ada ketentuan yang menyebutkan jaminan
bagi setiap individu Warga Nepara Indonesiz votuk memiliki tanah,
Ketentuan ini (ercanturm dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA." Bila mengacu
pada ketentuan tersebist semestinva Badan Pedanshan Nasionsl (BPN)
dapat menerbitkan dokumen fegal untuk kepentingan rakyat.

Tidak haoya serfifikat yang diakui sebagai bukti kepemilikan
tanah. Girik juga masih diakui keabsahannya, Carut-marut administzasi tak
hanya mengaburkan kejelasan kepemilikan tanah, tapi juga menjadi potensi
konflik yang laten. Meski sepakat masaleh administrasi harus dibereskan,
solusi wntuk mengatasi persoalan pertanshan harus dilakukan secara
menyelursh,

lastitust peradilan yang menjadi harapan terakhic masyarakat

untuk menyelesaikan sengketa tanah juga hares diperbaiki, Tidek jarang
‘ bamsan pengadilan justry meajadi pemicu konflik pertanahan dan melukai
rasa keadilan masyarabat. Indikasi pernainen mafia pertanshan dan mafia
peradilan sudah menjadi rahasie umum.

Kalaupun para penepak hukum main bersih, masalah pemahaman
hakim terhadap kasus {anah masih menjadi persoalan. Scngketa tanah bisa
digolongkan dalam dua jenis yakni sengketa akibat kasataya administrast
pertanahan dan sengketa tanah struktural kettka kepentingan negara
berhadapan dengan kepentingan masyam%at. BPN saat ini hanya berkutat

25%333]3%18‘&, ek

% fndonesia, Undang-undang Pokok Agsraria Nomor § Tebun 1960 Pasal 9 ayat {23 yang
berbunyi: Tiap-tiap warganegere Indonesie, boik faki-daki maupun wasits mempanyoi
kesempelan yung sama efuk mempsroleh sesuaty hak atas tanah serta untok mendapat
manfazt dan hasiluya, balk bagi i sendini maupun kelusrganya,
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pada porsoalan administrasi, tidak menempatkan tanah sebagai hal yang

mendasar,

Penyelosaian sengheta tanab dapat dilakuken antara lain: satu,
secara musyawarah: dua, melalui badan peradilan umum, jika sengkoetanya
mengenai penyclesaian tentang larangan pemakaian tanah tanpa win yang
berhak atau kuasanya alaw melalul peradilan Tata Usaha Negarz; tigs,
melalyi arbitrase dan alicrnatif penyelesaian sengketa.’

Peayelesaian sengkota di antara para pihak baik sesama warga
maupun penguasa, bertindak sebagai hakim sendiri meskipun mempuayai
bukti bahwa dialah yang berhak atas tanah yang disengketakan,
penyctesaian sengketanya wajib diajukan kepada pengadilan, kalau tidak
dapat diselesaikan melatui musyawarah,

Demikianlah dinystakan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal
11 Juni 1938 Nomor 279/K/Sip/1957: * Seseorang yang merasa dirinya
berhak meonguasat sebidang sawah yang berada ditangan orang lain, tidak
dipetholehikan bepity sajas merchut sawah ito, melainkan harus menggugst
orang lain itu dimuks pengadilan, Maka olch karenanya gugaten, terhadap
orang vang merehut sawah iy, apar sawah dikembalikan, dikabulkan tanps
memeriksa sfapakah yang berhak menpuasainya™ Bagt terpugal masib
senantiasa terbuka kemungkinan wuntok monggugal pengpugat, agar
ditentukan siapa vang berhak menguassi tanah tersebut,

Kasus sengketa tanah yang diangkat dalam penufisan tesis ini sudah
terjadi puluban tahun yang lalu. Tanah tersebut merupakan harta warisan
yang dikuasai fama oleh orang lain. Dalam hal ini orang yang
menguasainya telah melakukan intimidasi hanya karena ia adalah seorang
tentara. Pada dasamya kasus tanah tersebut pernah dibadapkan di meja
hifau namun akhimya diselesaikan dengan damai karena pihak yang
menguasal adalah seorang vang berkuasa. Hingga akhimya penggugat
dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan mengajukan kembali kasus tersebut

¥ My Arie s Hulagslung, Tebaros Pemikiran Seputar Masalah Hukure Tonah, (akerts:
LPHI, 20053, Hal. 3723744,
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1.2

1.3

14

ke meja hijau sebagai bentuk harga diri yang harus dipertahankan demi
suatu kebenaran,

Pokok Permasalahan
Berdasarkan iatar belakang masalah yang telah  diuraikan
sehelumnya maka pokok permasalahannya adalah:
1. Bagaimanakah status tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
31/Pdi.GR2005/PN . Palopo tanggal 13 Februari 2006 7
2. Bageimana perlirkiungan hukum terhadap pemepang hak milik atas
tanah dalam penvelesaian sengketa tanah?

Fuinan Penelitian
1. Untuk mengetahut status tanah dalam Putusan Penpadilan Negeri
Nomor 31/PdeG/2005/PN Palope tangpal 13 Februari 2006
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik
atas tanah dalam penyvelesaian sengketls tanah,

Metode Penclitian

Metode penclitian delam penulisan ini mengpunakan metode
penelitian hukum normatif® Metode @i dikenal jupa dengan studi
kepustakaan yaity suatn meigde penelitian hukom yang memperoleh data
untuk dianalisis dart berbagai sumber kepustakaan. Setiap penelitian
hukum  nonmatif  menentukan  klasifikasi  data  menurut kekuatan
mengikatnya. Klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut  digolongkan
menjadi: data primer, data sekunder, dan data tersier.® Data primer adatuh
dats yang digeroleh Jangsung dan obyek vang diteliti, sedangkan data
sekunder adalah data telah dalam bentuk jadi, Data tertier adalah data yang
berfungsi scbagal penunjang.

* Soerjono Sockanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jskarta: Ul Pres. Hal, 41,

¢ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii. Penelirian Hukum Normatif: Sucin Tinjauan
Singkar, Jubarta: Rajawali Press 1985, Hal, 33
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Berdasarkan pengertian lersebut, penelitian normatif mengenas
analisis status fanah dalam sengkets iansh di Palopo-Makasar, akan
meneliti obyek sengketa tersebut dengan menggunakan data sekunder dan
data primer sebagai pendukung diantaranya adalah:

1.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan ditgliti adalah: Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Undang-undang MNomor 30 Tahun 2004 tentang Usdang-Undang

Jabatan Wotaris, Peraturan Pemerintah Nomwor 24 Tahun 1957

tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintak Nomor 37 Tahun

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturen Pemerintah No.37 Tahun 1998 fentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menter

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Wasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tapah.

1.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperiukan terdiri dari buku-buku,

artikel, makalah, internet tentang hukum tanah dan sengketa tanah,
1.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan entara lain becsumber dari

kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pungumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan
tesis, umumnya merapakan metode-metode ilmiah yang diperoleh dengan
cara mengumputkan data dan informasi vang erat hubungannya dengan
obyek penelitian. Metode iimiah yang digunakan adalah sebagai berikut:
1.4.1.1 Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data di Pengadilan Negeri Palopo antara lain
dengan jalan:
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1.5

a. Dokumentasi Data (Documentation)
Adalah metode penelitian data secara langsung dari sumber data
melalui pendokumenstasian berkas-berkas Putusan Pengadilan
Negeri Palopo mengenai Sengketa Tamah.

b. Wawancarz
Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara
atau mengadakan komunikasi timbal balik dengan petugas yang
berwenang yaitu petugas Pengadilan Negeri Palopo.

14.1.2 Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan jalan mempelajaci
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah vang diteliti.
Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan yvang kuat
mengenat pengetahuan teori sebagai dasar penyusunan tesis ini.

Metode penelitian normatif ini menggunakan tipe penelitian
deskniptif analitis dengan fujuan mengpambarkan permasalahan dengan
mienguraikan secary jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakia-fakia
yang ditemukan terkeit dengan peraturan dan pelaksansan schingga
penelitian ini berbentek deskriptif analitis.

Sistematika Penulisan

Tesis ini diuraikan merjadi 3 (tiga) bab, dimana bab-bab tersebyt
terdiri dari beberapa sub bab dengan penjabaran sebagai berikni:

Bab I merupakan pendahuluan, Bab ini terdirl dari latar belakang
masalah, pokok permasalaban, metode penelitian yang dilakukan dalam
penulisan ini dan sistematika penulisan yang berisi kerangka tesis.

Bab II Analisis Hak Milik Tanah Dalan Sengketa Tanah Di Palopo,
Makassar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor
13/PA.G/EN.PLP tanggal 13 Februari 2006)

Menguraikan teoristeori dan asalisis dari putusan Pengadilan Negeri
Nomor 31/Pdt.G/2005/FN.Palopo mengenal sengketa tanah yang sub
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babnya terdiri dari teriadinva hak milik atas tanah, cara memperoleh hak
milik, sengketa tanah hak milik, upaya penyelesatan bapi sengketa tanah
hak milik, eksistensi sentipikat hak milik atas tanah sebagai alat bukt hak
dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak
milik atas tanah.

Bab III merupakan bab penutup, sebagai akhir sehuuh pembahasan
vang terdirt dart simpulan sebagai jawaban dari permasalahan serta saran-
saran sehubungan dengan permasslahan kasus sengketa tanah fersebut
diatas,
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BABII
ANALISIS HAK MILIK TANAH DALAM SENGKETA TANAH
DI PALOPO, MAKASSAR
{Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor
13/Pdt.G/PN.PLP tanggal 13 Februari 2006)

2.1 Hak Atas Tanakh
2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalsh hak yang member
wewenang kepada pemegang haknyz ontuk  mempergunskan  atau
mengambil  manfast  dari  tanak wang  dihekinya.  Perkataan
“mempergunakan” mengandung pengerfian bzhwa hak atas tanah itu
diperganakan  untuk  kepenfingan mendirikan  bangusan, sedangkan
perkataan “mengambil manfiat™” mengandung pengertian bahwa hak atas
tanah ifu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan,
misalnya pertanian, perikanan, poternakan, perkebunan,

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUPA, kepadz pemegang
hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tansh yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di
atasnya sekadar dipeclukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah ity dalam batas-batas menurat UHPA dan
peraturan-peraturan Jain yang lebib tinggi.

2.1.2 Asas Hak Atas Tanzh

Effendi Perangin Angin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah
kescluruhan peraturan-peraturan hukum, baik vang tertulis maupun yang
tidak fertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah vang
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merupaskan lembaga~lembaga hukwm dan  hubungan-hubungan hukum

vang konkret.’

Terdapat 7 macem asss dalpm Hokum Tansh dalam hubungen

hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanzhaya, vaitu:

2.1.2.1

2.1.2.2

Asas Accessie atae Asas Perlekatan

Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah dalam asas ini,
merupakan satu kesatuan dengan lanahnya; bangunan dan tanegman
tersebut merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas
tangh dengan sendirinya, karens hukum melipwtl juga pemiliken
bangunun dan tanaman vang ada di alas tanah yang dihski, kecuali
kalau zds kescpakefan lmin dengan pihak yang membangun atau
menanamnye. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya
karens hukum juga mengenai bangunan dan tanaman yang ada di
atasnya.

Asas Horizomale Scheiding atau Asas Pemiszhan Horizontal
Bangunan dan tanaman vang ada di alas tanah dalam asas ini, bukan
merupskan bagian dari tanah, Hak afas tanah fidsk dengan sendirinya
meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.
Perbuatan hukum mengenai taneh tidak depgan sendirinya meliputi
bangunan dan tacaman yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya
dimaksudkan reliputi juga bangunan dan tenamannya, maka hal ini
secara tegas harus dinvatakan dalerm akta yvang membuktiRan
dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

2.1.3 Rusang Lingkup Hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4
ayat (1) UUPA, yaitu” atas dasar hak menguasai dari negara atas tansh
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya mecam-
macam hak stas permukaan bumi, vang disebut tanah, yang dapat

¥ Effendi Perangin Angin. Hulum Agraria i Indonesta Suatn Telagh dari Sudut Pendang
Prakiisi Hubum. Jukariz: Rajawsli, 1389, Hal. 195,
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diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik seodivi maupun

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

2.1.4 Sumber Hak Atas Tanah
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas
tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia
MAupUn Warga negara asing, sckelompok orang secara bersama-sama, dan
badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
Menurut Soedikne Mertokbisimo, wewenang yang dipunyai oleh
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibapi menjadi 2, yaitu:
2,140 Wewenang wmom
Wewenang yang bersifat umum vaifu pemegang hak atas tanah
memptnyal wewenang untuk menggunakan tasahnya, termasuk juga
tubuth bumi dan air seria ruang yang ads di atesnya sekadar diperfukan
uniuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggumaan
tapah ifu dalam batas-belas menurut UUPA dan peraturan-peraturan
hukum lain yang lebik tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).
2.1.42  Wewenang khusus
Wewenang yang berstfat khusus yaltu pemegang hak atas tanah
mempinyai wewenang untuk menggunakan tanahnva sesuai dengan
macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik
adaleh dapat untuk kepentingan pertapian dan ates mendirikan
bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah hanya
nntuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tansh yang bukan
miliknya, wewenang pada tanah Hak QGuna Ussha adalab
menggunakan tanah hanya uatuk kepentingan peresahsan di bidang
pertanian, petemakan, atau perkebuman.®
Macam-macamn hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo Pasal
33 UUPA, vang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yeitw

# Soedikno Mertokusumo. Hulam dan Politik Agraria, Jakarta: Universitas Tecbuka, Karunike,
1988, Hal. 12
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2.1.4.2.1 Hak atas tanah yang bersifat tetap
Yaig hak-hak atas tanah ini akan totap ada selama LIUPA
masih berlaku atau befum dicabut dengan undang-undang vang baru,
Macam-~-macam hak atas tanah ini adabsh Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangusan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak
Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasit Hutan.
2.1.4.2.2 Hak atas tanah yvang akan ditelapkan dengan undang-undang
Yaitu hzk atas tanah yang akan lghir kemudian, yang akan

ditetapkan denpan undang-undeng. Hak atas tanah ini macamnya
belum ada.
2.14.2.3 Hak atas tanah yang bersifat sementara
Yaitn hak atas tanah ini sifainya sementara, dalam waktu yang
singkat akan dihapuskan dikarerakan mengandung  sifatsifat
pemerasan, mengandung sifat feodal, dan berentangan dengan jiwa
UUPA. Macam-macam hak atas tanab ini adalah Hak Gadai {Gadat
Tanah), Hak Usaka Bagi Hasil {Perjanjian Bagi Hasil), Hak
Menumgpang, dan Hak Sewa Taonah Pertanian.
Hak-hak atas tanzh vang dischutkan daiam Pagal 16 jo Pasal 53
UUPA tidak bersifat limitatif, astinya di samping hak-hak atss fangh
yang disecbutkan daiam UUPA, kelak dimungkinkan ishirnya hak atas
tanah bara yang diatur secara khusus dengan undang-undang.
Dari segi asal tanahnya, hak atss tansh dibedakan menjadi 2 kelompok,
yaihr:
2.1.42.3.1  Hak atas tanah yang bersifat primer
Yaitu hak atas tansh yeng berass! dari tanah negara. Macam-
macam hak ztas tanah ini adaleh Hak Miiik, Hak Guna Uszha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai.
2.1.4.2.32 Hak atas tanah yang bersifat sekunder
Yaitu hak atas tanah yang berasal dan tensh pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalgh Hak Guna Bangunan Atas Tansh
Hak Pengeiolaan, Hak Guna Banguean Atas Tansh Hak Milik,
Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah}, Hak Usaha

Universitas Indopesia

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



i3

Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil}, Hak Menumpang, dan Hak
Sewa Tanah Perlanian.

2.2 Hak Milik
2.2.1 Ketentuan Umum
Ketentuan mengenai Hak Miilik dischutikan dalam Pasal 16 ayat (1)

huraf a UUPA, Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal
27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat {1} UUPA, ketentuan lebih lanjut
mengenat Hak Milik distur dengan uadang.undang, Undang-undang vang
diperintalikan disini sampal sckarang belum  terbentuk. Untuk it
diberlakukanlah Pasal 36 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang
Hak Milik belum toerbentuk, reaka yang berkaku adalsh ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan persturan-peraturan lainnya mengenai
hak-hak atas fanzh yang memberi wewenang sebagatmana mirip dengan
vang dimaksud dalam Pasal 20 UUPA sepanjang tidak bertentangan
dengan UUPA.

2.2.2 Pengertian Hak Milik

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat {1} UUPA adalah Bk furuo
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai crang atas tauah
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal ¢ UUPA. Turun-temurun artinys
Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih
hidep dan bila pemiliknya meninggal duuia, maks Hak Miliknya dapat
dilanjutkan oleh ahli warisaya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek
Hak Milik. Terkust, artinga Hak Milik atas tanah lebih kuat bila
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas
waktu tertenty, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak
mudah hapus. Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain, dapat meniadi induk bagi hak atas tanab yang lain, tidak
berinduk pada hak atas tanah vang lain, dan penggunaan tanabnya lebih
tuas bila dibandingkan hak atas tangh yang lain, Hak Milik atas tanah
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dapat dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesiz dan badan-
badan hokum yang ditunjuk oleh Pemeriniab. Dalam menggunakan Hak
Milik atas tanah kéms memperhatikan fungsi sosial atas tanah, vaitu dalam
menggunakan tanah fidak boleh menimbulkan kerugian bagi crang lain,
pengggunaan ianzh harus disesunikan dengan keadaan dan sifat haknys,
adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan
dan mencegah kerusakannya.

2.2.3 Peralihan Hak Milik

Peralihan Hak Milik atas tanab diatur dalam Pasal 20 avat {2}
UUPA, vaite Hak Milik dapat beralih dan dislihkan kepada pihak lain.
Dua beatuk peratihan Hak Milik atas tanzh dapat dijelaskan sebagai
berikut

2231 Berilh

Beralih arfinya berpindghnyas Hak Milik atas tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain dikarcnakan suatu peristiwa hukum,
Dengan meninggaloya pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara
hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

Beralibnya Hak Milik atas tanah yang telah bersertifikat harus
didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setamnpat dengsn
melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat
oleh pejabat vang berwenang, surat keterangan sehagai shli waris vang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris,
sertifikat tanah yang bersanghkutan. Maksud pendaflaran perslthan Hak
Milik atas tanah i adalah untuk dicatat dalam Buku Tanah dan
dilakukan perubahan pams pemegang hak dard pemilik tanah kepads
para ahli warisnya.
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2232  Dialibkan/pemindahan hak

224

22.4.1

Dialibkan/pemindahan hak artinya berpindshnya Uak MK
atas tanah dari pemiliknya kepada pihak fain dikarenakan adanya suatu
perbuatan hukum. Centoh perbuatan hukum yaite jual-beli, tukar-
menukar, hibah, penyertaan (pemasukan} dalam modal perusshaan,
lelang.

Berpindahnya  Mak  Milik  atas  tanah  karema
dialihkan/pemindaban hak haruy dibuktikan dengan akia yang dibuat
oleh dan dihadapan Pejabal Pembuat Akta Tanzh (PPAT) kecuali
lelang dibuktikan dengan Berita Acarz Lelang yang dibuat oleh pejabat
dari kantor lelang. Bemindahaya Hak Milik atas tanah ini harus
didaflarkan ke Kantor Pertanzhan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicata: dalam Buku Tanzk dan dilskukan perubahan nama dalam
serifikat dari pemilik tanah yang hima kepada pemilik tanah yang
baru,

Peraliban Hak Milik atas tanah beik secars jangsong maupun
tidak langsung kepada orang asing, kepada sesearang yang mempunyal
dus kewarganegaraan atau kepada badan hukum yang tidak ditugjuk
oleh pemerintah adafah baial karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
negara, artinya isazhnya kemball menjadi tanah vang dikuassi
lanigsung oleb negara,

Subjek Hak Milik

Yang dapat mempunyal {subjek hak) tanah Hak Milik menurut
UUPA dan peraturan pelsksanaannya, adalah:

Perseorangan

Hanya wargs negara Indonesia yvang dapat mempunyai Hak Milik
{Pasal 21 ayat {1} UUPA). Ketentuan int menenfukan perseorangsn
yang hunya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai
tanah Hak Milik.
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Badan-badan hukum

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapal mempunyai

Hak Milik dan syarat-syaratnya {Pasal 21 ayat (27 UUPA). Badan-

tadan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menorut Pasal

PP Namor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum

yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tangh, yang terdini dari:

1. Bank-bank vang didirikan oleh negars {sclanjumya disebut Baok
Negara);

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pedanian  yang  didirikan
berdasarkan  atas  Undapg-Undang Nomor 79 Tabun 1958
{Lembaran Negarg Tahun 1958 Nomor 139);

3. Badan-badan Keagamaan, yang ditunjek  oleh  Menten
Pertantan/Agrania setelah mendengar Menteri Agama;

4. Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Kegejahteraan Sosial.

Meaurut Pasal 8 avat () Permen Agraria/Kepala BPN Nomor
¢ Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, badan-badan hukum yang dapat
mempunyai {emah Hak Milik adalah Bank Pemerintah, badan
keapgamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pemilik tanah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai
subjek Hak Milik atas fanah, maka dalam waldu ! iahen harus
melepaskan atau mengalihkan Hak Milik atas tanabnya kepada pihak
iain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka hak
atas tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh negara {Pasel 21 ayat {3) dan ayat
(4) UUPA)?

? Pacal 21 ayat {37 UUPA: (xang ssing yang sesudsh berfoknnya undaag-tadang inl memperoleh
Hak Mijik kereas pewarisan tanpa wasiat atan percampuran harta kareng perkawinan, demikisn
pla warga negas Jodonesia vang mempunyai Dok Mitik dan selelah betlskunys undang-undang
ini kehilanpan kewsrganeparaannys wajib eelepaskan hak #u dalem jangka waki satu tahun
seiak diperolehnya hak tersebut ptan hilangaya kewerganegarasn iu, Jike sesudah jungks wakiu
tersebut fampoy Hak MiBk Qi lidak dilepasken, maks hak torsebut hapus karens Bukum dan
fanahnya jatuh peda negara, dengan ketontsan bahwa hak-hak pihak kin yang membebaninya
telap berinnpsung,

Universitas Indonegia

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



i7

2.2.5 Terjadinya Hak Milik
Hak Milik atas {angh dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang
disebytkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:
2.2.8.1  Hak Milik atas tanah yang terjadi menuret hukum adat
‘Hak Milik atas langh terfadi denpan pembukaan fansh
(pembukaan hutan} atau teradi karena tGmbulnya lidah tanah
{aanslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adaish
pembukaan tanzh (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama-
sama dengan masyarakat hukum adat vang dipimpin oleh ketua adat
melalui 3 sistem penggarapan, vaitiy matok sirah matck galeng, matok
sirah gilir galeng, dan sistern bluburan.

Yang dimaksud dengan lidah tanah {Aauslibbing) adaigh
pertignbuhan tanak di tepi sungal, danasu atau laut, tanzh yang fumbuh
demikian itn dianggap menjadi kepunyaan orang vang memiliki tanah
vang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan wrsebut sedikit banyak
feriadi karenz usahanya, Dengan sendirinys terjadinya Hak Miiik
secara demikiam itw juga melalui Suatu proses pertumbuban yang
memakan wakt. ° _

Lidah tznah (Aansiibbing) adulah tanah vang timbul atau
muncul karena berbeloknya arus sungai atau tacah yang timbul di
pinggir pantai, dan terjadi dari lumpur, lumpur fersebut makin lama
maltin tinggt dan mengerag sehingga akhimya menjadi tanah, Dalam
hukum adat, Kdak fanah yang tidak begitz luas menjadi hak bagi
perilik tanah yang berbatasan.

Hak Milik atas tanah yang terjadi disini dapat didafiarkan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk  mendapatkan
Sertifikat Hak Milik atas tangh, Hak Milik atas tanah yang terjadi

Pasal 21 ayat (4) UUPA: Selama sesecorang dissmping kewarganegarsan Indonesionys
mempunyel kewargznegaraan asing raaka in tidak dapat mempunyai lanah dengsn hak milik dan
baginya berlaku ketentuan dafam ayat (3} pass inl,

1 Boedi Harsons (1), Memgu Peryempurnaan Hukem Tanah Nasional datam Hubungareya
dengan TAP MPR RF IX/MPR/2001. Jakarta; Universias Trisulti, Maret 2007, hal. 21, (Kutipan

dart Urlp Sanloso, Mukum dgravig dan FHak-kak Atas Tanah. Takaria: Prenada Media, 2805, Hal,
943,
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menurat Hukum Adat akas dialur dengan Peraturan Pemerintah {PP).
Peraturan Pemerintah yang diperintahkan disini sampal sekarang
belum terbentuk,

riak Milik alas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini semula berasal dari
tanah negera. Hak Milik aiss 1anah ini lerfadi karena permchonan
pemberian Hak Milik atas tanah olelh pemohon dengan memenuhi
prosedur dan persysratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan
dipenuhi olch pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak {(SKPH). SKPH ini
wajib didaBlarkan oleh pemohon kepsds Kepala Kantor Pertanahan
Kabupatew/Kota setempat umtuk dicatat dalam Buke Tanah dan
diterbitkan Serlifikat Hak Milik atas tansh. Pendafiaran SKPH
menandai {eiah lahirmya Hak Milik atas tanah,

Pejabat  Badan Perianahan MNasional vang borwenang
menerbitkan SKPH diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahen 1999 tentang Pelimpaban
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
Atus Tanah Negara,

Hak Milik atas tanah terjadi karcoa ketentuan undang-undang

Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang
menciptakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 11, dan Pasal
VI ayat {1} Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Terjadinya Hak Milik atas tanah Ini atas dasar ketentuan
konversi (perubahan} menurat UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada
tanggal 24 September 1960, semua hak stas tanah yang ada harus
diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA,

Yang dimaksud dengan konversi adaleh perubahan hak atas
tanah schubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang
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ada schelum berlakunya UUPA disheh menjadi hak-hak atas lanah
yang ditetapkan dalam UUPA {Pasal 16 UUPA)."
Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur
dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Apgraria (PMPA) Nomor 2
Tahan 1962 (entang Pencgasan dan Pendaflaran Bekas Hakohak
Indonesia Atas Tanah.
Hak Milik atas tansh juga dapat tefjadi melaiui 2 cara, yaitu:
2.2.53.1 Secara Originair
Terjadinya Hak Milik atas tansh untuk perlamz Kkalinya
menurut hukum edat, penetapan pemerinizh, den karena undang-
undang,
2.2.5.3.2 Sccara Derivatif
Suatu subjek hukam memperoich tanah dari subjek hukum lain
vang semula sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya karena jual
beli, tekar-menukar, hibsh, pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan
hukum atau peristiwa hukum tersebut, maka Hak Milik atas tanah yang
sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu kepada
subiek hukem yang fain.

2.2.6 Kewaiiban Pendaftaran Hak Milik

Hak Milik atas tanah, demikian pula setiap peralihan, pembebanan
dengan hak-hak fain, dan hapusnya Hak Milik atas tanah harus didaflarkan
ke Kantor Pertanzhan Kabupaten/Kota setempat. Pendafiaran  ini
merupakan alat pembuktian yang kuat (Pasal 23 UUPA). Pendaftaran
tanah untuk pertama kalinya atas Hak Milik dibuktikan dengan diterbitkan
tanda bukti hak berupa sedtifikat Sertifikat menurut Pasal 1 angka 20
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 {entang Pendafiaran Tanah,
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
{2} huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak

I Bffendi Persngin Angin, Op. Cif., Hal 145,
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milik alas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yanp masing-masing

sudah dibukukan dalam buku anah yang berssngkulan.

2.2.7 Hapusnya Hak Milik
Pasal 27 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya Hak
Milik atas tanah dan tanshnya jatuh kepada Negars, yaitwe
1} Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;
2} Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3} Karena ditelantarkan;
4} Karena subjek haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek Hak
Milik atas tanah;
3y Karena peraliban hak yang mengakibatkan tanshnya berpindah kepada
pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebapai subick Hak Milik atas
tanah.
6) Hak Milik atas tanah juga dapat hapus karena tanabnya musnah,

misainya karena adanya bencana alam.

2.3  Hak Guua Usaha
2.%.1 Pengertian Hak Gunaa Usaha
Menurul Pasal 28 ayat (1) UUPA, vang dimaksud dengan Hak
Guna Usaba asdalsh hak untuk mengusahakan ianah yang dikuasai
fangsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagimana terscbut dalem
Pasal 29, guna perusahasn pertanian, perikanan, atau peternakan, PP
Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan,

2.3.2 Luas Hak Guna Ussha
Luas tanah Hak Guna Usaha sdalah untuk perseorangan luas
minimalnya 5 hektar dan luas maksimainya 25 hektar. Sedangkan vatuk
badan hukum luas minimalnya 5 hektar dan fuas maksimalnya ditetapkan
oleh Kepala Badan Pertanshan Nasional (Pasal 28 ayat (2 UUPA jo. Pasal
5 PP Nomor 40 Tehun 1996).
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2.3.3 Subjek Hak Guna Usaha
Yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Gura Usaha menurut

Pasal 30 UUPA jo, Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996, adalah:

i. Warga Negarzs Indonesia,

2. Badan Hukum vyang didiriken menurut hukem Indonesiz dan
berkedudukan di indonesia (badap hukum Indonesia).
Bagi pemepang Hak Guna Usaha yang fidak lagi memenuhi syarat
sebagat subjek Hak Guna Usaha, maka dalam waktu | tzhon wajib
melepaskan atau mengalihkan tanshnya kepada pihak lain yang
memenithi syaral. Kalav hat ini tidak dilakukan, maks Hak Guna
tisahanya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

2.3.4 Asal Tanah Hak Guna Usaha

Asal Tanah Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Kalan asal tanah
Hak Guna Usaha berupa tansh hak, maka tansh hak tersebut harus
dilakukan pelepasan stau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan
pemberian ganti kerugian kepada calon pemegang Hak Guna Usaha dan
selanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada
Badan Pertanahan Nasional. Kalau tanahinya berasal dari kawasan hutan,
maka tanzh tersebut harus dikeluarkan dari statusnya schagal kawasan

. hutan {Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun [956}.

2.3.5 Terjadinya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha terjadi dengan penctapan pemerintah. Hak Guna
Usaha ini terjadi melalul permohonan pemberian Hak Guna Usaba oleh
pemohon kepada Badan Pertanahan Nastonal, Apabila semug persyaratan
yang ditenfukan dalam permohonan fersebut dipenuhi, maka Badan
Pertanahan Nagional menerbitkan Sucat Keputusan Pemberian Hak
(SKPH). SKPH ini  wajib didaflarkan ke Kantor Pertasahan
Kabupaten/Kota seternpat untuk dicatat dalam Buku Tanzh dan diterbitkan
sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pondaftaran SKPH terscbut
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maenandai lahimya HGU (Pasal 31 UUPA jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PP
Nomaor 40 Tahun 1996).

2.3.6 Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk perlama kalinya
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 19926
mengatur jangka wakty Hek Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya
paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun dan sstelah
jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangannya itu berakhir, kepada
pemegang tiaknya dapat diberikan pembaharuan hak puna usaha di atss
tanah yang sama, paling lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan jangka
waktu atav pembarvan Hak Guna Usaba diajukan selambat-lambatnya dua
tahun sebelum berakhimya jangka waktn Hak Guna Usaha tersebut
Perpaniangan ateu pembarsan Hak Guna Usahia dicatat dalam Buku Tanah
pada Kantor Pertanaban KabupatenfKota setempat.

2.3.7 Hapusnya Hak Guna Ussha e
Berdasarkan Pasal 34 UUPA, Hak Guna Usaha hapus karena:
a. Jangka waktunva berakhing
b, Dihentikan sebelum janpgka wakiunya berakhir karena sesuatu syarat

tidak dipenubi;

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum;

Ditelantarkarn;

Tanahnys musnah;

o o

™

g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), tidak lagi memenuhi syarat sebagai
subjek.
Menurut Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996, faktor-faltor penyshab

hapusnya Hak Guna Usaha dan berakibat tanahnys menjadi tanah nregaca, e s
adalah:
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2.4.1

23

. Berakhirnya Jangka waktu yang ditetapkan dalam  keputusan
pemberian atau perpanjangannya;

2. Dibatalkan oleh pejabal yang berwenang sebelum jangks waktunya
berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewaiiban pemegang hak
atau dilangpamya ketentuan-kolentuan yang wlah ditciapkan dalam
keputusan pemberian hak, don adanys putusan pengadilan yang ielsh
meinpunyat kekoatan hukam tetap,

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka

wakturniya berakhir;

Hak Guna Usahanya dicabut;

Tanahnva ditelantarkan;

Tanahnya musnah

A S

Pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang
Hek Guna Usaha.

Ketentuan lebib lanjut mengenal hapustiya Hak Guna Usaha diatur dengan
Keputuszan Prestden. Sampai szat ini Keputusan Presidennya belum dibuat.

Hak Guna Bangunan
Pengertian Hak Gung Bangunan
Pasal 35 UUPA memberikan pengestian Hak Guna Basgunan,

yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang -

bukan miliknya sendiri, dengan jancka waldu paling lama 36 tahun dan
dupat diperpanjang satuk jangka wakiu paling lama 20 tahun.

24.2 Asal Tanah Hak Guna Banguean

Pasal 37 UUPA menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan teriadi
pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau fanah snilik orang
fain. Sedangkan Pasal 21 PP Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan bzhwa
tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah
negara, tanah Hak Pengelolaan, ztau tanash Hak Milik.
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Z24.3 Subjek Hak Guna Bangunan
Yang dapal mempunyai (subjek) Hak OGuna Bangunan menurut
Pasal 36 UUPA jo. Pagal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, adalah:
§, Warga Negara indongsia.
2. Badan hukum yamg didicikan mesurut hulasn  Indonesia  dan
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia}.

Apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak fagt memenuhi syarat sebagai
WNI atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka wakiu { tahun
wajib melepaskan atau mengalihikan Hak Guna Bangunan tersebuf kepada
pihak lain yang memenufi gyarat. Bila hal inj tidak dilakukan, maka Hak
Guna Bangunannya hapus karena hukum dan tanshnya menjadi tanah
negara.

2.4.4 Teradinya Hak Guea Bangunan
Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahinys dapat
dijeiaskan sebagai berikut:

2.44.1 Hak Guna Bangunan Atas Tanah Nepara
Hak Guna Bangunan ini feradi denpan keputusan pemberian hak yang
diterbitkan oleir Badlan Pertanahan Nasioal berdasarkan Pasal 4, Pasal
3, dan Pasal 14 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan
prosedur tegjadinyz 1IGE ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan
Pasal 48 Permen Agraria’Kepala BPN Nomor 9 Tahua 1999, HGB ini
terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan olch
pemohon kepada Kepala Pertanaban Kabupaten/Kofa seterpat untuk
dicatat dalam Buku Tanah,

24.4.2 Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan
Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberisn hak atas
usul pemegang Hak Pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 4 Permen Agrarin/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam
Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tabun 1999.
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24,52

24.35.3

25

Hak Guna Bangunen Atas Tanah Hak Milik

Hak Guna Bangunan ini teggadi dengan pemberian oleh pemepang Hak
Mitik dengan akiz yang dibuatl oleh Pujabat Pembuat Akta Tanzh
{(PPAT). Akta PPAT ini waiib didafiarkan kepada Kepala Kantor
Pertanchan Kabupaten/Kota sctempat untuk dicatat dalam Boku Tanah
(Pasal 24 PP Nomor 40 Tahun 1996).

langka Waktu Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara

Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kalinya pafing
lama 30 tahun, dapat diperpanjang untok jangka waktu paling lama 20
tahun, dan dapst diperbarui untuk jangka wakiu pating lama 30 tahun,
Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolazn

Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kalinya paling
lama 30 tahun, dapat diperpaniang untuk jangka waktu paling lama 20
taliun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun,
Hak Guna Bangunan Adas Tansh Hak Milik

Hzk Guna Bangunan ini berjangka wakte paling lama 30 tahun, tidak
ada perpanjangan Jangka wakiu. Namun, atas kescpakatan antara
pemilik tanab dengan pemegang Hak Guna Bungunan dapat diperbarui
dengan pemberian Hak Guna Bangunan bary dengan aka yang dibuat
oleh PPAT dan wajik didaflarkan pada Kantor Pertanshan
Kabupaten/Kota setempat,

2.4.6 Hapusnys Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 40 UUPA, Hak Guna Bangunan hapus karena:

4. Jangke waltunya berekhir;

b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena scsuaty
syarat tidak dipenuhi;

¢. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelom jangka waktunya
berakhin

d. Dicabul urituk kepentingan umum;

Universitas indonesia

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



26

¢. Piiclamarkan;

f. Tanahnya musnalh;

g. Kelentuan dalam Pasal 36 ayal {2), tidak lagi memenuhi syaral

sebagai subjek,

Hanusnyva Hak Guna Bangunan lebih lanjut dijabarkan daiam Pasal 38
PP Nomor 40 Tahun 1996, fakior-faktor penyebab hapusnya Hak
Guna Bangunan adalah:

4.

Berakhimya jangka wakiu yang ditetapkan dalam  keputusan
pemberian atau perpaniengan steu dalam perjanjian pemberisanya;

. Dibatalkan  oleh  pejabat yang berwenang, pemegang Hak

Pengelolasn atau pemegang Hak Milik sebelum jangka wakiunya

berakhir, karena:

i. Tidak dipenubinys kewajiban-kewaiiben pemegang hak dan
atay dilangpamyz kefentuan-ketentuan dalam Hsk Guna
Bangunan;

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan
antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemilik teuah
atan perjaniian penggunaan tanah Hak Pengelolaan;

3. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

. Dilepaskan secara sukarela olch pemegang haknya sebelum jangka

wakiunya berakhir

. Hak (ona Bangunannya dicabut {berdasarkan UU Nomor 20

Tehun 1961 untuk kepentingan umum};
Ditelantarkan;
Tanahnya musnah;

. Pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syaral sebagai

pemegang Hak Guna Bangunan.
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Hak Pakat
Pengertian Hak Paka

Menurut Pasal 41 ayat {1) UUPA yanp dimaksud dengan Hak
Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungui hasil darl
lenah vang dikuasai langsung oleh nepare atau tanah milik orang lain,
yang memberi woewenang dan Kewajiban vang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atan dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perianjian
scwa-menyewa alau periniian pengolaben tanah, sepala scsuatu assl
tidak bertentangan dengan  jiwa dan  ketemtuan-ketentuan UUPA,
Perkatsan  “menggunakan”  dalam  HMak Pakal digunaken  untuk
kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut
hasil” dalam Hak Pakai untuk menunjuk pada pengertian bahwa Halc
Pakai digunakan woatuk kepentingan selain mendirikan bangunan,
misalnya porlanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan,

Subjek Hak Pakai

Paszl 42 UUPA menentokan babwa yang dapat mempunyai Hak Pakai,

adalah:

1. Warpa Negara Indonesia.

2. Ocang asing yang berkedudukan di Indonesia.

3. Badan hukum weng didirtkan menurit hukum  Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

4, Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 39 Pecaturan Pemerintah Nomor 40 Tahus 1996 Iebih mering! yang

dapat mempunyai Hak Pakai, yaitw:

1. Warga Negara Indonesia.

2. Badan hukum vang didirikan menurst hukum Indonesia  dan
berkedudukan di Indonesia,

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah
Diserah,

4, Badan-badan keagamaan dan sosial.
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5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia,

6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia,

7. Perwakilan ncgara asing dan perwakilan badan internasional,

Khusus subjek Hak Pakai yang berupa orang asing yang berkedudukan di
Indonesia diatur dalam Persturan Pemerinteh Nomor 41 Tahun 1996
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagl Onang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia,

2.5.3 Asal Tansh Hak Pakai

Pasal 41 ayat {1) UUPA menyebutkan bahwa asal tanah Hak Pakai

adalah tanah yang dikuvasai Jangsung oleh Negara atau tanah milik orang
lain, sedangkan Pasal 4} Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
febik tegas menyebutkan balwa tanah yang diberikan deagan Hak Pakal
adalah tanzab negara, tansh Hak Pengelolnan, atau tanah Hak Mililc

2.54 Terjedinya Hak Pakai

Terjadinya Hak Pakal berdasarkan asal tanahnya dapat dijelaskan

sebapal berikut:

2.5.4.1

Hak Pakai Atas Tanah Negara

Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak olch Badan
Pertaniahan Nasional, Hak Pakai ini teriadi sejak keputusan pemberian
Hak Pekai didaftarkan kepada Kepala Kantor Perimmahan
Kabupaten/Kota seternpat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan
diterbitkan sertifikat sehagal anda buksi haknya. Pasal 5 Persturan
Menteri Agraria/Kepaia BPN Nomor 3 Tzhun 1999 menctapkan
Kepals Kantor Pertanahan Kabupaien/Kota berwenang menerbitkan
keputusan pemberian Hak Pakai, sedangkan Pasal 10-nya memberikan
kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nastonal Propinsi
uwntuk  menerbitkan  keputusan pemberian Hak Pakai  Prosedor
penerbitan keputusan pemberian Hek Pakal diatur dalam Pasal 50
sampat dengan Pasal 56 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun
1995,
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2.5.4.3
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Hak Pakai Aias Tanah Hak Pengeloiaan

Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan
Pertanahan Nastonal berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan,
Hak Pakai ini terjadi sejak keputusan pemberion Hak Pakal didaflarkan
kepada Kepsla Kaatoy Pertanshan Kabupsaten/Kofa selempat untok
dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat schagat tanda buk
haknya.

Hak Pakai Atas Tanzh Hak Milik

Hak Pakai iné terjadi dengan pemberian Bk stas tanah oleh pemilik
tanah dengan akfa yang dibuat oleh PPAT. Akia PPAT ini waiib
didaRarkan ke Kanfor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicatal dalam Buku Tanah. Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam
Lampiran Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,

2.5.5 Jangka Waktu Hak Pakai

Pasal 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan secara tegas berapa

fena jangka wakie Hak Pakai. Pasal ini hanya menentukan bahwa Hak
Pakai dapat diberikan seloma jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, jangka wakte Hek Pakai diatur pada
Pasail 45 sampai dengan Pasal 49. fangka wakiu Hak Paksi ini berbeda-

beda sesuai dengen asal tanahnya, vaitu:

2.5.5.1

Hak Pakai Atas Tanah Negara

Hak Pskat ini berjangka waktu untuk pertama kali peling lama 25
tahun, dapat diperpanjang vntuk jangka waktu paling lama 20, dan
dapet diperbarui untuk jangka wakin peling lama 25 tahun, Khusus
Hak Pakai yang dipunyai Departemen, Lembaga MNon-Departemen,
Pemerintah Daerah, badan-badan keagamsan dan sosial, perwakilan
negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk
janpks wakiu yang tidek ditentukan, selama tanahoya dipergunaken
untuk keperivan tertenty,
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Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelotaan

Hak Pakai int beriangka wakin unwk pertama kali paling lama 25
tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lame 20 tahun,
dan dapat diperbarui uniuk Janpke waktu paling lama 25 lahun.
Perpanjangan jangka wakiy atsu pembaruan Hak Pakal ini dapat
dilakukan atas usul pemegang Hak Pengelolaan.

Hale Pakai Atas Tanah Hak Milik

Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 2§ tahun dan
tidak dapat diperpanjang. Namun ates kesepakaian antars pemilik
taniah dengan pemegang Hak Pakai dapat diperbarui dengan pemberian
Hak Pakai baru dengan akts yang dibuat oleh PPAT dan wajid

didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicatat dalam Buku Tanah.

2.5.6 Hapusnya Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 55 Persturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996,

faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Pakai, yaitu:

a.

Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan

pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;

Dibatalkan oleh pejabat yang barwenang, pemegang Hak Pengelolaan

atau perilik tanah sebelum jengke waktunya berakhir, karens.

1. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewsajiban pemegang Hak Pakai dan
alayu dilanggarnya Kelentuan-ketentuan dalam Hak Pakaig

2. Tidak dipenchinya syarst-syarat atsu kewajiban-kewajitan yang
tertuang dalam perjanian pemberian Hak Pakai antars pemepgang
Hak Pakai dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan Hak
Pengelolaan; atau

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukem tetap,

Dilepaskan scecara sukarels oleh pemepang hekays sebelum jangks
waktunya berakhir;

Hak pakamya dicabut;
Ditelantarkan;
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{.  Tanahnya musngh:
¢. Pemepang Hak Pakai tidak lagi memenuhi syarat schagai pemegang
Hak Pakat.

Pendaltaran Taaab di Indoncsis
Pendahuluan

Oleh karena belum semua tanah-tacah di Indonesia terdsflar meka
apa yang selama inl dilsksanakan dan masih saja kita dapati di fengah-
tengah masyarakat, baik surst-surat yang dibust oleh para notaris ataupun
surat-surat yang dibuat oleh para camat dengan berbagai ragam, uniuk
menciptakan bukti tertulis dari tanab-tanah yang mereka kuasai, tanpa
mielalui proscdur PP nomeor 10 Tahun 1261, Tanah-tanah tersebut ads yang
belum dikonversi, meupun {anah-tanah yang dikuasai oleh negara dan
kemudian diduduki oleh rakyat baik dengan sengajs staupun diatur oleh
Kepala-kepala desa den disahkan oleh para camat, seolah-olah tanzh
tersebunt telah merupakan hak scseorang ataupun termasuk kategort Hak-
hak Adat.

Setelah berlakunya UUPA dan khususnya ketentean PP Nomor 10
Tahun 1961, meka telsh teriadi status quo artinya tidak muagkin Jagi
diterbitkan surat-surat keferangan Zentang hak-hak seseorang kecuali
menerangkan bahwa tanah tertentu memang hak-hak adat. 2

Peraturan Pemerintal yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 194! ini, tetap dipertzhankan fujuan dan sistem yang
digunakan, yang pada hakikatnya sudah diterapkan dalam Undang-Undang
Pokok Agraria {(UUPA) yaitu behwa pendaflaran tansh diselenggarakan
dalam rangka memberikan jansinan kepastian hukum dibidang pertanahan
dan hphwa sistem publikesinya sdaleb sistem nepatif, tetapi yang
mengandung unsur positif, karena akan menghasitkan surat-surat bukti hak
yang berinku sehagal alat pembuktian vang kuat, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan

¥ AP Partindungan. Peadofiaran Tanah di Indenesia. Basdung: Mandar Malu, 1999, Hal, 4
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Pasal 38 ayat {2} UUPA. Dalam sistem Huokum Adat yang pernah kita
kenal, perbuatan peraliban hak harus didepan Kepala Desa/Lurah ini
dipandang scbagat sudah “wrang”, hal Ini dapat kila lhat dari beberapa
putusan Mahkamah Agung. Sayangnys kepala desanya jarang slaupun
tidak sempurna mencatat ateupun memelihara daflar induk atau mencatat
semua peraliban tersebut; dan yeng ada hanya pengetahuan umum bahwa
tanah tersebut memang milik seseorang dan berbatasan dengen tanah-tanah
orang lain menurut patak-patok yanp telah mereka sepakati,

2.6.2 Pengeriian Pendaflaran Tansh

Prof. Boedi Harsono dalam bukunys dengan judul Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, I1si dan Pelaksanaannya
memberi definigi mengenal pendafiaran fanzh, yaltu sustu rangkajan
kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah sccara ferus menerus
atau feratur, berupa pengumpuian kKelerangan atay data fertentu mengenal
tanah-tanah terlenty yang ada diwilavah-wilayah terientu, pengolshan,
penyimpanan dan penyajizanya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahsn, termasuk
penerbitan taada buktinya dan pemeliharaannya,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1597 testang Pendalaran
Tanah (PP 24/1997) merupakan wujud peraturan perundang-undangan
yang melaksanakan pasal 19 UUPA, Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan:

Untuk menjamin  kepastian  hukum  olch  pemerintah  diadakan
Pendafiaran Tansh di selureh wilayah Republik Indonesia menorut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 angka 1 PP 24/1997 memberikan suatu definisi lentang
Pendaftaran Tanah, yaits Pendaflaran Tanah adalah rangkaian kepiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus~menerus, berkesinambungan
dan teratur, meliputl pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan
penyajian serla pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam benatuk peta

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Tudenesia Sejarah Persbeniukan Undang~Undang Agraria, Isi
dars Pelabsongunnya 1i1id | Hukumn Tanab Indonesla. Cet. X, Edisi Revisi. Jokarus: Diambatan,
2643, Hal. 72,
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dan daflar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuen-satuan rumah susun,
termasuk pemberian sural tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yarg sudeh ada haknya dan hak milik atas satuan remab susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya.

Dari rumusan diatas serta meaurut pendapat Prof Boedi Harsone™,
maka Kegiatan pendaflaran yang dilakukan oleh aparal pemerintah
merupakan suatu kegiatan yang tiada henti dan saling berkaitan anlara satu
hal ke hal lainnya, schinges terkumpul suatu data terhadap lanah serta
terhadap pemilik hek atas (anab tersehut. Kemudian dengan adanya data
vang diperoleh, data tersebut haruslah disimpan, sehingga menjadi suatu
bukti yang otentik, karena aparat pemerintah yang melakuksn
pengumpulan data sesuai dengan ketentuan PP 2471997 Pasal 12,

Data yang diperoleh pada dasernya mehiputi 2 bidang, yaita:

i. Data fisik mengenal tanahnya, yang terdiri dari lokasinya, batas-
batesnya, luasnya, bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.

2. Data yuridis mengenal haknya, yaitu haknya aps, siapa pemegang E
haknya, ada atau tidek adanya hak pihak laie."

Kemudian, bahwa pemerintsh hanya melakukan pendaftacan tanah
terhadap obick-objek tertentu, vang artinye bahws hanya ada beberapa hal
yang menurut pemturan‘pcmndang-undangan {Pasal @ PP No, 24/1997)
dapat dijadikan objek pendafiaran tangh:

1. DBidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakal.

2. Tanah hak pengelolaan
3. Tanah wakef
4, Hak milik atas satuan rumah susen
3. Hak tanggungan
6. Tangh Negara
M fhid.

S thid., Hal. 73.
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2.6.3 Azay Pendaflaran Tanah

Pendaflaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman,
terjangkay, mutakhir dan terbuka,

Azas sederhana dalam pendafiaran tanah dimaksud agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurmnya dengan mudah dapat dipahami
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas
tansh. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa
pendaflaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberiban juminan kepastian hukum sesusi tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri.

Azas lerjangkau dimaksudkan keterjengkavan bagi pihak-pihak
yang memerlukan, khususnya dengsn memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam
rangka penyelenggaraan pendafiaran tanah harus bisa terjangkan oleh para
pibek yang memerlukan,

Azas mutakhic dimaksudkan kelengkapan vang memadai dalam
pelaksanaantya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanys. Dats
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, Untuk itu perlu
diikuti kewatiban mendaflar dan pepcatatan perubahan-perubahan yang
teriadi di kemudian harl,

Azas mulakhir menuntut dipeliharanya data pendaflaran tangh
secara  torusamencrus  dan berkesinambungan, schingga data  yang
tersimpan di Kantor Pertanshan selalu sesuai dengan keadaan nyata di
lapangan, dan masyarakat dapat memperpleh keteranpgan mengenai data
yanig benar seliap sast. Untuk itulgh diberiaioukan pula szas terbuke.

264 Tujuan Diselenggarskannys Pendaflaran Tangh
Seperti telah ditulisken diatas bahwa Pasal 19 UUPA mensyaratkan
agar pemerinteh melalul Peratoran Pemeriniah melakukan pendafiaran
tanigh yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga
Negara terutama mereka yang memiliki hak atas tangh.
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fgminan  Kepastian hukum inj diwujudkan dengan  sdanya
pemberian surat tanda bukll hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.'®

Dalam bukunya Bachtiar Effendi SH yang berjudul “Pendafiaran

Tanah di indonesia dan Peraturan Pelaksananya”, menjelaskan mengenai

Kepastian Hukum yang dimaksud meliputi:

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemepgang hak
atas tanah fersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang
hak atas tanah ity disebut dengan kepastiaon mengenat subyek hak atas
tanah.

2. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanak, panjang dan lebar
tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang
serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenat objek hak atas
tanah."”

Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintan Nomor

24 Tahun 1997, menyatakan sebagai berikut:

2.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindusigan hukum kepada
pemegang hak atas suaty bidang tanah, satuan rumak susun dan hak-
hak lfain vang terdaflar agar dengan mudah dapat mesnbuktikan
dirinya sebagal pemegang hak yang bersanglastan.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak.  yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah, dapat
memperoleh data yang diperiukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenat bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar.

¢. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanatan,

Selain itw, tujuan pendaflaran tanah adalah ierciptanya suatu pusat
informasi (database center) mengenal bidang-bidang tanah yang
bermanfaat bagi para pihak. Kemwdian, denpan terciptanya suatu

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU o, § Tehun
1966, LN No, 194 Tahun 1960, TLN Mo, 2043, Fasal 19 ayal () humafe,

Y Bachtier Bffendi. Pendafiaran Tonah di Indonesia dan Pervturan Peldksemoanya, Cet. 1.
Bandung! Alamni. 1993, Hal. 2021,
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pusat informasi, maka pihak-pihak vang berkepentingan termasuk
pemerintal dengan mudah dapat memperoleh data yang diperiukan
dalam mengadakan perbuatan hukem mengenai bidang-bidang tanakh

dan saluan-satuan rumah susun yang sudah didafiar."”?

Sciarah  pemilikan  tenah  secara  individual jika  lanya
mengandalkan kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti,
karena ingaton bisa saia kabur dan saksi-saksi hidup satu masa akan
meninggal dunia apabila seperti di Indonesia tanah sudab ada sejak dahulu
dalam artian hubungan manusia dengan tanah tersebut, namun karena tidak
tertulis apalagi tidak terdaflar banya secara disan diketahui tanah itu milik
siapa dan batas-batasnya, atau setidak-tidaknya satu bidang tanah itu
umum mengetahui adalah milik seseorang ataupun warisan dari seseorang
pada akli warisnya.

Justru hal yang demikian menimbutkan masalah dalam pendafiaran
hak atas tanah tersebut, karena tidak akurat atau tidak jelasnya hak-hak

seseorang itu dan pendafiaran tersebut terjadi karena ada bukti-bukt vang
disodorkan oleh seseorang.

2.6.5 Sistem Pendaflaran Tanah
Menurut Prof. Boedi Harsono, terdapat dus macam sisiem

pendaftaran tanah, yaife sistem pendaftaran alkia daa sistem pendaflacan
hak.

24651  Sistem Pendaflaran Akta
Registration of deed, yang dilskukan dalam bentuk pendaflaran
aktanya, yang berisikan perbuatan hukum yang menerbitkan hak atas tanah
atau pembebanannya. Setiap kali terjadi perubahag, maka aken dibuatkan
akta perubahan, yang merupakan bukii satu-satunya dari terjadinya
perubshen tersebut. Cacat dalam salah seftu proses persliban atau
pembebanan, akan mengakibatkan akta-zkia yang dibuat setelahnya

* tndoncsia. Peraturan Pemerinleh tentang Pendafiaran Tangh, PP No. 24 Tahun 1997 LN No.
59 Tahun 1997, TLN Mo, 2696, Penjclasan Pasal 3.
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menjadi tidak berkekuatan hukum sama sekale, Jadi dalam hal ini yang

terjadi adalah stelsed positif,

2.6.52  Sistem Pendaftaran hak

Registration of titde, yang didaBRarkan ialah titiehak  yang
diperofeh. Akia yang dibuat unluk mensiplakan hak atay pembebanannya
hanya dipergenakan sebapal ryukan pendaftzran haknya tersebut,
Schubungan dengan registration of tisfe ind, dalam sistem Torrens,
Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikelvarkan merupaken alat bukti
sempurna  bagi adanya Hek Atas Tanah, perubahan atav adanya
pembebanan atas Hak Atas Tanah terscbut, serta tidak dapat diganggu
gugat oleh siapapun juga, kecuali jika terbukti telah teqgadi pemalsuan. Ini
berarti dianut stelsel positif. Selain stelsel positif dalam registration of title
ini, juga dikenal stelsel negatif. Jika dalam steisel positif, pemegang
sertifikat hak atas famah dilindungi. dalam stelsel negatif, masib
dimungkinkan proses pembuktian lain, selain dengan Sertifikat Hak atas
Tansh.

Jika diperhatikan keientuan Pasal 19 ayat (2) bursf ¢ Undang-
Undang Pokok Agraria tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa
pendaftaran dilakukan depgan tujuan untuk memberikan alat buktl yang
kuat. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahws dalam Undang-Undang
Pokok Agraria, disnut sistem pendafiaran yang disebut  dengan
“registration of title” stelsel negatif yang mengandung unsur positifl
Dengan ini berarti Sertifikat Hak ATas Tanah adaleh alat bukti yang kuat
(bukan sempurna). Jadi, selain dapat dibuktikan sebaliknys, pemegang
Sertifikat Hak atss Tanah adalah pemegang hak atss tansh yang
sebenamya, yang berarti mengandung unsur positif. Dalam pengertian ini
berarti keabsahan Sertififkat Hak Atas Tanah masih dapat digugat, jadi
vang terjadi adalah stelsei negatif. -
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2.5.6 Sistem Publikasi

Berkaitan dengan sistem pendaftaran tanab scria sifal lerbuka di

kantor pendaftaran tanah, maka suatu gistem publikasi oleh kantor

{Megara) saling berhubungan satu sama lainnya,

2.6.6.1

2.6.6.2

Sistem Publikasi Positif

Sistem  publikasi  positif  selale  menggunakan  gistem
pendaftaran  hak. Muoskipun ads buke tanah sechagal  bentuk
penyimpanan dan pesyajian data yuridis dan serifikat hak sebagai
sural tanda bukti hsk. Pendaftaran siau pencatatan nama sescorang
dalam registrasi schagai pc:ncgang huk atas tanah vang bersangkutan,
bukan perbuatan hukum pemindshan hak yang dilakukan., Datam
sistern  publikasi positif orang vang beritikad baik dan dengan
pembayaran, memperoleh hak dari onrang yang namanya terdafter
sebagai pemegang hak dalam register. memperoleh apa vang discbut
indefeastble dile {(hak yaug itidak dapat diganggu gugald doengun
didaflarkan namanya sebagal pomegang hak dalam register, Diats yang
dimuat dalam register alau boke tmneh ity, mempunyai deya
pembuktian yang mutlak.””
Sistem Publikasi Negatif

Sistem publikasi negatif bukan pendafiaran tetapi sahnya
perbuatan hukum yeng dilakokan yang menentukan beralibuya hak
kepada pembeli. Pendafaran tidak menjadikan sescorang schagai
pomegang haknya yang bars, Dalam sistesn ini berlaku ases yang
dikenal sebagai memo plus juris dimana seseorang tidak dapat
wiengalihkan haknya melebihi apa yang dia miliki. Maka data yang
disajikan  dalam sisten ini tidak dapat begitw saja dipercaya
kebenarannya karena Negara tidak menjemin kebenarannyn, Maski
telah dilakukan pendaftaran, pemogang hak selalu dapat digugat oleh
orang yeng dapat membukiikan bahwa dielah pemegang hek vyang
sehenarya.”’

* Roedi Harsana, Op. eit. Hal. 79-80.
 rhid, hal. 80,

Universitas lndonosk

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



35

Sistem Publikasi dalam Pendaflaran Tanah menurut UUPA

Berbeda  dengan kedua  sistern distas,  Indonesia
memberiakukan sistem publikasi pendaflaran tanah negatip tetapl
dalams prosedur pendaflaranmya mengandung unsur positip. Oleh
karena itu sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia popular disebut
sebagai Sistem Pendaflaran Tanzh negatip vang bertendensi positip.

Hal ini dapat dilihat dari pasat-pasal sebagai bertkut:™

1} Pasal 19 UUPA ayat {2) menyebutkan bshwa Pendaftaran Tanah
meliputl “semberian surat-surat (anda bukt hak, vang berlaku
schagai alat pembuktian yang kuat™. Dengan dipergunakannya
perkataan “kuat” untuk menyatakan <as menjelaskan kekuatan alat
bukii yang dihasiikan oleh kegiatan Pendeflaran Tanah, dapat
disimpulkan bahwa sistem publikasi dalam Pendaftaran Tanah
yang digunakan bukan sistem positip, karens kalau yang
dipergunakan adalab sistem  positip, maska alat bukti yang
dihasitkan zkan diberd sifat “mutlak”  sebaliknya  dengan
menyatakan alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang kuat, sistem
segatip yang dipergimakan bukanlah sistem negatip murmi. Hal int
Juga terbukti dengan disebninya secara tegas dalam ayst (1) Pasat
19 bahwa Pendaflaran Tanah itu diselenggarakan oleh Pemerintah
“untuk menjamin kepastian hukum”,

2)- Sglanjutnya dalam Pasal 23, 32, dan 38 dinystakan bshwa
Pendafiaran merupakan alat pembuktian yang kuat untuk perisiiva
mazuptn pesbuatan hukum tertente mengenai tanah,

3). Amanat tersebut ¢i aias kemudian semula diwujudkan dalam
perumusan peraturan pelaksanaannnys, vaity PP 10/1961 tentang
Pendaflaran Tanah yang kemudian direvisi dengan PP 2471997,
yang memuat kefentuan-ketentuan untuk meyakinkan kebenaran
hak yang akan didafiar, demi diperofehinya kepastian hukam,

* Aric Sukanti Hutagalung, disampaikan dtalam Seminar Mesugy Perpelfenggaroon Pendefiaran
Tanrh dengan Sistem Publikasi Positlp, yang diadakan oleh Pusat Studi Hulasm Aprasia Fakuliag
Hukum Trisakti, Jakarta, 17 Apnil 2000 {dikwiip dart Karya Folis Iisiah oleh Mamivs Mowetha,
F, Anulisis Yuridis Penyelesaion Senghetn Atas Timbulryva Sertifibet Tempong  Tindik
(Overiapping} urtak Saiw Bidang Fanah, Depols Fakuliss Hukum U, 20043
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4). PP 10/1961 dan PP 24/1997 menggunakan sistcm pendafiaran hak.
Unluk pertama kali hak didaftar dan dicatat perubahan-
perubahannya yang terjadi kemudian dalam Buku Tanah setelah
diadakan penelitian mengenai kebenaran data yang diajukan.
Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sistem yang dipakai UUPA adalah
sistem negatif yang bertendensi positip, maksudnya adalah:
Pengertian Negatif, adalah bahwa hanya keterangan-keterangan
yang ada itu jika temyaia tidak benar masih dapat diubah dan
dibetulkan sedangkan pengertian tendensi positip, adalah bahwa
adanya peranan aktif dari petugas pelaksana pendaftaran dalam hal
penelitian terhadap hak-hak atas tanah yang didaftar tersebut.?

2.7 Uitwijzingsprocedure dan PP Nomor 10 Tahun 1961

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 610
juncto Pasal 1010 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal suatu
lembaga yang dinamakan Uitwijzingsprocedure yaitu seseorang karena
daluwarsa waktu menguasai sebidang tanah dengan itikad baik selama
jangka waktu tertentu (30 tahun) Secara terus-menerus.

Yang bersangkutan tersebut dapat memohon kepada Pengadiian
Negeri untuk kepastian hukumnya, dan jika dia dapat membuktikan itikad
baiknya tersebut dan sefama 30 tahun secara terus-menerus menguasai
tanah tersebut, dapat diputuskan tanah itu adalah haknya dan dengan
putusan Pengadilan Negeri tersebut tanah tersebut dapat menjadi eigendom
orang yang bersangkutan, dan ini sesuai dengan ketentuan dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Yang jelas bahwa PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak mengambil alih
lembaga tersebut dalam sistem UUPA, sehingga yang bersangkutan jika
juga mau memperoleh hak atas tanah tersebut harus memajukan
permohonan kepada instansi Kantor Pertanahan dan diproses sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, dan hak

Z Bachtiar Effendi. Op. cit. Hal. 38.
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apa yang szkan diberikan kepada yang bersangkutan tergantung - darl
instansi yanp berhak memberikan hak lersebut. Namun PP 24 Tahua 1997
telah menyatakan dalam Pasat 24 ayat {2) sebagai benkut;

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara kengkap alat-alat
pembukiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernbukuan
hak dapat dilakukan berdusarkan Kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 {duapuiuh) tahun
atau lebih secara berturut-turet oleh pemohon pendafiaran
dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan
secara terbuka oleh yang bersasgkutan sebagai yang
berhek atas tanah serts diperkuat oleh kesaksian orang
yang dapat dipercaya.

b. Penguasean tersebut baik  sebelurm  maupsn  selama
pengumuman 30 hari dalam pendafiaran tanszh secara
sigtematik atau 60 hari dalam pendafiaran tanzh secara
sporadik tidak dipermasalabkan oleh masyarakat hukum
adat atan desa/keluraban yang bersangkutan atau pihak
fainnya.

Tidak adanva lembaga Uinwiizingsprocedure ini dipertegas juga
pada memori penjelasan UUPA. Dengan demikian lombaga ini tidak
dikenal dalam sistemn mempercleh hak atas Tanah.

2.8 Pembuktian Hak Lama
Bukti kepemilikan ftu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan
gtas pama pemegang hak pada waktunya berlakunya UUPA dan apabila
hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berfurab-turut sampai
ke tangan pemegang hak pada waldu dilakukan pembulasan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa®:

a. Grosse ukia hak eigendom yesng diterbitkan berdasarkan
Overschrijvingsordonnartie (Staatsblad 1834-27) vang telah dibubuhi
catatan bakwa hak efgendom yang bemsangkutan dikomversi menjadi
hak milik; atau

* tndonesia. Peraturan Pemerintah tertang Pendaftaran Tanak. PP No. 24 Tuhun 1997 LN N,
52 Fabun 1997, TEN No. 3896, Penjclasan Pasal 24 ayat (1).
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(irogsse akta hak eigendom yang diterbitkan  berdasarkan
Overschripvingsordonnontie (Staatsblad 1934-27) sejak  berlakunya
UUPA sampal tanggal pendafiaran tamah dilaksanakan menurut
Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daecrah yang
borsangkutan; atau

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Swaprapx yang bersangkutarn; atau

Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menter
Agraria Nomor ¢ Tabun 1959; atau

Surat kepulusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang,
baik sebelum ataupun seisk berlakunva UUPA, yang tidak diserta
kewajiban untuk mendafiarkan hak yang diberikan, tetapi telah
dipenubi semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau

Akte pemindaban hak yang dibuat di bawsh tangan yang dibububi
tanda kesaksmn oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintali ini (PP No. 24 Tahun
19597); atay '

Akia pemindshan hak atas tapah yang dibuat oleh PPAT, yang
tanshnya belum dibukokan: atau

Akta tkrar wakafsurat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau scjak
malai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan; atau

Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah  pengganti tanah
yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah dacrah; atau

Petuk Pajak BumiLandrente, girik, pipil, ketitir dan verpording
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah Nomeor 10 Tehun
1941; atau

Surat Keterangan Riwayat tansh yang pemmahb dibuat oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataue
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m. Lain-fain bentuk alat pembuktian lerolis dengan nama apapuns vang
sebapimana dimaksud dalam Pasal [, Pasal Vi dan Pasal Vil
ketentuan-ketentuan Konversi UUPAL

29 Jual Beli Tanah

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan
pemindahan bak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti
perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala
adat, yang berperan sebapgai pejabat yang menangpung keteraturan dan
sahnya perbuatan pemindaban hak tersebut sehingga perbuatan tersebut
diketahui oleh umum. Tonai moksudnyz, babwa perbuatan pernindshan
hak dan pembayaran harganya dilakukan secara screntak. Ofeh karena itu,
maka tenal munigkin berart! harga tanab dibaysr secara kontan, atav baru
dibayar scbagian {funai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak
membayar sisanys, maka penjual tidak dapat menunitut atss  dasar
terjadinya jual beli tansh, akan tetapi atas dasar hukum utang pivtang, *

Ciri-eiri yang menandai jual beli fersebut antara lain, jual beli
terscbut serentak sclesat dengan fercapainya persetujuan atau persesuaian
kehendak {consensus) vang ditkuti dengan ikrar/pembaatan kontrak jual
beli di hadapan Kepala Persekotuan hukoum yang berwenang, dibuklikan
dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan
kesediaan penpml untuk memindahkan hak milikays kepada pembeli.
Dengan terjadinya jual beli tersebut, hak milik atas tanah tefah berpindah,
meskipun {ormalitas balik nama belum terselesaikan, Kemudian ciri vang
kedua adalah sifatnya yang terang, berarti tidek gelap. Sifat ini ditandat
dengan persman deri Kepala Persekutuan, yaitu menanggung bahwa
perbuatan itu sudah cukup tertib dan cukup sah menurut hukumnya.

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat
antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya

* Soerjone Sockanto, Mukum Adat trdenesia, Jakarta: Rejsweli, 1983, him, 211.
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yaite tanah hak milik yang akan dijual dan harganys. Hal ini dilakuken
dengan musyawarsh diantara mereka sendird.

Menurut KUHPerdata, jual beli adalah svatu perjanjian di mana
pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak
milik atas) sustu benda dan piliak lain (pembeli} untuk membayar harga
vang telah dijanjikan sesuai denpan Pasal 1457,

Adapun menurut Pasal 1458, jual beli dianggap telah terjadi antara
kedua belsh pthak pada saat dicapai kata sepakat mengenai benda yang
diperjnalbelikan beserta harganys walaupun benda belum diserahkan dan
hargs belum dibayar. Dengan tegadinya jual beli, hak milik atas tanzh
belurn beratih kepada pembeli walaupun harga sudah dibayar dan tanah
sudah discrahkan kepada pembelil. Namun demikiag uotok mengikat pihak
ketiga tormasuk pemerintah, setclah difakukan jual beli dibadapan PPAT,
harus dilakukan pendafiaran teriebih dahulu,

Sebagaimana telah “diuraikan di atas, akia dibuat sebagai tanda
bukti. Fungsinya adsish untuk memastikan spatu peristiwa hukum dengan
tujuan menghindarkan sengketa, Oleh karena ito, PPAT harus melakukan
perbuatan hukum jual beli sedemikian rupa, schingga apa yang iagin
dibuktikan itu diketahui dari akta vang dibvat, Oleh karena itu, havus
dihindari, jangan sampai akta memuat rumusan-rumusan yang dapai
menimbulkan sengketa karena tidak lengkap dan tidak jelas,

Oleh karena akta PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian mutlak, mengenai hal-hal atay peristiwe yang
disebut dalam akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Disamping
ity, akta jual beli itu harus dibuat deagan mengpunakan formulir yang
ditentukan.
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2.18 Putusan Pengadilan Negeri vang Menjadi Obyck Penclitian
2.19.1 Para Pihak

Pengpugat:

H. Beddu Waddhi alias H. Beddu Muis, partikelir, bertempat tinggal di

Sabbang Paru RT/RW (3704, Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre,

Kabupaten Luwy, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Baharuddin

Badaru, SH dan Narund Mashar, SH, Advokat dan Konsultan Hokum,

berdasarkan surat kuasa khusus terfanggal 13 Januari 2005 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1

Juli 2005 Nomor: 40/SK/2005/PN.PLP, lalu dilanjutkan oleh shli

warisnya yaitu Hj. Rahmatia, H M. Yusuf, Sumarni, H. Yahya, Suhesi,

Hariati, Zakaria, Fatinawati.

Tergugat:

1. Andi Warry, selanjutnya disehut Tergugat 1;

2. M. Sabir alias Herman Roy, selanjutnya disebut Tergugat 2;
Bahwa Tergugat I dan il dalam hal in? diwakili oleh kuasanya Andi
Mallawangan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2005
yang telah didafiar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada
tanggal ¢ September 2005 Nomor G3/SK/2005/PN/,PLP, kemudian
diganti oleh Andi Mukii Amin berdasarkan surat kuasa Khusus
bertanggal 2 Desember 2005 vang telabh didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Palope pada tenggal 5 Desember 2005:
8O/SK/2005/PNLPLY

3. H. Andi Masaing alias Qpu Saing, selanjutnya disebut Turat Tergugat;

2.10.2 Kasus Posigi
1. Penggugat memiliki obyek berupa tanah kering/tanah perumahan
sehuas kurang lebih 800 meter yang terletak di lingkungan Tondo’
Tanga RT/RW: 04/03 Kelumshan Cilallang, Kecamatan Kamanre,
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara dengan tanah Zaiouddin;

® Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor & Tabun 1989 tanggat 11 September
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b. Sebelah Timur dengan ialan poros Propinsi;
¢. Sebelah Selatan dengan bengkel motor Syahiru] Tiara;

d. Scheiah Barat dengan sawah / tanah kering milik penggugat.
Untuk selanjutnya tanah tersebut di atas di sebut sebagai obyek
sengketa.

Qbyek sengketa tersebut diatas didapatkan memulai proses jual bell
antara Penggugat dengan Andi Mira (almarhumah) pads tahun 1964
dengan harga Rp.25.000,~ {Dua puluh lima ribu rupiah).

Adapun tanah /obyek sengketa tersebut yang di jual olely Andi Mira
kepada Penggugat adalah merupakan bagiannya dari orang fuanya
vang bermama Opu Sanning.

Opu Mira memanggil H. Andi Masaing alias Opu Saing untuk
mengurus bagiannya tersebut diatas, yang dalam hal int didudukan
sehagai pihak Turut Tergugat, sebab diaiah salah scorang yang
mengetahui persis asal usul tanah /objek sengketa tersebut, lagi pula
antara Andi Mira dengan Tarut Tergugat adalah saudara kandung;
Sebelum terjadinya proses jual beli tersebut di atas pada tahun 1964
Tergugat | datang pada Andi Mira memohon agar Tergugat I di berd
izin untuk menctap sementara wakiu di atas objek sengketa dengan
alasan bahwa Tergugat 1 mengslami kesulitan bestempat tingpal,
dengan pertimbangan kemanusiaan dan rasa kekeluargaan vang
mendalam, akhimya Andi Mira mengizinkannya untuk ditemnpati
tanahnya yang kinl menjadi objek sengketa dengan catatan sifainya
hanya sementara wakfy saja;

Jual beli antara Penggugat dengan Andi Mira atas objek sengketa
adalah diketahui atan dimaklumi oleh Tergupat I karena disadari
betul, bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya Andi Mira
yang didapatkan dari orang tuanya, berselang tak lama kemudian,

Tergngat 11 yang memperistrikan adik kandung Tergugat I yang

bernama Opu Lanna, yang pada wakta itu turat serta tinggal serumah

1989 tentang Penvempurnasn Bentuk Akta Peisbat Perbuat Akta Tamh,
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di atas obiek sengketa, mulat membangun rumahnya secara
penmanen;

Pihak Penggugat telab beberapa kali memperingatkan kepada
Tergugat I, wamanys kepada Tergugat Il agar tidak membangun
rumah di atas tanah milik  Penggugat, namun hal tersebut tidak
mendapat tanggapan dan bahkan sebaliknya Pengpugat sering di
ancam dan diintimidasi oleh Tergugat 11; Demikian halnya ketika
Penggugal meminta pertanggungjawaban kepada pihak  Turut
Tergugat' selaku kakak kandung dari Andi Mira (Pihak Penjual), agar
Tergugat 1 dan II man meninggalkan objek sengketa, namun hal
tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Berbagai cara dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan haknya,
atas obiek senpketa, namun hal tersebut selaly mendapat halangan
dari Terpugat I, vang hingga sast ini masih menguasai tanah
tersebut secara sewenang-wenang sehingga diajukanya gegstan ind
ke Pengadilan untuk mendapatkan peayvelesaian secara proporsional ;
Tergugat I dan [I telah menguasai secara sewenang-wenang ates
objek sengketa tersebut dengan cam membangun rumah di atas {anah
Penggugat, dan untuk menghindart agar tuntutan tidak menjadi
hampa kerena adanva kekhawatiran yang didasari itikad buruk dari
Tergugat 1 dan 11 untuk mengalihkan objek sengkets, maka
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palopo eq. Majelis Haldm
vang memeriksa perkara ini berkenan lebth dahula meletakkan sita
jaminan {Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;

Petitum

Maielis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili/memeriksa

perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluraban;

Z. Menyvatakan dalam hukum babwa tansh yang kini menjadi objek
sengketa, yang pertama kall ditumjukkan oleh Pihak Tergugat
{H.Andi Masaing alies Opu Saing) benar adalah tanahnya Andi

Unfversites iIndonesia

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



48

Mira {almarhumah)} vang berasal dari orang tuanya bernama Opu
Sanning;

. Menyatakan dalam hukum babwz jual beli antara Penggugat
dengan Andi Mira adalah sah menurut hukum;

. Menyatakan dalam hukum bahwa gbiek sengketa yang sekarang
berada dalam penguasaan Tergugat I dan I adalah perbuatan
melawan hukum, setidak-fidaknya melawan hak penggugat;

. Menyatakan dalam hukum bahwa sepala perbuatan hukum atas
tanah objek sengketa dan surat-surat vang berhubungan dengan
tanah tersebut vang terbit lanpa sepengetabuan Pengougat adalah
jelas tidak sah dan batal demi hukum, setidak-tidaknpya tidak
mempunyat kekuatan hukum yang mengikat;

. Menghulown para Tergugat | dan I untuk sementara menghentikan
seluruh kepiatan-kegiatan di atas objek sengketa sampai dengan
putusan ini berkekuatan hukum tetap, meskipun ada perlawanan,
banding dan kasasi dari para Tergugat [ dan 1i;

. Menghukum para tergugat 1 dan I dan atau siaps saja yang
menguasal objek sengketa, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersaina-sama unfuk menyerabkan kembali kepada Penggugat
dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;

. Meayatakan sah dan berbarga sita jaminan (Conservatoir Beslag)
vang diletakkan oleh Majelis Hakim yang mengadil perkara int;

. Menghukum para Tergugat 1 dan I untuk membayar vang paksa
{dwongsom} masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta
rupiah} setiap hari keterlambatan atau lalai dengan tidak
mengindshkan teguran atau putusan yang ada kaitannya dengan
perkara int;

10. Menghukom para Tergupat { dan [I membayar sehwruh biaya vang

timbul dalam perkara ind secara tanggung renteng pada semua
tingkat peradilan;
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2.10.4  Alat Bukti dalam Persidangan
1. Penggupat

a.

Fotocopy Burat Perjanjian Jual Bell antara A. Mira dengan
Beddu, diberi tanda P.1,

Fotovopy Surat Penyaksian tertanggal 25 April 1978 dan
Rachman {bekas Kepala Desa Cilallang), dibeni tanda P.2,
Fotocopy surat vang ditujukan kepada Kepala Pengadilan
Negeri Palopo tertanggal 30 April 1978 yang dibuat oleh
S.I3. Jufr selako Kepala Desa Cilallang, dibed tanda P.3,

. Fotocopy {anda terirna uang pembavaran Pajak Ipeda tahun

1977, diberi tanda P4,

2. Para Tergugat

a.

Fotocopy Daflar Keterangan Obyek untuk ketetapan PBB
Pedesaan tertanggal 24 Januar: 2002, diberi tanda T.1,

. Potocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun

1986, diberi tanda T.2,
Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun
2008 dan tahun 2004, diberi tanda T.3,

. Fotocopy Surat Keterangan tetanggal 20 Mei 19735, diberd tanda

T4,

Fotocopy surat yang ditujukan kepada Andi Warmu Opu Rawe
tertanggal 1 Desember 1998, diberi tanda T.5,

Fotocopy surgt yang ditmjukan kepada Kepala Kecamatan Bajo
tertanggal 5 April 1978, diberi tanda T.6

Fotocopy surat yang ditujukan kepada Kepala Dess Cilallang
tertangoal 4 Mei 1978, diberi tanda T.7,

Fotocopy surat yang ditujukan kepada Ketua Pangadilan Negeri
Palopo tertanggal @ Desember 1998, diberi tanda T.8,

Fotocopy surat yang ditujukan kepada Camat Belopa terfangpal
5 April 1978, diberi tanda T.9,

Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 Oktober 2005, diberi
tande T.10,
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k. Fetocopy Surat Permyataan tertanggal 25 November 2005, diberi
tanda T.11,

2.10.5  Putusan Pengadilan Negeri Palopo

1. Pengpugat dalam surat gugatannya telah menyatakan bahwa tanah
obiek sengketa vang terletak di Kelurahan Cilallang, Kecamatan
Kamanre, Kabupaten Luwu adalah tanah milik Andi Mira yang
berasal darl Opu Sanning, kemudian dijual oleh Andi Mira dan
dibeli oleh H. Beddu Waddi Alias Ambe Rahmatia {Penggugat)
secara sah, sehingpa penguasaan Andi Warru (Tergugat [} dan M.
Sabir (Tergugat II} atas tanah objek sengketa adalah perbuatan
meigwan hukum, sedangkan sgebaliknya para Tergugat 1 dan Il
dalam surat jawabaanya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah
obyek sengketa yang sekarang dalam penguassaan para Tergugat
adalah milik para tergugat 1 dan 11 yang berasal dari Opu Paty,
sementara H. Andi Masaing (Tumt Tergugat} dalam surat
jawzbannya pada pokoknya membenarkan gupatan Penggugat
bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Andi Mira yang berasal
dari Opu Saaning kemudian dijual oleh Andi Mira dan dibeli oleh
Penpgugat,

2. Dalil-dalil gupatan penggupat dibantah oleh Tergugat 1 dan Ii,
maka Penggugat diberi kesempatan untuk membukiikan dalil-dalil
gugatannya, setelah itu para Terpugat I dan Il diberi kesempatan
untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Hal ftu sesuai pasal
283 RBg atau Pasal 165 KUH Perdata bahwa barang siapa yang
mengatakan mempunyai sustu hak atau mengsiakan sesuatu
perbuatan/peristiwa  untuk  meneguhkan haknya atan  untuk
membaniah hak orang lain harus membuktikan haek itm adanya
perbuatan/penistiwa tersebut, dengan kats lain bshwa siapa yang
mendalilkan sesuatu maka dia harus membukiikannya;

3. Penggugat telah mengajukan 4 (empaf) bukii surat dan 3 (tiga)
orang saksi, sedangkan Tergugat I dan II telah mengajukan 11
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{sebelas) bukli surat, dan 2 (dua) orang saksi, sementara Turut
Tergugat telah mengajukan 6 {enam) bukti surat dan 2 (dus) orang
saksi;

. Majelis telah membaca dan meneliti dengan seksama gugalan
Penggupat serta jawaban para Tergugat den Tunit Tergugat
ersebui, maka Majelis berpendapat bahwa pokok permasaishan
dalam perkara inl adalah benarkah tamah obyek sengketa adalah
tanah milik Penggugat yang dibeli secara sal: dari Andi Mirg;

. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah
obyek sengketa adalah tanah bagiannya Andi Mira dari orang
tuanya bemama Opu Sanning, yang mana Andi Mim dipanggil
oleh H. Andi Masaing alias Opu Saing (Turut Tergugat /savdara
kardung Andi Mira) untuk mengurus bagiannya, kemudian obyek
sengketa didapatkan Penggugat melalui proses jual beli antara
penggupat dengan Andi Mira {(Almarhumah) pads tahun 1564
seharga Rp. 25.000,~ {dva puluh lima ribu mupish ), dimana sebelum
terjadinya proses jual beli tersebut, Tergugat | diberi izin untuk
menetap di atas tanah obyek sengketa coleh Andi Mira untuk
sementara walktu saja, pnamun kemudian Terguget Il yang
memperistrikar Opu Lanna (adik kandung tergugat 1) turut serta
tinggal serumah di atag tanzh obyek sengketa dan membangun
rurnzhnya secara permanen;

. Keterangan dari saksi Penggugat yaitu Abbas Sast bin Sammang,
Budia dan Pisa telah menemngkan bahwa tanah sengketa awalnya
dikegakan oleh Nenek Anda lalu dibeli oleh Opu Sanping,
kemudian olehh Opu Sanning diberikan tanah objek sengketa
tersebut kepada anaknys yaitn Andi Mima yang lalu menjualnys
kepada Penggugat, selanjuinya para saksi Penggupat menerangkan
pula bahwa saksi-saksi tidak tahu apa sebabmya para Tergugat 1 dan
H menguasai dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa
tersebut, padahal setahu mereka tansh obyek sengketa adalah milik
Penguugat yang diveli dari Andi Mira, dan selanjutnya seksi Budia
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{sebelasy bukti sural, dan 2 {dua) orang saksi, sementara Turt
Tergugat telah mengaiskan 6 {enam) buktl sural dan 2 (dus) orang
saksi;

. Mgjelis telah membaca dan menelit dengan seksama gogatan
Penggugat serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergupat
tersebuf, maka Maielis berpendapat bshwa pokek permasalahan
dalam perkara ini adalah benarkah tanah obyek sengkets adalah
tanah milik Penggugat vang dibeli secara sah dari Andi Mirg;

. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah
obyek sengketa adalah tanah bagiannya Andi Mira dari orang
tuanya bernama Opu Sanning, yang mana Andi Mirs dipanggil
oleh H. Andi Masaing alias Opu Saing (Turut Tergugat /saudara
kandung Andi Mira) untuk mengurus bagiannya, kemudian obyek
sengketa didapatkan Penggugat melalui proses jual beli antara
penggugat dengan Andi Mira (Almarhumah) pada tahun 1964
seharga Rp. 25.000,~ (dua pulnh lima ribu mupiah ), dimana sebelum
teriadinya proses jual beli tersebut, Tergugat I diberi izin uptuk
menetap di atas tanah obyek sengketa cleh Andi Mira umuk
sementara wakiu saja, pamun kemudian Tergugat H vang
memperistrikan Opu Lanna {adik kandung tergugat 1) turut serta
tinggal serumah di atas tanah obyek sengketa dan membangun
rumahnya secara permanen;

. Keterangan dari saksi Penggugat yaitu Abbas Sazat bin Samwmang,
Budia dan Pisa teldh menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya
dikerjakan oleh Nenek Andz Jalu dibeli oleh Opu Sanning,
kemudian oleh Opu Sanning diberikan tanah objek sengketa
tersebut kepada anaknya yaitu Andi Mira vang falu menjuainya
kepada Pengpugat, selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan
pula bahwa saksi-saksi tidak tahu apa sebabnya para Tergugst I dan
II menguasai dan membangun rumah di atas tangh obyek sengketa
tersebut, padahal setahu mereka tanah obyek sengkeia adalah milik
Penggugat vang dibeli dari Andi Mira, dan selanjutoya sakst Budia
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menerangkan  pula  bshwa tanah obyek sengketa pernah
dipersoalkan di Kantor Desa;

. Keterangan saksi Penggugal tersebut dikuatkan oleh keterangan
saksi Turut Tergugat yaitu H. Maddu dan Bahar Djunaid yang pada
pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik
Andi Mira yang berasal dari Opu Sanning kemudian di jual oleh
Andi Mira kepada H. Beddw/Ambe Rahmatia, selanjuinya para
saksi Turut Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa
sebabnya Andi Warru alias Opu Rawe (Tergugat 1) dan Sabir
{Tergugat 11 ) bisa tinggal i tanah obyek sengketa tersebut;

. Bukti surst vaitu P.1, P2, P3 dan P4 yang diajukan oleh
Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu
fotocopy surat pejantian (P.1) bahwa Andi Mira mengaku menjual
tannah bagiannya dari Opu Sanning kepada penggugat seharga Rp.
25.000,- (dua puluh lima nbu rupiah), lalu foto copy surat
penyaksian dari Maotan Kepals Desa Cilallang Rahman R, (P.2)
bahwa berhubung karena pada tahun 1967 Andi Warmu (Opu Rawe)
pada waktu itu sangat susah fempat rumahnya maka Opu Mira
selakar keluarpa terdekat maka ditempatkaniah di atas tanzh yang di
tempati sekarang dan sejak berlakunya pembayaran Ipeda yang
bayar Ipeda adalah Andi Mira kemudian pindah kepada Ambe
Rahmatia (Penggugat} sesual daflar Ipeda No. F 21, lalu fotocopy
surat dari Kepala Desa S.Djufti kepada Kepala Pengadilan Negeri
Palopo (P.3) bahwa perihal sengketa tanah antara Andt Warru dan
Andi Mira yang besitter adalah Andi Mira /Ambe Rahmatia karensa
dialah yang selalu membayar Ipedanya sejak berlaku Ipeda di
wilayah Kabuopaten Luwu dengan bukti dalam Piagam No. ¥ 21
atas nama Beddu Waddi (Ambe Rahmatia) atas pengoperan Andi
Mira, selanjutnya diperkuat fotocopy tanda ferima  uang
pembayaran pajak Ipeda 1977 (P.4) oleh Kepala Desa 8. Djufii;

. Para Tergugat 1 dan I membantah dalil-dali] Penggugat tersebut
dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para
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Tergugat | dan ] yang berasal dari orang {fuany2 bernama Opu Pati
dan Andi Mire pernah tingga!l di alas langh obyek sengketa hariya
karena diberi izin oleh Tergugat I, vang untuk membuktikan
dalilnya tersebut para Tergugat I dan Il mengajukan 2 (dua} orang
saksi yaitu Malaherang dan Yamin D. Polapa, namun hanya saksi
Malaherang vang menecrangkan bahwa tanah obyek sengketa
berasal Opu Pati (Orang tua Tergugat 1), sedangkan saksi Yamin D,
Polapa menerangkan tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa, dia
hanya tzhu persozlan setelah menjabat Kepala Desa pada tahun
1980-an dan Tergugat I yang membayar pajak Ipeda /PBE -nya
karena para tergugat sebagai last besitter (berkedudukan terakhir)
di atas tanah obyek scngketa tersebut |

10.Bukti surat T.3, T.2 dan 1.3 yang diajukan oleh para Tergugat I
dan H bukanlah merupakan bukti pemilikan hak atag tanzh obyek
sengketa namun hanya menzpakan bukti pembayaran pajak Ipeda
/PBB dari fergugat I sebagai besitter di afas tanah sengketa
sementara dari bukti surat T4, T.5, T.6. T.7, T.8 dan T3 fidak
satupun veng menyatakan bahwa tangh obyek sengketa adalah
inilik Andi Warny, maighan membuktikan baliwa sejak tahun 1978
ternyata tanah obyek sengketa telah dipersoalkan antara Andi
Warre (Tergugat 1) melawan Andi Mim dan HBeddw/Ambe
Rahmatia (Penggusat), sehingga terbit surat antara lain dari Camat
Belopa, Kepala Bapian Perdata Pengadilan Negeri Palopo,
Komandan Sektor Kepolisian Bajo pada pokoknya bahwa berkailan
kasus antara Andi Warra dengen Andi Mira dan H.Beddu /Ambe
Rahmatia maka diharapksn kedua beiah pihak untuk tidak
melakukan kegiatan di atas tanah sengketa sebelom ada keputusan
dari Pengadilag Negeri Palopo, sedangkan keberadaan Andi Warru
di atas tanah sengketa banya sebagal last besitter (berkedudukan
terakhir) yang apabila ada pibak fain yang merasa berhak atas tanah
sengketa tersebut maka dapat mengafukan gugatan di kantor
Pengadilan Negeri Palopo;
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11.Balvwa mengenat bukti T.10 dari Lurah Cilallang hanya keterangan
bahwa Andi Rawe (Tergugat 1) tidak pemah melalsikan
kewajibannya membayar PPB tanah sengketa tersebut, sedangkan
bukti T.il hanya keterangan sepihak yang tidak cukup kuat
mendukung bukti-bukti sural lainya dari para tergugat | dan I
schingga patat dikesampingkan;

12 Berdasarkan uraian pertimbangan di afas maka majelis
berkesimpulan batiwa bukti suwat T.1 sid T.11 dan keterangan
sakst darf para Tergugat I dan II tidak cukup kuat membuktikan
kebenaran dalil bantabannya balhvwsz tanah obyek sengketa adalah
milik tergugat I dan Il yang berasal dari Opu Pati, sebaliknya bukti
surat P.1 s/d P.4 dan keterengan saksi dari Penggegat cukup kuat
untuk membuktikan kebenaran dalil pgugatannya bahwa tanah
obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat
secara sah dari Andl Mira yang merupakan tanah bagiannya dari
Opu Sanning, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah
diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, oleh karena itu petitum
Penggugat pada point 2 dan 3 harus di kabulkan;

13.Sesual keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, para Tergugat
dan Turt Tergugat ternyatz benar tanah obyek sengketa sampal
sekarang berada dalam penguasaan para Tergugat [ dan TI,
meskipun Penggugat telah memperingatkan agar para Tergupat
tidak membangun rumah secara permanen di atas tanah sengketa,
oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat pada
poinit 4 harus dikabulkan yaltu menyatakan para Tergugat I dan T
telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidak-tidakaya
melawan hek Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah obyek
sengketa tersebut sehingga Pengpugat sampai sekarang telah di
rugikan haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanshnya;

14.0leh karena telah terbukti bshwa tanah obysk sengketa adalah
milik Penggugat, maka Majelis berpendapat bazhwa petitum
Penggugat pada point 5 harus dikabulkan, yaitu menyatakan segala
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perbuatan hukwm atas tanah obyek sengketa dan surat-surat yang
berhubunpan dengan {anah tersebut  yang terbit  tanpa
sepengetabuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum,
setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15.0leh karena telzh terbukil bahwa tanah obyek sengketa adalah
milik Penggugat, makas Mziclis berpendapat bashwa Petitum
Penggugat pada point 7 herus dikabulkan, vaitu menghukum para
Tergugat ! dan I1 dan atau siapa saja yang menguasai obyek
senigketa baik secara sendiri-sendini maupun bersama-sama untuk
menyerahkan kembali obyck tanah senpketa kepada Penggugat
dalam keadaan utvh dan sempurna tanpa syamt;

16. Tuntwtan Penggugat agar menghukum pars tergugat I dan I unfuk
sementara waktu menghentikan seluruh kegiatan 4i atas obyek
sengketa sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap,
meskipun ada upays hukum perlawasan, banding dan kasasi,
menuref Majelis tidak dapat dikabulkan karena tidek memenuhi
syarat-syarat vang ditentukan dalam pasal 191 Ayat {1) RBg
danfatau SEMA Nowmor 3 Tahur 2000, vang mana bulkti surat P.1
s/d P4 tclah dibantzh oleh pera Tergugat 1 dan 11 (entang
kehenarannya sehinpga putusan ini barn dapat dijalankan setelah
mempunyal kekvatan hukum tetap, oleh karena itv Pefitum
Penggugat pada point 6 harus di tolak;

17.Pengpugat dalam pugatannya memohon agar diletakkan sita
jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obvek sengketa dalam
perkara ink, menurut Majelis bahwa fidak ditemukan adanya alasan
vang kuat untuk melakukan penyitaan atas tanah obyek sengketa
tersebut karens selama proses persidangan berlangsung tidak
ditemukan bukii cukup edanya usaha dari para Tergugat [ dan II
untuk mengalibkan kepada pihak-pihak lain tanah obyek sengketa
fersebut, oleh karena itu petitum Penggugat pada point 8 harus di
tolak;
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18.8elain it Penggugat memohon agar parg Tergugat | dan Il &i
hukum pula membayar uvang pakse (dwangsom) sctiap har
keterlambatan atau lalai dengan tidak mengindahkan teguran atau
putugan yang ada Kaitaomya dengan perkara ini, hal mang menurut
Majelis merupakan tuntutan yang tdek relevan dan sangat
berlebihan, mengingat apabila putusan ini telzh berkekuatan hukum
tetap maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi atas
putusan perkara ini, oleh karenanya petityn penggugat pada point 9
haras di tolak; |

19.0lek karena gugatan Peaggugat dikabulkan sebagian maka petitum
Penggugat pada point 10 barus dikabulkan yaitu para Tergugat [
dan I bersama Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng
entuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2.11 Putusan Pepgadilap Tinggi Makassar

Menimbang, bahwz permohonan banding dart pembanding ~sernula
Tergugat 1 dan II telah diginkan dalam tenggang wakiu dan menurat cara
yang ditentukan Undang-Undang, maka penmobonan banding tersebut
dapat diterimna;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 4 mei 2006
vang di ajukan kuzsa Pembanding -semula Tergugat I den II, pada
pokoknya sangat berkeberatan atas dikabulkannya gugatan Terbandiag -
semula Penggugat, karena batas-hatas tanah sengketa sgwakiu dilakukan
“nemeriksean setemnpat” tidak sama dengan luas dan balas-batas tanah
sengketa yang di uraikan oleh Terbanding -semuia Penggugat dalam surat
gugatan, sehingga dengan demikian mepurut kuasa Pembanding -semula
Tergugat 1 dan 11 gugatan Pengeupat dan Tarut Terbanding -semula Turut
tergugat dalam memberikan keterangan antara satu saksi dengan saksi
lainnya tdak saling bersesuaian, sebaliknya saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Pembanding -semula Tergugatl | dan II telah memberikan
keterangan vyang bersesuaion dan mendiukung bukti  tertulis  dard
Pembanding -semula Tergugat T dan II, schingga putusan Majelis Haldm

Universitas indonesia

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



57

tingkat Pertama yang mengabulkan gupatan Terbanding -semula
Penggugat adaloh tidak lepat dan sangat keliru;

Berdasarkan alasan-algsan tersebut di atas Pembanding -semula
Tergugat 1 dan 1 menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Palopo
terscbut dapat dibatalkan selanjutnya dimohon agar Pengadilan Tinggi
Makagar mengadili sendiri - yaitu dengan menolak pugatan Terbanding -
semuls Pengpugat stau setidak-idaknya gugatan Terbanding -semula
Pengpgupat dinyatakan tidak dapat dilenma ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding - semwia Penggugat, telah
menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori
banding tertanggal 29 Mei 2006, yang pads pokoknya mengemukakan
balnwa pertimbangan Majelis Halom Pengadilan Negeri Palops yang
kemudian ditnangkan dalam amar putusannya tanggal 13 Februari 2006
Nomor 31/Pdt.G/2005/PN.Plp. tersebut telah tepat dan sangat beralasan
menurat  hukum  karena  dari  fakwe-fakta yang  diperoleh selama
persidanpan, pihak  Terbanding -semula  Pengpugat, telah  dapat
membuktikan hak kepemilikannya atas tanaly obyek sengketa oleh karena
itu sudah sepantasnyalah pugatan Terbanding -semula Penggugat
diksbuikan, sedangkan pihak Pembarding -semuila Tergugat 1 dan I tidak
berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bshwa setelah mempelajan dengan teliti dan seksama
berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa
dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Febmuart
2006 Nomor 31/P3LGR2005/PN.Plp yang dimohon banding serta
memperhatikan memori banding dan konfra memori yang diajukan
sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggl menyimpulkan
adanya kenyataan-kenvataan sebagai berikut
1. Sengketa yang terjadi antara Pembanding -semula Tergugat 1 dan I

dengan Terbanding -semula Penggupat pada hakekatnya adalah
senpketa fentang “kepemilikan™ afas sehidang tanah seluas §00 m2
yang terletak di lingkungan Tondo ‘Tanga, Rt/Rw. 04/03 Kelurahan
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Cilallang, Kecamaten Kamanre, Kabupaten Luwy, dengan batas-baias
sebagat berikut:

~ Ultara dengan taneh Zainudin,

~ Timur dengan jalan Poros Propinsi;

~  Selatan dengan bengkel motor Syahrul Tiara;

~ Barat dengan sawah ftanah kering milik Penggugat;

Bahwa di atas tansh sengketa pada saat ini felah didirikan sebush
rumah permanen kepunyaan M, Sabir alias Hermman Roy Lo, Andi
Warru, setelah Pembanding -semula Tergugat I bersama dengan
istrinya Opu Lanna, sedangkan Pembanding -semula Tergugat 1 e,
Andi Warry, setelah Pembanding -semula Tergugat II mendirikan
bangunan rumeh di atag tanah sengkets, sudah tidak lagl menpuasal
dan menempatl obyek sengketa;

Tanah obyek sengketa di peroleh Terbanding -semula Pengpugat
dengan cara membeli darl Andi Mira (almarhum) pada {ahun 1964,
yang dipersidangan telak dibenarkan oleh H. Andi Masaing alias Opu
Saing Turut Terbanding -semula Turut Tergugat sebagai saudara
kandung Andt Mira almarhumaiy;

Pengakuvan dari Turnt Terbanding -semula Tumt Tergugat, yang
dikuatican oleh saksi-sakei Terbanding -sermula Penggugat dan Turut
Terbaoding -semula Turut Tergugat, terbukii bahwa semuia tanah
sengketa adalah milik Andi Mira alm. (vaitu saudara kandung Turut
Terbanding -semula Turat Tergugat) yang diperolch Andi Mira
sebagal pembagian warisan dari orsng tua mereks bernama Opu
Sanning, vaifu ketika tanab obyek sengketa berada dalam penguasaan
Andi Mira pemah didirikan rumah pangguop diatasnya oleh Andi
Mira, akan tetapi pada saat terjadi pergolakan DI/TII rumah tersebut di
bakar;

Pihak Pembanding -semula Tergugat 1 dan Ii, telah membeparkan di
atas tanah sengketa dofwiu pernah adanya bangunan tumeh milik
Andi Mira alm., akan tetapi pihak Pembanding ~ semula Tergugat |
dan 11 mendalihkan Andi Mira sebaga pihok yang “hanya
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menumpang” untuk sementara saja yaity izin Opu Pati alias Angdi Rara
sebagat pemillk lanah sengketa yaitu orang tua Pembanding - semula
Tergugat §, dan setelah Opu Pati alies Andi Rars meninggal dunia
maka obyek sengketa jatuh warisan kepada Pembanding -semula para
Tergugat yaitu kepada Tergupat I dan isteri Tergugat If L.c Qpu Lanna;

6. Tanzh sengketa telah dipermasalabkan semenjak tahun 1978, akan
tetapi tidak selesai sehingga terjadi gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam mengabuikan gugatan Pengpugat pada
pokoknya Majelis IHakim tingkat Periama telah menvimpulkan obyek
sengketa tersebut adalah milik Terbanding - semula Penggugat yang dibeli
dart Andi Mira pada tahun 1964 dengan harga Rp.25.000,00 (vide bukt P-
1), Terjadinya jual beli tersebut telah dibenarkan oleh Turut Terpugat
sebagai salah seorang saudara kandung Andi Mira vapg masih hidap .
Kepemilikan Andi Mira atas obvek sengketa di percleh karena warisan
dari orang tuanya bernama Opu Sanning dan Andi Mira pemab mendinkan
rumah panggung di atasnya akan tetapi eoleh karena adanya pergolakan
DUTH rumah tersebut di bakar (fihat buki P-2, P-3 dan P-4), kenyataan
ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Abbas Saat bin Sammang,
Budia, HMaddu dan Baher funaid dan sebaliknya dari bulkti-bukti yang
digjukan oleh Pembanding - semula Tergugat 1 dan 1I di persidangan,
Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memperoieh bukti yang dapat
menguatkan datil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kenyataan-kenyatasan
tersebut diatas adapun permasalahan pokok dalarn perkara ini adalah
apakah berar pendirian bangunan rumsh panggung di atas tangh sengketa
oleh Andi Mira alm. Pada 1950-an vang diakui dan dibenarkan oleh
Pembanding -semula Tergogat I dan 11, berstatus menumpang diatas tansh
Pembanding -semula Tergugat 1 dan I alavkah Andi Mira mendirkan
bangunan rumah tersebut di atas tanahnya sendiri Pengadilan Tinggi akan
roerapertintbangkan sebagai berlkut;
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Menimbang, bahwa batk dari keterangan saksi-saksi maupun surat-
sural bukit yang di ajukan oleh Pembanding -semula Tergugat 1 dan 11 di
persidangan, Pengadilan Tinggi tidek memperoleh satu bukti pun yang
dapat menguatkan dalih Pembanding -semula Tergugat 1 dan I
schagaimana di uraikan oleh Pembandimg -semula Tegugat 1 dan !l dalam
Jawaban tertanggal 7 September 2005, bahwa Andi Mira “menmumpang”
mendinkan rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1950-an, sehingga dari
fakta tersebut harus disimpulkan pendirian bangunan rumah panggung
diatas tanah sengketa pada tahun 1950-an oleh Andi Mira almi. tersebut,
dikarenakan tanah sengketa adalab milik Andi Mira yang diperoleh karena
warisan dari orang tuanya bernama Ope Sanning sebagaimana dibenarkan
oleh Turut Terbanding -sermula Tunst Tergugat serta saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenskan tanah sengketa milik Andi Mira
maka perbuatan jual beli yang dilakukanya dengan pihak Terbanding -
semula Penggugat pada talnm 1964 tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwz oleh karena itu keberatan yang dikemukakan
oleh Pembanding -semuja Tergugat 1 dan H dalam memord bandingnya
tidak cukup berharga wniuk dijadikan dasar dan alasan membatatkan
puiusan Pengadilan Negeri Palopo yang dimobonkan banding, oleh
karenanya keberatan terseburt harus ditolak;

Menimbang sclanjuinya, bahwa oleh karena demikian halaya,
maka putusan Pengadilan Negeri Palope tanggal 13 Februari 2006 Nomor
A1/PALG/2005/PN Pip. yang dimohon banding dapat dikuatken;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya
Pembanding -semula Tergugat 1 dan II harus dibukum secara tanggung
renteng untuk membayar hiays perkara dalam kedua tingkat Peradilan,
vang besarnya akao di sebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan Tite]l Vil Rv.dan pasal-
pasal lain dari Undang-Undang vang bersangkutan;
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2.12 Anaiisis Pokek Permasaiahan

Setelah mempelajari teori mengenai hak atas tanah terutama hak

milik tanah, pendaflaran tanah, pembuktian hak atas tanah, jual beli tanah
dan kasus posisi  yang menjadi  pokok permasalahan  serta
mempertimbangkan putusan pengadilan dani tingket perlama sampat
dengan tingkat Pengadilan Tinggi sebagai dasar untuk melakubean analisa
terhadap sengketa dalam kasus yang dibahas oleh Penulis.

I

Status  tanah  dalam  Putusan  Pengedilan Negeri Nomer

31/Pdi.G/2008/PN. Palopo tanggal 13 Februari 2006

Obycek tanah sengketa adalah tanah bekas hak milik adat vang
telah diundangkannya UUPA demi hukum dikonversi menjadi bak
miltk. Hak milik atas tanab hanya dapat dipunyai olch Warga Negara
Indanesia atau Badan Hukum vang ditetapkan oleh Pemerintah dapat
memiliki hak milik (Fasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA).

Obyek sengketa merupakan tanah hek milik vang teteh
mengalami pengaliben hak berupz jual beli kepada Penggugat.
Pembeli/Penggugat adalah Warga Negare Indonesia  dengan
demikian berhak untuk memiliki hak milik atas tanah tersebut dan
sekaligus dapat membuktikan hahwa tanah sengkeia tersebut adalah
benar-bepar miliknya berdasarkan  alat-alat bukti yang felab
disarnpaikan oleh Penggugat dalam persidangan yaiti
a. Fotocopy Surat Pegjsniian Juasl Beli antars A Mira dengan

Beddy,

b. Fotacopy Surat Penyaksian fertanggal 25 Apri 1978 dan
Rachman (bekas Kepala Dega Cilatlang) yang menerangkan Andi
Warru meminta menumpang diatas tanab milik Andi Mira,

c. Fotocopy surat yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri
Palopo tertanggal 30 April 1978 yang dibuat oleh 3.D.Jufri selaku
Kepala Desa Cilallang yang menerangkan bahwa Ambe Rahmatia
sciale membayar Ipedanya setisp tahun seiak bersku Ipeda di
Wilayah Kabupaten Luwu dengan dibuktikan Piagam No. F2i
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atas nama Beddus Waddi {Ambe Rahmatia) berdasarkan
pengoperan dart Andi Mira,
d. Fotocopy tanda terima vang pembayaran Pajak Ipeda tahun 1977,

Untuk tanah yang belum terdaflar, tanah-tanah bekas hak
miitk adat seperti ini, maka Petuk Pajak {Ipeda) digunakan sebagai
petunjuk uptuk mengetahul status tanah dan riwayat tanah yang
bersangkutan, serta siapa yang memilikinya. Petuk pajak sebehuu
divndangkannya UUPA dianggap sebagai bukti hak atas tamak yang
disebut sebagai pajak hasil bumi/landrente.

Pamilik tanah yang belum mendaftarkan haknya ferssbut
dengan menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti
kepemilikan atas tansh vang bersangkutan. Sementars dalam salal
satu sumber hokoum kita yaitn vurisprudenst nomor 34/K/8ip/1560
menvebutkan bzhwa sural pembayaran pajak buken merupakan
petuniuk siapa yang harus membayer paiak atas suatu bidang tanah
tertent, Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim
wntuk menyelesatkan suatu perkara tanpa melihat latar belakang dard
kasus mereka, sehingga bagi pemilik tanah bekas hak milik adat hal
il sangat merugikan,

Penggugat menggunakan bukti fertulisnya berups Surat
Perianiian Jual Beli antara Andi Mira dengan dirinva meski iidak
bertanggal dan juga pembayaran pajak Ipeda tabun 1977 scbagai
daiilnya, dalam porsidangan 2lat bukti tersebut dibenarkan oleh
keterangan para saksi. Jual beli yang terjadi pada tehun 1964 tersebut
dilaknukan tidak dihadapan PPAT ataupun Camat. Perbuatan huokum
tersebut dilakukan diatas kertas yang diberi judul Surat Perjanjian.
Hal ini ferjadi karena kurengnya pengetahuan mengenai hukum
tanah.

Transaksi jual beli tansh dalem hukum  perianshan
dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditonjuk sebagai FPAT
Sementara oleh Kepala BPN, Hal ini perlu mendapat pechatian
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secara serius, dalam rangka melayant masyarakat dalam pembuatan
akta jual beli PPAT di dacrah yang belum cukup terdapal PPAT .2
Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT
adalah daerah vang jumlah PPAT.nva belum memenuhi jumlah
formasi yang ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerinizsh Nowior 37 Tahun
1998,

Kepala Badan Pertanahan Nasiopal dapat menunink PPAT
Sementara untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Kefentuan
ini dimaksudkan untuk membenkan pelayanan pada rakyat di daerah
terpencil® vang Udak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan
hukum mengenai tansh. Mereka vang ditunjuk sebagai PPAT
Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan
daerzh yang bersangiutan, yaitu Kepala Desa. 28

Diharuskannya jual beli tenah dengan Alta PPAT
berdasarkan Peratizan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negasa
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,
juga menimbulkan persoalan rumit, Khususnya di daerah pedesaan
yang Camat atau Kepala Desanya belum ditunjuk sebagai PPAT
Sementara, sedangkan banyak penduduk pedesazn yeng melakukan
jual beli tanah tanpa akia PPAT, tefapi dilakukan dibadspan Kepala
Desa atan Camat, Untuk jual beli tanah dengan status “hak milik
adat” (belumn berbentuk sertifikat) mengheruskan adanya keterangan
tertulls dari Lurah tentang kebenaran tanah yang diperjuatbelikan
diwilayahnya itu. Pemilik girik atau ketitir yang dikeloarkan sebelum
tahun 1960 biss mendapatkan sertifikat dengan cara konversi.
Adapun girlk atan ketitir vang dikehuarkan sesudah tahun 1960 barus

% pasal § avat (1) dan ayat {3) Peraturan Femerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatim Pejabst Perabuat Alta Tanah ({embaran Negara Tahin 1998 Namor 32)

= Penjelasan Pasal 3 ayat (3) buraf a Paraturan Pemerintah Nomeor 37 Tahun [998,

* Penjelasan Pasal 7 avat (2) Persturan Pemerintah Nomor 24 Tabug 1997.
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melalui permobonan hak kepada sub Direktorar Agraria Wilayah
Koa

Terdapat surat tertanggal 30 April 1978 vang dibuat oleh 8,
D. Jufri selaku Kepala Desa Cllallang vang menerangkan tahwa
Ambe Rahmatia (Penggugat) selalu membayar Ipedanya setiap tahun
sejak berlaku Ipeda di Wilayah Kabupaten Luwu dengan dibuktikan
Piagam No. F.2! atas nama Beddu Waddi (Ambe Rahmatia)
berdasarkan pengalihan hak dari Andi Mira (penjual).

Pada dasarpya bukii pembayaran pajak tidak  dapat
dimasukkan dalam bukti surat, Namun hakim dapat menggunakan
buktl tersebut sebagmt persengkean dalam pengadilan atas
kepemilikan tansh yang didukung oleh alat bukti pengakuan sesuai
dengan Pasal 24 ayat {1) PP 2471997 dan ketersngan saksi yang
menyatakan benar bahwa tefah fejadi jual beli antara Andi Mira dan
Beddu Waddi (Penggugap) pada tahun 1964,

Maka hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat
adalah pemegang hak atas tanah tersebutf, mesk bukti kepeniiikan
tanah berupa sertifikat belum dimilikinya,

) Buldi tertulis tidak lepgkap au tidak ada lagi maka
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan
saksi atau pernyataan yang bersanghkuian yang dapat dipercaya
kebeparannya menurut pendapat  Panitin  Ajudikasi  dalam
pendafiaran tapah secars sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendafiaran ianah sccara sporadik, Yang dimaksud dengan
saksi adalah orang yang cakap memben kesaksian dan mengetabul
Kepemilikan tersebut.

Ketentuan imi memberi jalan keluar apabila pemegang hak
tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat {1) PP 24/1997 baik yang berupa termlis
maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian
pembukuan hsk dapat dilakukan tdak berdasatken bekn
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kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukt penguasaan fisik yang

telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan
secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua pulub} tzhun
atae lebih secara berturut-turat;

b. Penguasasn dan penggunaan fammh tersebut selerpa ini tidak
digganggu gupgat dan karena itw dianggap diakui dan dibenarkan |
oleh masvarakat hukum adat atau  desa’kelurahan  yang
bersangkutan;

c. Hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat
dipercaya;

d. Teiah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan
keberatan melalui pengumuman sebagainmana dimaksud dalam
Pasal 26 dari PP No. 24 Tahun 1997;

e. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal vang
disebutkan di atas;

f. Kesimpulan mengenal status tanah dan pemegang haknya
dituangkan dalam keputusan berupa penmgekuvan hak yang
bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendafiaran tansh
secarz sistematik dan oleh Kepala Xantor Pertanaban dalam
pendaftaran tanah seeara sporadik,

Pembuktian bekas Hak Lama dan Hak Milik Adat dilakukan
melatui alat-alat bukti mengenal adanya hak tersebut berupa bukti-
bukti tertulis, keterangan saksi dan afau permyataan yang
bersangkutan vang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat
vang berwepang. Dalam bel tidak atau tidak Iagi tersedia secara
lengkap alat-alat pembukitan tersebut di atas, pembukuan hek dapat
dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20
{duapuluh) tabhun atay lebih secara berturot-turut dengan syarat:
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a. penguasaan terscbut dilakvkan dengan itikad baik dan secara
terbuka seria diperkuat oleh kesaksian vang dapat dipercaya;
b. penguasaan lersebut fidak dipermasalahkan oleh magyarakat

hukum adat atan desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak
lain.

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan
pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis atas tanah
yang bersangkutan,

Data fisik dan dats yuridis tersebut kemudian divmumbkan di
kantor Desa/Kelurahan, kantor Kecamatan, Kantor Ajudikasi, Kantor
Pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap periu selama 60
{enempulub) hari untuk permohonan rutin {sporadik) daa 30
(tigapuluh} han untuk pendaftaran melalui proyek Ajudikasi
{sistematik).

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang bak milik atas tanah dalam
penyelesaian sengketa tanah

Banyak rumah-rumah vang didirikan diates tanah milik Negara
atau milik orang pribadi tetapi tidak diurusi sehingga divruz cleh orang
lain {digarap). Pemilik tanah mendiamkan tanahnya, sehingga banyak
orang vang sengaja ataupun tidak memasuki lahan fersehbut dengan
sembarang tanpa sepengetahuan pemiliknya,

Ketika pemilik taneh ingin mengambil alih kembali tanah yang
dikuasai oleh orang lain terscbut, maka pemilik tanah akan mengalami
kesulitan karena pemilik tanah harus mengusir orang-orang yang berada
diatas tanah tersebut. Mereka merase memiliki tanah tersebut. Schingpa
hal inilah yang menycbabkan terjadinya sengketa tanah antara penggarap
dengan pemilik tanah yaog sebenamya. Perbuatan demikian dikatakan
sebagai perbuatan melawan hokum.

Sengketa dibidang pertanshan sama halnya dengan sengkets
dibidang lain, dapat diselesaikan dengan beberapa cara:
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1. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarsh;

2. Peanyelesatan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan
umum secara perdala atau pidana, jika sengketanya mengenal
penyelesaian pemakaian illegal vang dimungkinkan oleh undang-
undang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa
izin yang berhak atan kuasanya atau melalui peradilan tata ussha
Negara,

3. Melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Apabila terjadi sengketa maka para pihak tidak dibenarkan oleh
undang-undang untuk melakukan tndakan hukom  secara  sepihak.
Tindakan hukum secara sepihak yang menggunakan kekuatan-kekuatan
diluar hukum merupskan tindakan main hakim sendirl. Sering didapati
bahwa salah satu pihak yang bersengkets menduduki tanah sengketa
tersebut dengan kekuatan premanisme. Tindakan ini dapat dikatakan pula
sebagai perbuatan melawan hokum,

Sikap tindak main hakim sendiri dilarang oleh undang-undang, hal
ini termaktub dalam suatu yurisprudensi Mshkamah Agung Nomor
2TOK/SIp/ 1957, vang berbumyi:

Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah,
vang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja
mercbut sawah ito, melainkan barus menggugat orang lain itu
dimuka pengadilan. Maka oleh karenanyva gugatan terhadap orang
yang merebut sawah itu, agar sawoh dikembalikan, dkabulkan tanpa
memeriksa siapakah yang sebenamnya berhak menguasainyas, Bagi
tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si
penggugat, agar ditentokan siapa yang berhak mengoasal tanah
tersebut.

Sering kalt Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi sengketa yang
bernjung di meja hijay, ketika jalan musyawarah menemui jalan buntu,
atan iidak diinginkan jslan arbitrase guna menyelesaikan sengketa

“Arie 8, Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: LPHI. 2008.
Hal. 372-374.
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tersebul, Akibainya banyak pihak yang dirugikan baik secara materiil
maupun immalerial.

Ketika sengketa diperiksa oleh pengadilan, make pada umumnya
penggugatiah yang mendalilkan bahwa telah terjadi suatu persengketaan
tersebut. Penggueat dituntut untuk membukiikan dalilnya agar dapat
memenangkan perkaranya tersebut sesuai dengan azas yang menyatakan “
siapa yang mendalilkan sesuate dia harus membuktikannya ™ Azas ini
tercantum dalam pasal 163 HIR, yang berbunyn:

Barangstaps  yang mendalilkan mempunyai suatu  hak, atan
mengajukan peristiwa (feit) untuk mencgaskan haknya atau untuk
membantah adanya hak orang lain haruslah membukiikan tentang
adanya hak atau peristiwa tersebut.”’

Kasus yang disnalisis penulis yaitu bahwa Tergugat tidak
mempunyai itikad yang baik dalam perolehan tanah obyek sengketa Para
tergugat felsh menduduki lama (penguasaan secara fisik) obyek sengksta
meski mengetahui  tanah tersebut bukan milik mercka. Mereka
mengeluarkan berbagai dalil untuk memperiahankan obyek sengketa.
Bahkan jauh sebelum kasus i disidangkan, bampir tegadi penerbitan
sertifikat palsu atas obyek sengketa tersebut.™

Negara memberkan perlindungan hukum kepada pemilik bekas
tanah hak milik adat dengan sistem publikasi pendaflaran tanah yang
dianut di Indonesia sesual dengan Pasal 32 ayat (1) PP 2471897 yaitu
negatif yang mengandung unsur positif. Bahwa Negara tidak menjamin
kebenaran data yvang disajikan.

Sesuai dengan ases nemo plus juris, petlindungan diberikan kepada
pemegang hak yvang sebenamya, maka dengan asas ini, selalu terbuka
kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang
merasa sebaga pemilik sebenamya.

3 Remowulan Sutanto, SH dan Iskandar Qeripkartawinata, 8. Hukum Acara Perdata delam
Teori dan Prokeek, Cet. 9 (Bandung: Mandar Maju, 2002. Hal, 68.

M 0. Bidara, SH dan Martin B Bidara, SH. Ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi-
yurisprudensi dun pendapar Mabkamah Agung R jentang Hukum Acare Perdata, Coll 2.
Jakaria: Pradnyn Parumita, 1587, Hal, 57

# Wawancara deogan Abl Waris Penggugat, Hi. Rabmatia dan  Bapak Sapyuddin, SH, Kepala
BEN Palopo puada bulan Juli 2007,
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Pasal 23, 32, dan 38 UUPA yang menyatakan bahwa peralihan hak-
hak (Hak Milik, Hak Guna Usaba, dan Hak Guaa Bangunan) harus
didafiar dan pendafiaran dimaksud merupakan alat pembukiian yang kuat
mengenai sahnya peralihan hak tersebut. Kuat tidak berarti mutlak, namun
lebih dari yang lemsh schingga pendaflacan berarti lebih menpuatkan
pembuktian kepemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik
terdaftar tidak dilindungi hukum dan dapat digugat sebagaimana dimaksud
di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, k

Negara memberikan perfindungan hukum bagi pemilik tanah bekas
hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai
petunivk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah
hale lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 174 HIR.
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BAB 1IN
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

I, Timbulnys sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak
{orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak
atas tanah. baik terhadap status tanasbh, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian
secara administrasi sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku,
Hak milik adat setelah berfakunys UUPA maka demi hukum
dikonversi menjadi hak milik, Hak Milik adalah hsk ferkuat dan
terpenuk yang (erutama dimiBiki oleh Warga Negara Indonssia
{tunggal). Perbuatan hukum yaita jual beli tanah #u dimulal dengan
kata sepakat antara calon penjual dengen calon pembell mengenai
objek jual belinya yaitu tasgh hak milik yang akan dijual dan
harganya, Hal ini dilakokan dengan musyawaish diantara mergka
sendiri. Hal ini terfadi antara Andi Mira (Penjual) dengan B Beddu
Waddi (Pembeii/Penggugat). Akan ietapi, tanah yang menjadi obyek
sengketa tersebut dikuasaf secara fisik oleh Andi Warru dan M. Sabir
(Terpugat). Bahkan penggugat telah mengalami intimidast yang
dilakukan oleh para tergugat. Hingga akhimya domi mencari
kebenaras dan harga diri, maka lanab yang disengketakan tersebut
diajukan perkara dimuka sideng. Bukti pembayarsn pajak berupe
Ipeda dapat dijadikan alat buktl didukung dengan keterangan saksi
sebagai persangkaan bagl hakim untuk memutuskan perkara sengketa
tanah yang belum bersertifikat,

2. Pendaflaran hak atas tanah sdat menurut ketentoan PP No. 24 Tahun
1997 adalah sebelum didaftarkan harus dikonversi terlebib dahulds.

Terhadap hak atas fanah adat yang memiliki bukti-bukii tertulls atan
tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia
Pendaflaran ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor
Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak
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sedangkan terhadap hak atas tansh adal yang tidak mempunyai bukt
diakukan dengan proses pengakuan hak. Negara memberikan
perfindungan hukum bagl pemilik tanab bekas hak milik adat yang
beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk
kepemilikan tanzh dengan didukung alat bukii fain unluk tanah hak
lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 174 HIR,

3.2 Saran

Seyogyanya strategi pembangunan Bukums tanah nasional dapat

menampung aspirast masyarakat hukum adat khususnya dacrah pedesaan,
Antara lain :

Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat terutama dibidang
pertanahan agar melakukan pendafaren fanah untuk mendapatkan
sertifikat schagai jaminan kepastian hukwm atas fanah.

Perlunya penyuluhan hukem yang sifainys terpade yang dilakukan
olch Badan Pertanahan Nasional sehingga masyarakat lobih paham dan

mengerth mengenal segala prosedur pensentifikatan tanah terutams di
pedesaan,
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T onor . 3EDT. GII00S/PN PP, “

DEMI KIEADILAN BERDAS ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
-~ Pongaditan Negeri Falopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkars perdatz
pada tingkat periwna tolzh menjatuhkan putusan sebagat berikut dalam perkara antara | -~
1L BEDU WADDI ALIAS . BEDDU MUTS, partikulir, bertempat tinggal i Sabbaog
s Pam RT/RW 0304, Desx Cilallang, Kecmoatan Kamanee, Kabupaten
Luwa, dolam bhal ini diwalili ofeh luasanga BAHARUDDIN
BADARU, SH.MH. dan NARUND MASHAR, SH, Advokal dan
Konsultan Hulum yang berkantor i Jalan Lefjer Pol Mappaodang 1
Mo, 62 Makassar berdasarkan surat kuzsa Rhusus fertangeal 13 Januari
2005 veng felah didaflarkan di Kepavitersan Pengadilan Neger|
Palepo pads tanggal 1 Juli 2005 Momer : 40/3K/2005/PN. PLP,
gelanjotnyva dissbut PANGGUGAT | —---mr— - i
METAWAN :

1. ANDIL WARRLL bertempat tingpgal di Lingkungan Tondo' Tamga RT/RW 04/03
Kelurshan Cilallang, Kecemsian Kamanre, Xubupates Luvar
selappuinys disebut TERGUGAT I
2. ML SABIR ALTAS HERMAN ROY, bertempal tinggal di Lingkungan Tonde’ Tanga
RT/AW 04/03 Kelurahas Cilaileng, Kecamatan Kemeare, Ksbupaten
- Luwy, selanivtays disebut TERGUGAY 1 ; .
% : Bahwa Tergugat 1 dan X dalam ha! in diwekili oleh kuasanys ANDI
MALLAWANGAN, berdasarken surat kuzse khuvus fertanggad 27
Mei 2003 yang telsh didaftr di Kepanifersan Pengadilan NWegeri
Palepo padn tanggal § September 2005 Nomor : §3/SK/1005M.PLY,
kemudian digarti aleli ANDI MUKTT AMIK berdasarian sorat keasa
khusus lertanggal 2 Desember 2005 yang lelah didefter di
Kepaniteraan Pengadilzn Negeri Palops pada tanggal 5 Desember
2003 Womsr : SH/SK/L005/PN.PLY. ¢
3. EL ANDY MASATNG ALIAS QP SAING, bertemnpal tinggal 41 Kelurshan Suli,
Kesamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjulnya digebut TURLT
TERGUGAT ;

weem  Pengadilan Negerd tersebut ; -
-~ Toelah membaca sural penetapan dari Ketus Pengadilan Nogeri Paiopo Nomor :
31/Pen PALG/2005/PN. Plp. tertanggal 28 Juli 2005 tentang penunjuksn Majeliz Hakim
yang memeriksa dan mengadili perlara int | ~vamimr ——
----- Telah membaca berkas POrkar j —nercmme e o v s e st s s

LTI
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«=s= Telah mendenger keterangan saksi-saksi yung disjukan parz pibak | »rremmmmvme s -

-

-+ Telah menperhatikan surat-surat bukti yang disjuken pars pthak ; veenmamvmnn. -
Telnh puis memperhatikan copale sesualy yang bersangkutan dengan perkars ini ;-
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

" Menimbang, bahwa Peaggugn dengan sural pugatannye terianggal 15 Juni 2003

dan tordaflar i Kepaniieraan Pengadiian Negori Palope pada tanggal | Juli 2005 di bawah
register perkara Momor @ 31/PDT.GR005/PN.PLE. felsh mengemukaken hal-hol sebagai

BOpilond © sms o e n e w3 s R 4o -
i.

EX

4,

- i . g

Bohwa Penggugat - »miliki obyek benipa tanak kerng/lonah perumahan soluae kureng
tebih 200 mel- yang lerietak di Unghkungan Tondo™ Tanga RT/RW [ 84/6] ¥ejerahan
Citaliang, Ker ~natan Kamanre, Kabupalen Luwu, dengan batas-baias scbagai berikut @ -
1, Sebeizh 11 2 dengan tangh ZAINUTDDIN | «ravms -

i

* Selectal Timur dengan jaien porns Propinsi | ST ——— -
3. Se*wolnh Selatan dengan beng’- " motor Syahrul Tiara;
4. ¥ebelah Barnf denpan snwaltansh kering milik Peaggugst ; -
Vatuk selenjulnya tngh tormebul diatas digebut gebagnai obyzk sengketa | ~rmmmwmemmmn —n

B -wa obvek sengketa tersebnt dietps didapafkan smelnlu: proses jual beli antara

qugat dengan ANDI MIRA (Almachumah) peds fahun 1964 dengun berga Rp.
5. - {Drea puluh Hma ribe rupiah) | aeeew

Adapun tanah/ebvek sengheta tersebut vang dijuel olel ANDI MIRA kepada Peaggugat
sdaleh mervprkan Sepinanys dari orang tuanys yang berprma OPU SANNING ;| «avevmse

Bahwe vang pertama kali memeugg! OPU MIRA untuk mengutus bagisnnys tersebut
diatas adalak H, ANDI MASAING ALIAS OPU SAING yang dalam bal ini didudukkan

_ stbagal pihek Turut Tergugat, sebeb diafah valoh seorang yang mengetahui persis asel

3.

€.

usuf tanab/cbyek senplets tergebut, logd pula antarm ANDI MIRA das Turt! Terguget
adatlzh gsudara kandoag ;

Sebelum terindinya proses jual beli tersebut distas pada tabun 1964 Tergugnt I dalung
pada ANDI MIRA memohon sgar Tergugat I diberi izin untuk menclsp sementara wekiu
diztas obyek sengleta dengan alesan bahwa Tergugat 1 mengalami kesuiitan bertampat
tinggal, dergan pertirabangro kemuapusiasn dao resa kekelumgaan yesg mendalem,
akhiroya ANDI MIRA mengizinkannya uniok didempati tansheya yaog kini menjadi
obyek songketa dengan satuizn sifatnyah}aya semontars waklu saja;

Balrwa pada pringipays jual beli antery Penggugat dengan ANDI MIRA utes obyek
senghketo sdslah diketabui atau dimaldumi oleh Tergngat | karenz $sadon betul, bahwn
obyek mengketa tersebut adulab wmiliknyn ANDI MIRA yang didapatkan dart orang
tumys, berselang tok luma kemudian, Tergugatl T yang mempernistrikan adik kandeng
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L3 )

Tergugat | yang bernams OPU LANNA, yaeg pads wakin Hu furgd serte linggal

serumuh diataz obyek sengketa, mulai membangun rumahnya setara permansat ;) —ee-n- -

. Cloh pihak Penggugat teloh beberapa kali memperingatkan kepade Tergugat I, wlamanys

kenndz Tergugatl T agar lidsk membangun disiss fansh mitik Peoggugat, namun haj

tersebui fidak mendapat tanggapan dan bahlan sebaliknya Penggugat sering dizncam
untuk diintimidast oleh TergugatIT; -

Demikian halnya kstika Penggugal weminta pertanggungjewaban kepada pihak Turut
Tergugaf solaku kakak kandung dari AND] MIRA (Pihuk Ponjusl}, agar Torgugat I dan
11 mau meninggalkan obyek sengketa, nanvun hal tersebut juga tidak membushkan hasil |

. Berbogat cara yany dilaladan oleh pihak Penggurat satuk mendapatkan haknyn, ates

abyek sengketa, namun hal tersebut selalu mendapal halangan dasi Tergugal 1T, yang
hinggs ssat ini mesih menguasai (znabk terssbut secars sewenang-wenang hnggwn
disjukanaya gugatan ani ke Penpgadilan uniok mendapatkan penyelesaion secaca

prgpgmi;}aaj e e i s it b S =

kot o e W e

. Oleh kerena tindekan ’{’crgug;zzi I dan II yaag telsh menguasal secars gewenang-wenang

aias obyek senghketa dimakeud dengan cars membangun rumah diatas tanah Pengpugat,
dan untuk menghindari agar tuntufan tidak menjadi hampa Karena adanya kekhawativan
yang didssart ikad burnk dari Tergugat I dan II untuk mengalibkan obyek sengketa,
maka moehan agir Fen gadilan idegers I’afnpab Cc;. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

~ini berkenna lebih dehuly meletakian site jnminen (Conservatoir Beslnag) tethadap

obyek sengketa |~ = -

e — s

Bardasarkan wraian falda hokem temsebut diatas, maka adslah wyjar jika Ketun Cq.
Mnieliy Hokin Pengadiian Negeri Palopo yang mengedil/memeriksn perkors int dengan

memutuskan sebagal barilart § - o v e e m
PRIBAER [ o mrmim e e s e g e e e e e i
1. Mengabulian gugatun Pengeugdl sedars ketelurghan § ve-on - nm

2. Menyalskan dalem hukam balwra tanak vang kini menjedi obyek rengkels, yaag
pettama kali ditunjuklkan oleh pihak Turut Tergagal (. ANDI MASAING ALIAS
OPU SAINQ) benar adalah tanshnya ANDI MIRA (Almarhumah) yang berasal dari
orang teanya bernzma OPU SANNING ;) - W it o

3. Menvatakan dalam hukein babwa jea!h beli mtars Penpgugal dongan AND] MIRA
adelinh ech menurut bukum | cveemmno cmnns
i Menyatokae dalmn buloum bahiwa cbyek sengketa yang sekerang berada dalam
penguassan Tecgugat 1 dan I adalsh perbuatan melawan hukum, setidak-tidaknya
melawsen hak Penggugal | -

o o

5. Menystaken daiam hokum bahwa gegalz perbuntan hukum atas tansh ohyek sengkefa
dan smgabmwat yeng borhubungan dengan fapah tersebut yang terbit tanpa
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sepongeinbunr Denpgugst wdafel jelas (dafe szh dan balal demi hukum, melidak-
tidaknya dinuk mempunyai’écekuazaﬁ hukum peng meagikaf | coenne e e €t -
6. Mengtukuu pernt Tergugat 1 dan T untuk somenturs menghentiken seluruh kegiatan-
keginlog diatas chyek songketn earapai dongan pulusan ini berkekuaian bukum telap,
meskipun ada pertawanan, hz':adiz&g dan kesas! dari para Torgugal Idap T eomvmvmvne
7. Menghukum parn Tergugat i dan I dan slau sispa saja yang mengussal obyek
sengketa, Laik secarm sendiri-sendint maupun bersama-sama watek menyershizn
kembali kepade Pongeugnt dalam kosdaan ulun dan sompurna {anpa syxal ;) ~-rrvesm -
8. Menyatakan ssh dun berhorga sita faminan {Conservetoir Beslend) yang diletakkan
oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara int; - s s
$. Menghukuny para tergugat [ dan 11 uniuk membayar vang paksa {dwengsom) masing-
masing sebesar Rp. 1.00¢.000,-{Satv jula ropish) seliap bari keterlambalan aibu lala
dengan tidsk mengindahkan teguran atas nulusan yoog adx kailannya depgan perkara

iﬁi T - - i i

N w

14, Menghukum para Tergugat [ dan I satuk membaysr eeluruh bigya yang timbel delam
‘perkara ini gecera tangpung renteng pada semua tingkal peradilan | - vmvmmaamas
SUBSTDAIR 1 -smememweims e e -

% Jika Ketva Cq. Majelis Hakim bespendapat (sin molon patusan yang seadii-adilnyz; -
mrer Ménz’ﬁ:brmg. bahwa pada heo sidang yaog ditetapkan, Penggugat serta Tecgupat 1

) - dan If datong menghedag di persidangen diwaldli oleh kuasenye mesing-musing, gementarn
‘i‘tmﬂ#’i*é’réugm datang menghudep zendint di persidangsn, den selapjutnys Mzjelis teleh
berusaha vemakeimal munékin untuk mepdamaikan pwra pihak khususaya pihak Pengeugat
dengro pars Tergugat I dan II tetupi tidnk berbasil, moka sideng  dilsnjutksn dengan
pembacsan surat gegatan yang isinya telap diperlshanksn oleh Penggupal § vovmrrmnwsmiinns
—  Menimbang, balws sfas gugaiap Penggugal tersebut Tergugat 1 dan I telah

mengajukun jawsbannye tertanggal 7 Sepfember 2005 deagen mengemuksknan hei-hal
sebagei perthut o e

[P

oim s, s RPN,

1. Babwa gelatar tabup 1820-an Opu Ssaming (Bapak kandusg Andi Saiag, Opu Pati alias
Andi  Rars, Opu Tappa aline Andi Pallawa dan by kasdung Andi Bors adaieh
keempatnyn merupakan sandars ksodung ymg bersoms.cama membuka lshas,
menwmpati dari menguasai tanah yang terielak di Cildllang dengan bmas.batas dan
ckesi yang berdekatan | -vor-wm e -

2. Bobwa gekiter tahug 193055, QPU PATI Alias ANDI RARA bersarma suemingya OFU
DG PABANGENG mendirikan basguanss rumah kayu i lokasi tansh yang telah
diloaseinya i, dimans lokusi taneh tersebut ituldh yang sast ini merupakan obyek
taoak yang digugat oleh . BEDDT WADDI aliss H BEDDU MUIS saaf o ] wewmsson
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. Beberapa talun kemudian rumah kaye yang telah didirkan dilokasi tangh tersebut

dipindahkan ke Belopa dan menyizahknan bangunan rumsh dapur tersebut vang
kemudian ramab dapur tersebut diheal kepada ANDI SAPAR! {sepupu sekah AN
Pesgrunal idak konsisten dengan gugatannys, pusdahal baru Ylima bulan yang ladu dalam
gugatennys nicngaakan bahwa obyek taml sengkefa didapathon medalui proses just
belt antarn ANDD  SAING dan Ponggtigut puda talwin 1973 gails ANMDI SAING
mienjual tonuht seluas bma hektar yung nechipall sawabhAanah kering lemmasul fanah
obyek songheln, sementars sekarang Pesggogal mengalgkan bahwa obyek tanah
senghele didapaikan melalus proses jual beli antara ANDI MIRA { saudara kundung
ANDY SAING) dengan Penggugat nuda faling 106 v nmvmrmmars o intn e e
Apz buktinya bahwa cbyek sengkela adalgh milik OPU SANNING, padahal tahun 1930
QYU DG PABANGUN dan wstninya bermama ANDI RARA {zaudarg kanduag OPU
SANNING} telah mendickan cumah ditanah cbyek sengketz fersebit sedang OPU
SANNING juga ponya tanah tempal nunsh tersendis begiln juga saudara-saudui GPU
SANHING yang Tasn punya lempal nuntaly Lersendsn sehingga sangal tidak Isgis kaban

-saudara OPU SANNING yang lain punys tempaf romoh den gaweh sedang ipamys

OPU DG PABANGUN dan isfrinys yang bermpama ANDD RATRA tidak mempunyal
femps tinggud dan sawzh padahal taun 1920 OFU SANKRING beserta saudara
saudorany dan ipamys membeka tanah selingra masing-meastng mempunya tanch
tempal tingeal dan tansh persawahan dan ada hatas-batas yang Jelos | sesevmrmuecexuians -
Bahwa gelaty fahen 195C-an, OPU MIRA (saudura kaadung ANDI SAING) datang
mamehon kepadn OPU PATT alias AND RARA unink diizinkan mern indahksn rumah
meiliknya ke Tokast bekas rumah kaye yang teteh dipindahkan ke Lanwa tersebot karena
OPU MIRA bernlasts fidok merasa tentn berada di fokast remahaya saal it Dan
nigs dasar pertimbangan kemanusiaun dan kekeloargaan, OPU PATL dlizs ANDI RARA
mengiziinkananya telapl dengan kelertuan hanya bersifil sementara wakiv saia —ememnee
Berselung eekitar setahun kemudian, penduduk & Cilallang sebagain besar mengungsi
dan r;'zminggalkaiz rumahinys fenmasuk juga OPU MIRA beserta keluargsnya karena
terjedinya Releacauan prda masa DI-TH Kahor Muzaldkar, dan sepeninggal OPU MIRA,
rumah tersebut dibakar dan dimusnskan oleh Tentuws (TNI) yang melakukan operasi
penumpasan pemberoniakan | svmee s s st b i
Padn tebun 1962, AR, SARIR meunikehi AWDI RAWE {saudara kandung ANDI
WARRY), Selunjutnyan Medua AR SABIR {OPU PATI aliass ANDI RARA)
niengamanahkan kepada Menanty don anaknve bahwa ada  tongh miikays beless
pendicion nomahnys & Clalllang bise diberikan untulc ditempafi dan dimilik jika
kemball menetap di Cilallang | ~osemmvmmncm vmuminssar v s
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Puda Lo 1907, Mﬁ_l WARRU bersmua denpan fou kandungnya QPU PATI Altas
ANDI RARA mendirikan banguoan rumab kayu dilokass tersebit | - emvemeemeones o
Pada tahnn 1973, ANDI SATNG melakikan transukst penjuain tanae persnwabon dan
tanah kering miliknya (mitik Bapak Yanduagava, OPU SANNING) seluas § (hma)
hoktar kepada BEDDU WADDU Alias BEDDU MUIS, dimana AND! SAING sangal

meayadmt betul bahwa obyek penjualan timah yang dimaksud tidak lermasvk tanah
silik OPU PATT Alias ANDI RATUA ; v cvarraansenenssrvssmsessnsansssnsns v bss os sesmesnnansrs

- Pada tehus 1978, BEDDU WADDI Alias BEDDU MUIS Alins AMBE RAKMATIAH

mengajukan gugatan kepads ANDI WARRY terhadap obyek tanah milik OPU PATI
Aligs ANDI RARA. namun BEDDU WADD] Alias BEDDU MUHS Alias AMBE
RAHMATIAHN tidak pernah memenubi panggilan Ketua pengaditan Meger Palepo,
sehingga lerbit surat Retoa Pengadilan Negeri Palope No. 4847I/PDT/A9IR/PLP
tertanggal & April 1978 yang ditujukan kepada Fepalz Kecomstan Belopa (Tembusan
kepada AND! WARRI) aimana inlinya mengakul bahwa ANDI WARRY mesupakan

Laste Besitter {berkadudukan terakhir) atas tonak tersebut. Selanjutnya ditkuti dengan

‘tert;}tny:i Sural Komandan Sekior Kepolisian 1831-04 Bajo No. B/3Y/V/78Mes

. Tértdngnal 4 Mei 1978 yang ditujuban kepsda Kepala Desa Cilallang, dimana iatinya

mseinerinthin kepada AMBE RAHMATI AL catuk melskukan gugatan ke Fengaditan

Megeri Puiopo dan jangsn menghalangi ANDL WARRU melakukan  altifites

14.

1%

plnbangunan di obyek tanal tersebul sesuni dengan hukum yang berlaka | —vmren e caeee

. Pada {ahon 1988, bertempdd di Rantor Kecamatan Bajo, Wakil Camat Bajs (M. ASAAT

ALTIDRUS) memiasitilasi pertemuan vaug bersife kekeluargaon witare pihak ANDI
WARRU dan AR SABIR dengan pilisk AMBE BAHMATIAH dan ANDI SAING
ymng dikadiri juga oleh M. JUFRI {Kepala Desn Cilallang). Dalar perizmuen tersebut
muasing-masivg pihak dimintas keterangan yang pada ekhirnya dipotuskan bahwa semua
pthak mengokoi dan memabaui kalas obyek tnmah yang menjadi seagketa lersebut

adnlsh hak niiik ANDI WARRU yang saianjotnyasegala persealan dianggap selesal ; -

. Badiwwa setiop fnhus kingga sekarang ini, kami selalo melakukan kewajiban pembayeren

Paiek Bumi don Bangunan (PBB) atas obyek taneh tersebul | - nom

Dalam rentang wakio bertkutnyatidak pernab Togs ada gugatan hingga munal gugaan
kembali ke Pangadilan Negert Palopo yang disjukan oish H, BEDDU WADDI Alias H.
BEDDU MUIS terhadap ANDI WARRU dan AR, SABIR pzda lahun 2005 ; <o onemonm
Dengan cemikoan dapat dibuktikan behwa spa yang telal diuraikan oleh B, BEDDU
WADDI Alias H. BEDDU MUIS melalui Xussz Hukemnys BAHARUDDIN
BADARYU, SHMH dkk adalah tidak bewar dan hanya merupskan rekasyssa dan
pemnutarbalikan falda yang didusan oleh st ketamaken dan nalse manssia, semoga
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Aljeh Suohanatra Wain'alg mengkorunisken kesaderun kepads orang-orang yang tamak
L) weww s memnm o b e £tk € € e e S £ £ e £ £ -
Berdasackan uinn fulte dan hubnn (erasbut dintes, mokn. adslah eangat wijor jika
Ketva Pengadilun Negeri Palope Cq. Mujells Hekim Pengadilen Negern Palope
berkesan menegakkan keadilan dou kebijakas untuk memutuskan sebagal berikul -

1. Membatalkan gugntnn Penggupal secorn Ressluruhannya ) . -

2. Menysiakan bahwa Demi Hukum dan Keadilan wenjatuhksa ketetapan hukum
hohwa obyek sengheta vang sokarang ird dalzm psnguasasn kami adalah hak Milik

FUTIELL 7 o vt s e s s e e

- e e e e

1. Membebankan seluh biaya yang timbul dalam perkars jni kepada Penggugal,
secara fanggung resteng pada semua tinglkal peradilan | - - o= v -
SUBSIDAIR ; «-vme s

ey

o

Jika Ketea Pengadiloan Negeri Palepe Cq. Majelie Hakim berpendapat Ialn mobon
putusarn seadil-adilaya ; -~ o

TP P T b S B B e i B i A Bk

Menimbang, bshwe ples guguian Pompgugel fersebul, Turut Tergugat teieh

mengajukan jawsbannya tertangesl 1 Seplember 2005 dengas mengepukakan bal-hal

sebagal berikut ; -~ . —

1. pada tebnn 1520-1921 orang tuz kumi yang bernama QPU SANNING membuka izhan

perikebunan atay persawaben disebelah baral julan raya yaag lerelmiys farmg febih 75
meter dari jsien reya Tegasrya lokesi tanuh yang dis buke fergebut leteknya dibelakang
vbyek sengkets yang dipersengketekun sast ini | -
Bahwa ishan yang dibuka sleh orang tua knemi farscbut adalab hastl ketjanyn sepddie ; ----

. Adapun kedudukan steu stanw tangh yeng dipetsinspkan saat inf adalsh buken bagisn dari

sawah / kebus yang dibuka eleh orang fua kami tervebut dialas, mefainkan dari hasil

proses jual beli yaog dibeli olek orang twa kami {OPU SANNINGY dari nepek ANTA
pactn tehun 1924 3 e s

- 0 e s 30 o 3 M 2 e e e

. Buhwa distas temph yang dibelf oleh orang tus kami duei pensk ANDA terselnn,

kemudian didirikan rumzh panggung basar vang difempatinya hinggs tshun 1041 § e

Pada takun 1942, orung tua kami pindah kesebelsh Barst pada jalus raya kurang lebib
200 meter dikebun kelapanys | «ommme

-— =

Puda gaat luloh rusmeh penggung besar tersebid (brkan tanahinga) dijual i-:epada orang
Belops bernnma MANNACU | vemens

. Padaishun 1250, erang tus kamd (CPU SANNIHG) membagikan tanabinys kepada anak-

anakaya Dan sslah salv bagies yang dibagi pada waldu itu adalah tanah porumahan yang
kint menjedi obyek senghets, diberikyu kepada AN MIRA (yang jugz adalsh adik
kandung Turut Tecgugat) ; ~-vm—n m——n
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Pada tabim 1964, ebyek senglesta tersebui dijun) oleh ANDE MIRA kepadn Penggug
Materi} (H. BEDDU WADDI Alias B, BEDDU MUIS AliasAMBE RAHMATIAHY , -

cSebelum derjadinys transakst juand beli pada tahun lessebul dialas, memang benar

Tergngat T (yong inga adalsh sepupu sala kali dengan ANDI MIRA dan jugs Tunst
Tergugat}, datang kepada ANDI MIRA uniuk mencltap sementwra wakiu dialas tanah
obyek sengkela, berhubung pada wakfu ity Tergugat 1 mengaiami kesultan bedempd
tnggal di Desa Clollang | arcvemem o cresrmasssiin s mumtn st rees o s o e we s v x w3 e e
Baliwa memang pada wakly o dak ada rasn kekhiwadican kalaw dibelabuig han
Tesgugal ! akan melakekan perbuatan meluwan hukum dengan cara mengnkyi fandh
ortng Jain 30028 HERAEA | vassowcsesimvnes e D S S W .
Sepanjang pengelahuan Tundt Tergugal, babwa vang memprovokasi nntuk benahan
dilokasl obyel songketn, dan bahkan membapgun nimah dudas tan | e e vsnmeannue
Obeek sengleeta adalal Tergugal 11 dengan sogaia kecongikakannyz sebagai orang vang
turul mienunpang difokas: obyek sengketa fkareua secara Kebetulan ia memperistnkan

ik kanduny Tergugd Tyang bernama OPU LANNAJ ; wvmsrvimsmromemme e

10, Oleh karens Torgupal 1f dan OPU LAWNA tiduk mrempunyai tempal finggal, maka

11,

aereka ikt nrenumpang atan thol bertempnd tinggal sama Tergugat 1 yang iebih duly
tinggal sewentara diatns {anoh ebyek senghkeln Namus pada akhimyz Tergugat I
mengkomplain kalan obyek sengheta tersebul adnloh miitk merduanya j-ws e vovemrmeaees
Seharusoya Tergogat H, sebapgd orang pendalang dadam nuapun Relvarga Tergugat 1
dass tidak wengetohni asal use! tanch obyek sengkels, Lidik seenabaya membangun
rumah dilolosi tersebul. Totapl karewa Tergugal 1 yang pada wakiu ilu menpabal

sebagat Kormmil yang bergelar Tentarn, seendicnya saja mongintimidas dag menakul-
BalUtl PARYAL ; -orn e e o o i o i 2 s

Menimbang, buhwa selanjutnya Pengguigal felah puia mengagiukan rephk tetangeat

22 September 2008, kemudian Tergogat  dan 11 telah mengayukan duphk tertanggat 3
Dktober 2005, sedanghan Turut Terguget fiduk mengajukan Qupiil | cmeommmarns i

- Menunbang, bahwa atss kesepakadan pilink Penggugal, Tergugat I dan 11 serta Turut
ergngal maka Majelis tslah pula melakukan pemnerikeann setempat pada tanggal 13
Yeteber 2005 yang hasilinya sebagaimana terlampir dalam berkas pedeara ind | —vveemeeromnan
e Menimbang, babwa untuk membulktiken dalil-dalil gugatannys, maka Penggugal

‘Tah mengajukan buktl surat berupa : - e mesvome s amemsm -

Foto copy Surat Perdjendiian, diberi tanda P.1; - - S —
Foto copy Surat Penyaksian terinaggal 23 Apri} 1978, dibeni tanda P2 wemvvmvmsmarans
Foto copy sural yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Pajopo tertanggel 30
April 1978 yang dibuat oleh 8.0, RIFR: selaka Kepaly Desa Cilallang diberi tanda .3,
Foto copy tenda terima aang pembayaran Pajek Ipeda tahun 1977, dibert tanda P4, -
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e Babwes temua foto copy bukii sarat tersebul di atas telah seswai asiinya dan telah
puls dibert malernt secukupaya | ceememma - oo i e i v i 2 e o =

- Menimbang, bohwa ustuk membukCknn datil-dalit bantahannya, mokes Tergugst 1
dan I tefah menguiokan buldi surel berupa [ - cormomersm v s e

1. Foto copy Daflar Kolerungan Obyek unluk ketetapan PBE Pedesaan fertanggal 24
Januari 2002, dibert tanda T} | vemvemvmcc i ammnie o iaes -

2. Foto copy Sorat Pemberitahnan Pajak Terhutang PBB tahun 1986, diben tanda T.2 | -
3. Yolo ¢opy Sural Pomberitabuan Pajok Terbutang PBB tehun 2005 dan tahum 2004,

diberi tonds T.3 -, - . e s ma -
4. Foto copy Surat Kelerangas tertanggal 26 Mei 1975, diberi tands T4 § corremmsmmsmnmnee

3. Folo vopy surat yang ditajvkan kepada Andi Warmmu Ops Rawe tertanggal 1 Desember
1998, dibert tanda 1.5 3 .‘

6, Folo gopy eurat yang ditnjulen kepode Kepalz Kesamatan Bajo terfangeal § Apri
1978, dibert tanda T.6 § ~a-mm —— ol

7. Folo copy mmel yang dituiulens kepads Kepa's Desa Cilallang terfangeal 4 Mei 1878,
diberi tanda T.7 |

o —

Wotan M s

‘;:fa: “?ﬁtq copy swrat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Megsri Palopo (ertanggal §

!

#

s

'A:'-‘_:Deée;'nb?e_r 1998, dibers tarida T 8y ==« vmeumovms s sty cire = e emisn s

9. TFeto c%spy surel yang ditujukan kepada Camat Belops, ier:an@ 5 April 1978, diberi
tandas T8 e

IS 19, qug:cci;g Surst Keferangsn tertangge! 18 Oktober 2003, diber tanda T30 | vemwenimmimmin

11. Poto copy Sural Pernyatann terianggal 735 November 2005, diberi tanda T.11 ; wammamiman v

wesne  Bahwa semus foto copy bukit surat tersebut di afas telsh sesuni mslinva dan telsh
pula diberi materal secukupayd | waemee— Lor

wesn  Menimbang, bahwa sementarz Turut Torgugat folsh pula meagaiukan bukl surat
besupa s -~ S S .
1. Fote copy Surat Pernyatuas tertungzal 5 November 2005, diber tandnTT.1 | ~-rrommmens
Z. Folo copy Suraf Persyataan tedanggal 30 Oktober 2005, diberd tanda TT.2 5 -~-ee v
3, Felo copy Swraf Pernyatans tertanggal 7 November 2003, diberi tinda TT.3 | wovemmesnae
4, Folo copy Surat Pernyatann fertanggal 20 Oktober 2005, diberi tanda YT 4 | vemevmvmnme
3
&

., Foto copy Surat Peroyataan tertanggal 17 Okiober 2045, diberi anda T35 ; ---mvmrmm-
. Fote copy Surat Perayntann tertanggal 17 Qidober 2005, diberi tunda TT.6 ; -v-womamsnms
~-w  PBahwa semua foto copy bukti surat toruebut di pias felah sesusi selinys dan felah
puta diberi maleral seculupipa ; »rm- e e -

o= Meousbang, bebwa selenjuteva Penggugat telsh puls mengajukan 3 (tiga) ormng
saksi di persidangan yang di bawsh enmpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai
berikut 1 - - R
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- Nualiwa sskst talm yang disengketahan nitar Penggegat dengan para Tergugal adalah

ianab don romah yang terdelak i Fetershan Cilalfang, Kecamatan Kumaore,

Fabupaien Lewu .

M T I A L N T R A T R H A T W T W A T X R W m T e e T

- Bahwa sakat lihad Tasod tersebul yang Jussayn & 60 Meler, sementara batas-badasnya
adalah Uises dongan romab Almarhon Nanoung yang dikiasai anakaya, Timor
deagas pulan raya Propinst, selatan dengms Bengkel, Barst dengen samwali ) <eeevarcoses

« Dahwn yang kuasai tanah sesgkela srkanng adalsh Andi Warrg (Tergugst 1) bersmna
kelunrgaiya, suksi tidak fahm npa sebabnya Andi Warna lingzal di tanzh sengketa ] -

- Baliaa penilik taenh sengketa torsebut adatuh Opu Sanstng dan anzkrya Opu Sanning
bernams A Mira menjunl kepada Bedida Mais {Pengpugat), tefapt saksi idak tahs

i”?f“di?% h:u-ga fmg}; tarashil N Y A Rt K1 8 e .

+ Bahwa saks tidak melihat pembelinn tmah sengheta tersebul, tetapt smbm tahu karena
gada tnhun 1980-an Beddis bilang bahes din bely dan A Mira |

Bt o W 5430 e s g b o . T e o WM e

- Bahvam sebeluminya tannk tersebut tidak pernah diseagketakan sehingge Beddn Muis
mat boli, sakw fidak tahy seiak kapon Andi Warra linggal < fanah senglela ] - —emeneee

Buhsen jrrakt rumah goksi dengan (ana)) sengketa adalah & 1 (satu) Km ., saksi lih
tacah sengketa setelah tabun 1970-an dan sudal ada mumahnya Andi Warrs diaipsnya

L

dnn Hn'gg:zi disity bervama koluvarganyn sampa sekarang dan lidak pemah pindah- :
pindah

A B i RO e Tk e B e it bl b, WK S i i S e s e A b it e m A

Bahven Opu Smming pernah linggal di tunah senghketa dav ada romahnys besar pada
gekitar tabi 1930nan 1 ==ermnremmn s e eien

- Bahwa Opu Sanning adalab bapok dart Opu Mira, dan satelah Opu Sanning sudah

meninggal lanah sengketn dikuasal Opy Mira;

- Bahwa selelah Beddn Muis membeli tanab sengkela, diatidak pernoh tmggal di tanah
sengketa karena ada Opu Rawe tinggal di tansh sengkeld torsebut |

Bohowa Turet Tergugat pernah finggal i tanah sengketa wakty Opu Smning masih

hldup 50 5 T M P W e o e

Bahws Sabir (Tergugat 1) adalab suaminya ansknya Andi Warru, sementara Opu
Sanntng mempunyal 8 (delapan] orang diantaranys adalah A, Mira dan Cpy Saing | -

- Babwa sakei tidak tahu apakah tanash seagkela tersebul ala sarat-guratnyn ) e -ecwvmecae
- Bohwa seksi tidak tzhu darl mana Opu Sarning perolzh lanah tersebut | wmemwuvena—ne

- Buhwa Opo Sanning yang bangun rumah diatas tanah sengkela, saksi lahu karens bigsa

orang tua sokst yang banfu | coressensianns

- -

' aee—  Bzhwa alas keterangan sakel lersebut diafns, Penggugal dan Turut Tergugat
menyalakan benar, sedangkan Tergugat | dan 11 menystakan skan difanggapt dalem

kesimpulan ; —-aweomnrrecsonen s e
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Balrws saksi kenal Gpu Sonning vang inempunya enzk 8 {delapan} orang antara inin
Andi Mirn, Andi Rahmodo, Opu Saing dan Andl Unga | ~cewermuwmnm s s oot o o e me
Bubwvn wakig terjadi juzl bel ssdore Andi Mira dengan Beddu Mute (Penggugat), saksi
tidak lihat tolapl haoya dengar dart orang Danyak | ssevscomancwmes s s s m e
Bohwa saloho cakel yong membangun rumab diatas anah sengkets sdalabl Sobir
{Tergugat 1) pekiter tahun 1970wan | eenvmovmann - -

Pabwa sakei tidak fahu apaksh Opu Saing tahe wakiu Acdi Mirg monjual tanah
sengkels | -uee o .

Bahwa seiclah Penggugal beli tanah sengheta iersebut parmab dic kerin den tanam
pisaag, tetapi dia tidak membangun rImal | v reeme - e e s s e
Babwa Pengguest lama mengenjgkan tanah seagkeis tersebut dan dia berhenit
mengerjakan kareaa pieangrya ditebang oleh Sabri, zaksi tidak tzbu sebabaya Sabr
menebang polinn pigang vang SRasam Pengpugal | - - memim s snn e s et +

Balvve sekei fihat Nonsk Anda mengoriakan laneh sengkela Rarens wilest tinggul delat
tanah sengketa, jurgl antara rurssh gake, dengan tanah sengketa seititar 100 meter 3 -wwe
Babwa suksi tidak pemsh verteroy dengan Nenek Anda fetap) saksi bertemu anaknya

yang kerjakan tameh sengiela bormmaa Ambe Mulshy selelah Ambe Mutaha

meninpesl vang Keriskan tansh senpheta adejsh Opo Senning | - i
Baobws tansh yang dikerjukan Opn Ssaning sdalsh taash yang ditempati Sabir baopun
ywmads ; DO SO ... S ... ... O ..

Buhoo gaket kepal dengan Opu Laaea, dis tageal distes tansh sengkeln | --awms —suoans -
Babwes Qpu Senning punya tanak lein selaim tangh sengleta didekat tannh sengkets dan
di daerah Leawa, Opu Sanniag berikan tanah sengkels terssbut kepada Andt Mira,
sakel tahu dari sauderanya Andi Mire yang namacya saksi lupa babva tanah senglota
tersebul sudnh diberikan kepada Andi Mire den bukan Opu Saing yang diberikan, ada

bagiaonys Opu Ssing dideket tansh sengkets tergebut § —-vvem smmem e e e
Bahwa Sabir membangun rumsh diatay fanah ;engketa, mash ada namahnys Andi
Mirn dialng tanah senghela tergebut § vvv - -

RBahwa wakiu Sabir bangun remah disseg tanab sengketa tersebyt ditegur sleb Andi
Rira, sakyi Hdak peynah lihet seadird, tetepi Andi Mira selaiy ke remah seksi dan Andi
Mire bilang bulwa diz menegur Sebir untuk membongun rumeh diatas Tensh

Senghkels; - e - o -
Bahwa saksi iidak tahn zpakah tanah sengketa tersebul 2ada surat-suratnya | ~-owesmow- -
Bahws Andi Mirn menjual tansh sengiets kepada Penggugat karenz memang dia
punya fanah yang diperofeh Andi Mira diri Qpu Sanaing ; ——
Babwa pakei tidak tabu ape sebabnya para Tergugat tinggal & tanah senghota ) mee-- —
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- Bahwa benar Andi Mira menjeal targah sengketa kepada Penggugat sekitar tabun 1962,
« Balnwa saksi biasn dengar kalnn fanah seagketd {ersebut dipersoalkan di Kantor Desa
tetopi saksi tidak (hu Rusiloyn | omeme o vom s e o o o e
- Datews saksi ithal fanali genghoin, soksi baggal di Ciallang sejek iahir dan saksi kenal
Nenok Anda yang mempunyai anak beroama Ambe Mulaha | coemvmemsmcumsmccimon -
- Bahwa lanzh sengkeln sdaleh tanahnya Gpu Seaning yang diperoleh dan Nenek Anda,

din {idak pemah tinggal di tansh senghsta totapi Nenck Anda pernah kerjskan wwaak
BORRIUOLR | oo o o s o W 4 s i =

w - e

- Behwa saksi tidak tahu spakah tsnuh sengketa pernah diperkargkan sebelumnyn
- Bahwa yang tinggal di tanah senghela pada tahun 1920-an adaleh Opu Sanning, tidak

wwwwww

adarumah di tanah sengkeia selian ramahnya Opuo Sanning, tidak ada saudarenya Opy

Sanning yang membaniu mengerjakan lanah senghketa, saksi biass tioggal dirumahoya
Opu Sanning dan biasa membarionya ; - e

w e b e e

Bahwa atas keferzngan saksi tersebut diatas, Penggugal dan Tuwrvi Tergugat
meonyatakan benar, sedmnghan Torgugst § dan 11 meayalakes skan ditanggapi dalam
kzs?mpuian;
3. Saksi PISA ;

- Bazhwa yang menguasai tunal sengkela adalsh Sabir dan sda ramaheys distas tanab
sengketa ; v o

i Wi s it

I W iz e S v

Bahwa saksi fidek tahu duri mana Sebic perolak tansh seaghete tersebut, sebelunt Sebir

. Jmenguasai tanah senghkota, yang kunsal sdalat And: Mira yang perolsh tanah sengketa
.. ‘dari OpuSanmug,

Bahwa Opu Senning perofeh tanah sengketa tersebut kerena beli dari Nenck Anda,
tanah séngketa diperoleh Nonek Anda kareva dia buka sendii §
Babwa saksi tidak pernsh lihe! Negsk Anda mengerjzkan tancsh senghkely, totupt sukei
1ihat Opu Sanning kerjeken tansh sengketn] -~ .
Behwe tansh yang dilernpati Sobir ituinh tanshoys Opu Sanmng saksi tidsk =hy
kapan Sabir membangan rumah diatus tansh sengkets ;

Bahewa jarnk anters rumal ssksi dengan tansh seogkets adalul selater § (enam) rumsah
dari tanah senghein |

-

Bahwa banyak tanahnya Opu Sanning relain tanab sengkets, Opu Sanning bersagdara
skl sudah lupa dan snkst kenal hagya Opu Pati mertuanys Sabir § «veswmma mems e es»
Bshwa Opu Sanning mempunyai anak 8 {delapan) orang, sudah meninggal 3 (tiga)
orang dan yang masib hidup adalzh Opu Saing (Turat Tergugat), Opu Guna, Opu

Tashm, Opu Nari dan Opu Unga ;- .
- Bahwa tidak ad orang lain yang tempati tansh sengkela gelgin Sabir, Opu Levang
adalah interinya Sabir | +--r-wwrermemn -

\
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- Bahwa saksi kenal dengan Andi Warre dan dia tingsl df Rampung Bar, Andi Warry
pernal finggal di {anah sengketa kemudizn dutang istrinys Sebir 41 tanab senghkela,
Sabir adalah fpne dirt Apdi WarY L eerms s smmamaram s s vy ramgm e s -

- Bahwa Sabir membangon rumsh &1 {anali sengkela, ada ramahoya Asdi Warru disins
tanah sengketa fevsebut, selelnh Sabie bangun romah di tanah sengkein, Andy Warm
Tidek tinpeal dusitu, dia Hoggal diramah anakeva di Kampung Bary | sosemcemvcinnicanas

+ Dahwa sekarang tidak nda remshnys Andi Wene & tanah sengketa; <ommememmvvcasaiecenn

- Babus wak(u Saelsir bangun ramah d tanak sengkela, ditegur oleh Pengaugat | vevmmmcem

- Buliwn saksi tahu tansh yang disengkelokan terielak di Kelurahan Clallang, Kecamatan
Foanoare, Rabupaten Lawes, locs fanudy senghketa tidak tahe, telap: batas-buiaceya
adaloh Utwsn Pattana Uga, Tinwe joban roye, sebdan sawabnya Opu Sasning, Seltan
S3KSE HIRK B § e b st et b = e b e

- Bahwa salisi tahu kalse innah seaghein dileal Andl Mira kepada Penguugat karens

Andy Mirs datang dinonal sakst menpainkms bohiwa tanah senghela dilual kepada
Ponggugal | s mwnmerrnemeres one -

"o fadiwa Andi Mira pereleh kunah senghota dat Opw Sanming, saka tiha balser Opa
Qg Hnansing smemung sudah bagd ianahnya kepids analinga | e e v e con
- Bnhwa Penggugat cerunh dalang & tanuh sengketn sismbawa biban bangonan beripa -
pasiy dan wakia Ha Sabir juga bonygun ramah di tinah seaghsls ; —vwen—mreomee i -
« Brdywea salesi tidak by sebaboya Penggugat tidek jndi bangun rumah di tanah sengheta
dlan saksi tidak tahu apa scbanys Andi Wiarrg tinggal & tanal) sengketa ] wrmmnmscessan
Bahwa saksi tinggal di Cilallang ssjak tabir, Opn Pati sdalah mertunya Sabir daa Opa
Pati bersundara dengan Gpu Sanning, seksi Hidak ﬁ:emah likat Opu Pati tinggal di tanal
sengketa, yang ditinggal di tansh senghuda adalsh Opu Sanning, tetapt sulest hdnk Bhat

Oipar Sanning bangan runah di tanah sengheta ) oo cvne s

o e

- Balwa saksi biasa tngeal di rumah Ope Sanning wakte dimaral sams orang fus, Haak
ada nsmah di{anah sengkelaselan rumabsiva Opa Sanning | seeseeees e

R e

Bahwa atas keterangan saks fersebul dialas, Penggugal dan Turut Terguga
menyatakan benar, zedangkan Tergugat | dan [¥ menyaakan tidak benar e
~~~~~ Menimbang, bahwe entuk membuktikan dalil bantahaanya, Tergugat { dan 11 teluh
miengajukan 2 {dua) orang selest yaog & bawal sumpah telah menerangkean pada pokeknya
sebagal bariliut | —-scseemmncnn s e s
1. Sakgt MALAHER ANG -

- Bsuhwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah
tanzh yang terletak di Tabbais, Kelurahan Cilaliang, Kecamatan Kamanre, Kabupaien
Z‘ﬁ% ; wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww —— "o

» .

- -
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- ke Lanah sengheta tersebul ada romchnyay, Teas taaal seogheta ferselal 49 {empr
palub) Are yang balasbatasnya adidab Tinnor desgan julan raya, Utass dengan
Melosm/Ambo Ewa, Selatan dengan Muntaha, Darad dengan Opn Saing, -reemmeomemmee -
Hatiwn yang kossai tansh seaghela ndalah Andi Warmu karena sejak duda Opu Pati
forang Do Andi Waer) finggal di tanali sengkeln | seeemmsarrrrmerasrenrviecrennvinunre e

- Bahwa saket kensd dengan Opu Saing dan orang luanya bernama Opu Sanning | ----ee

- Bahwa salisi tdak pernal mclihad Opu Sonning linggal di tanab senghela; —-evecveamenes

« Bahwn gwak antaen vumsh saksi dengan tonal senghkela 2 50 {iima puluh) meter; oven

- Dahws suksi kensd Opse Mirs, sake tidak pernah mengetabu: kalau Opu Mira punya
tanah di {anah sngReIg | ceemmi s i st e e e e e e ¢ e s

- Bahwa suksi kenal Opy Lasna yaiu adiknpa Andi Wann, hobongan Opu Lanpa
dengan Opu saing adalah sepopt sofu Ball | s ccmimem e e vt v s e -
Dalrem subsl tidel pernnd melihsf orang Wi Opu Saing bangun rumah &8 fansh

ﬁi’ﬁgkefﬁii ..........................................

-~ Dahsws Andi Miro perimah minta tanah sengketn kepada Andi Warrs untuk ditempati

. mmab"pw&nig sukst tuhy karena tinggal didelat tanah seagketa den dibent tahy And:
© Warry, sakst Gdak pervah mentagoathkan kanpung | samemmmemr

- Babwea tanah tidak permal diseagkstaksn sedelumnya, saksr pemal mengungst dan

setetah kembali dan pengungsian yang tinggal i lanah seagketa adelah Andi Warnn | -

» Badpwa Opo Sanntng pesiya tannh disebelal biral tanab sengheta | moee e nennrmnsvmssnsn
- Bahwa benar Opu Pati berikan tanah kepada anskaya bemama Andi Warni, yang

bangun rumab di tanzh sengketa adalsh Andi Warns, dulu basgua rumab pondok

kemudian Sabir bangun rumab balu don sama-syma Andi Warru tinggal & tansh
sengheta - b e 2 8 m d m i m e o

s

- Bahwa Andi Mira mempunyal anak, saksi lidak pernsh dengar kalau Andi Mira
menjual tanah sengkets, tanah yang dijual Andt Mira bukan tanah sengketa, saksi tidak
pernch dengne Andi Mirs persealian tanal sengheta | - rT T

-a

- Basrwva tidak pernsh ada erang yvang datang melarang para Tesgugat untuk membangun

risrgh 41 Fanah vengkeln, vang bayar pajaic (annh sengketa adalah Sabir | - cevmev vorn

- Bahwa saker tinggal di dekst tonah sengheln waktn keluar dari kekacanan, yaog

pertama kall tinggel & tanah sengkets wakty helum dori kelcacavan adalah Andi Rave,

- Batwa Opu Pall memang tinggal i tanah senghets, wakia rumah balu dibangon Opa

Prats sudah 16 0RIAgRAl | - e et e
. Bolovn saksl Udsk pernsh denpar tannh esugheta dibicorakan & Desa alaw & Cama,
suksi tidak pernsk dengar tanah sengketa dijual oleh Andi Mira kepsda Penggugal | -
- DBulrwa yang pertwna meadirikan pondok & tanzh sengketa adaleh Andh Wamit | ~eeenr
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- Buobwa gabisi tahe pemilik tanali edalah Opu Pali karenn siksi Bhar sendin sejzk dulu
tinggal di tanah senghkets dan dia bayar pajek | -----— ¢ 2 -

=« Dalwe atas keterangnn sakai torsebut distas, Tergugnt T dan 11 menyaiakan bener,
Turwt Tergugal menyatakan tidak benar, sedunghkan Penggugat menyatakas skan ditang napi
dalatn KOSHOERIUL | srmrr o s e s i a1 i 1 e A s S 0

2. Snksi YAMIN D, POLAPA

- Bahwa yang disengketakan anlam Penggugal dengas para Tergugal sdajsh masadzh

tanal: yang teriotak di Tabbajy, Kelurshan Qilallang, Rocammtan Kamaore, Kabupaten
FABNUL S cwnes o A BT o . 5t W 4 s e 9 00 e it

- Bahwa tanalh sengkela tersebut ada banguoan, luss tanah ssngkela terzebat 39 (dua
putoh gembilan) Are yong balas-batasnyn sdalah Utsrs dengas Swinuddin, Thme
dengan jalan raya, Selntun dengan Jaradena, Baral depgan sswahnys Opu
Saing/Ambe Rahimalia (Penggugaf) ; -+

W

- Bahwa yang inenguasai tanah sengketa adaleh Andi Warru (Tergugat 1), yang tinggal

di tanah sengketa adaish Sebir (Torgugat [) | -~ - 0 .
~ Bahws And) Rawe peroich lanah senghketa fersebut dari orang tuanys, tapi vaksi tidak
i Siaps BAMA OFang fuanYa ; - Wb, LR .

- Bahwa serak judt kepala desa puds twhun 1986 yang tinggal &1 tanah seagketa adalsh

% , Andi Rawe, ssbelum tahun 1986 salsi tiaak tahu siapa yang kuasai tanah sengketd ; -

- Bahws saksi pemnah mempertzmaukan snisen Opu Ssing dengan keluarganys dari

Marecs untuk beli tansh sengketa tapi tdsk jadi dibeli kerena orang tersebut bijang
‘tanahnya saya punya keluscgn | -reseme e

Babws yuing bnggal sekarang di ionab senghets adaleh Opu Lanna ;-

- Bahwa waksi tidak hu asal esul tansh senghkety tersebut ;

- Bahwa Andi Mira fidak pernab baogun rumak di tanah seagketa, waktu saksi jadi
kepala desn Opu Mira masth bidup ; ~- ol o

- Buhwe sejsk sekui jadi kepals desa, fiduk =da orang yang keberstan wmtas Tansh
Sangkela; -- - .

- Bulswa tanak seagkeis ada surat pajaknys, yeng bayar pajuk tepah sengkets ndatsh Opu
Rawy,; v - pitn

- Bahwa bukaen Ogpu Mira yvang menjual aash sengheta tersebut, sakst tidak pemah
mendengar bahwe Opu Mirs menjual fanah sengheta ) S

- Bahwa yang menival fonah sengketn adalsh Opu Sess
- Buhwa Camat duz kali mengeluarkan surst mengens taual senghels, surst vang

4
pertarna adalah Jarangan untuk mewbangon di tamah sengketn dan surat yang keduz
adaleh penjelasen untuk penyelesaian mengenai tanah sengketa ; -
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» Dalrwa menurul suent dart Camet vang teraidur Gnggal di tangls seagketa odalzh Andi
TRBIWR | wwmomen e s et e o & e ez s e

- -

- Baohwa periemuan i Comal mengennd tunah senghetn tersebut adaish tahun 1999

2000, yang mengeluarkan swrat meagenal tanah sengkeln adalah Camal Answ
Pandaka | »ommvmemmnmt o o . e i - e e

- Bshwa yang hadir wekiu tannh senghketn dibicaraken di Camst edalah Opu Mira dan
yang lainnya ssksi lupa, yang dibicarykan adalsh wakiv periemuan di Camat adalah

masalah lonsh ssngketa dan puk Canat tolapkan tzash soagkela istap milik Andi
Rowe, eoemn - s s .

K B s g s e e

« Bahwa sebelum sekat jadi iepals dess, yoksi tinggal di Cilallang -
wae-  Bahwz stas kelorangan saksi tervebud dialas, Tergngat | dan il menyatakan benar,

Turat Tergugal menyatakas benwr, sedangkun Penpgugal menyatakan skan dfitengpapi
datam kesimgpulan ;- - =

W W i

-ee  Menimbang, tahwa Taut Tergugat poia telah mengaiskan 2 (dua) orang saksi vang

di bawoh sumpzh teleh monerangken pada pokobmya ssbagai berikul : r—rwumor e comimre
1. Seksi . MADDY :

- Bahwa vang tisggal sekarang i tonah sangokta adalal Opu Rawe, sakst idak tahu dart

mazna Opu Rawe peroleh tanah sengketa tersabut | voeow e s e e

- Bahwa yang bangun rumah di tanab sengketa adalah Opu Rews, saksi tidak tghm

spekah Opu Suaning menjual tanah sengketa tergebut § oo e e :

2, - Bahwa saksi tidak spa eebabnye Opu Rawe unggal di tanah sengkets tersebut, Opu
Rawe tinga! di tanah senghela sudah lama yaity = 20 (dua puluh) tahug | -----revvem—ans
» Bahwa seksi fidak punyn tansh di dekaf lassh senghkele, jarsk sntare rumeh snksi

dengan taniah sengkela & 106 meter | wwaswsc—sae - e

- Bahwa sakei tinggal di Cilallaag seiak lahir, esksi pernah tinggalkan Cilsllang waktu
gerombolon, setelah gerombolan saksi kerubeti ke Cilallang ; - o e
- Bahwa getelah gerombelan Andi Mirs vang tinggal di {anah sengketa | ~«oas—ecrwmmae e

- Bahwa rumeh Andi Mirz dibakar ssbelur masuk hulan ;

- Bohwa sctelah saksi deri hutan, yang kerjaftempeti tansh gengheta adalsh Andi Mira,
baru Ambe Rahmatia (Penggugst) kemudican Opu Rawe sampai sekarang ; wwese v

~ Bahwa saksi pernab dengar tanzh sengketa dibicarskean & kecamatan wakty Pak Gani
jadi Camat, keputuean Crest wakiu itu adslah Opu Saing yeng puays tanah sengkets )

- Bshwa Opu Sanning punya anak disntoranya Andi Mirs, Opu Saing das Opu Guna,
wiku Qpu Sanning moningzal, tanah songkela diberikan kepada Opv Saing ; =

¢ Babwa saksi tidek peroah denger Andi Mirs menjuzla tansh eenghets, yang menjual
tanah sengketa kepada Ambe Rshoatie adalah Opu Saing, saksi tshu kerena saksi
yang gombala kerbrunys Opu Saing;
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- Bohwusetelah Penggugat beli 1anah sengkela, dia langsung Kerja sausily | cerecmnsvnevns

+ Hadiwn sk dok taba tzhon berapa Opu Mara inecinggal, Opu Mira adalah Makok

- Babwa saksi Ddak 1 pekah Opo Mies dapst Lagian lansh dari orang juanys,

iy Jung ;

B K S A A e A A M M M W o s ek e B A M E R AR EREEAR AL AN EE AR R WA

»»»»»»»

Rahwn yang Loges) dale & bwsh sengketa adalah Opu Sanming, dulu Ope Sanping

bust matukab & tannh gengketa, Opy Sanning menanwn mangga dan gembmia kerban

i Ll RongR I s e et ke s e 4 VR e vy R

Habwa botas sebelah ular tanoh sergketa adaloh Opt Selle | cmeermmrecmmcnsmmnons sunas

- Bahwa Opo Sanasing di tanalr sengketn dibelakang ada rumahnya Andi Mira iapi

dibakar cleh tasara Belanda | s ommene s oo e -

+ A A

Duhva bwaly yasg dijusl Opuw Saing kepadn Penggugal sdaizh mulal dant twsh
sengkety sumpai sawah, saksi tabn hanya dengas 8an 0rang | ~wnsee s s s
Dahvwa sakss tidak kenal Opn Patt | — omoeme e e e v svn s ey v -

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat permah bangun rumzh di tangh sengheta dan

-----

Penggugat anya kerju sawah | o

E A Bk R A T A A W

Bahwa alas keterangan saksi lersebul dintas, Turut Tergugat menyaiakan benar,

Penggugal ada benar dan ada tidak benar, sedang Tergugat 1 dan IT mengatakan akan

ditangeapt dalor kestmpakin , oo mann.

2 Zaksi BAHAR JUNAID -

'

Bahwa yang disenghketakan anfara Penggogaf dengan para Terguge adalal tanah
gamma?xﬁm, sawwal don kebon yang terletak di Kelurazhan Cilaliang, Necamatan

Ka;nézgre‘ RKubapaten Luwn, yang batas-batasaya adelah Timwr dengan jalan rayw

poros Belopa, Selatan dengan Andi Manangarang, Barit depges sawahnya Ops Saing,
Utara sakes Hdalt R0 | - rmmie vt s st

W A W B W Y e e S e e A

Balava romah di tangh sengketa ditempali olelt SAbIE | wesvrvervvenvmrmvsntrm e

Behwa pernilik tanah sengkets tergebet adalah épzs Sanning, sales twhy karena Opu

Sanming youg boka duls, seks: bhat sendid Opu Saniog buka fenah senghetn pada
ERHIT 198G | crmemm s s s 22 miim i m e n e

-

Batiwa setelah Opn Senning menmnggal, tanah sengkeia dkuasat Gpu Salig | vmermanne
Bahwa Opue Sanndog de kali boristn dan istrl keduanya bamama Paelloga, Opu
Sanning punya annk diantaraoya Opu Saing dan Opn G === s s s «son
Badiwa Sabir linggal di tanah sengketa karena waty dia DANRAMIL di Suli, dia
bangon rwnah & tansh sengketa, Sabir bangun rumsh di lanah sengheta karena dia
sangloa tansh seogketa adadah tanah pusakia ] -—--eessemseorerreore s
Bahwa Sabir kawin dengan orang Cilaliang yang bemama Andi Rawe sepupu satu kali
dengan Opy Saing | A At R B R A R
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- Babwa saksi lidek kenal Opu Lanna, sedangkan seks: kenal Andt Mirs yuto sandara
i{gﬁduus (};}1} Swg}g’ e B W e e B 0 —

i ™

- Dahwn tunah sengketa adolab bagiannya Opa Mirs dan dijusl kepada Ambe Rabmalia
(Penggugal), lotanss saksi tidak taln kopan Andi Mirs monjual tapah sepgketa; vesan -

- Babwa pada talsn 1976 tanah sengkofa dibicaakan di Camal antars Opu Saing
dengan Sobir, hnsil pembicarasn di Canwl mengenni tansh sengheta menurut berita
yang saksi denger dari Rshmazy, Opu Saing yang pusntya tanah gengkela | ---vvwmmemmnsas

~ Balwa saksi tidak tehe apakah Opu Saing melarang waltty Sabir bangea rumah ¢
tanak sengkstia ) - . -

u W

~ Bahuwa suksi Hidak tahn beraps harga tanah sengketa fersebut waktu dijuald | --verrermmes

- Bahwa setelah Penggugat boli tanah sungketa, dia tidak forapati, saksi tidak tahu apa
sebabnya Peaggugat tidek lemapat] setelsh diabeli ; o

- Bahwa tidak ada orang yang proles kalay Sabir tinggal di tanah senghkefa | cvseecerne,

- Bahwa sakst Hdak tahu apz sebanya nanti setelab Andi Mire meninggsl ban taaah
senghela dipervoalian | veeemsesmen e e e e -

- Bahwsa yong bangun rumab di faush sengkets adalah Sabir dan Andi Wam,
Penggugat tidak pernah inggal di fansh sengketa | — : e
%\R - Bahwa Andi Mira peroak ke Sengkang sebelam menjual. tanzh sengketa, Opu Mira
yang langsung menjual tamab scngketa kepada Penggugal | - o
- Boliwe gaksl taha kalow Opu Sanning yang puays tanah seogkets karena sokai tagpal
di sekiler tanah wemgheta dun Kerban saksi yang dipaksl votuk mengeriakan fanalh
SENEREA, | mremmme v s e -

W

- Bahwa siksi tidek pernsh melibot surat bukil bahwa tanab sengketa milik Opu
Sanming ; - eos e - :

- Bahwa saks? tzhu kalay Opy Mira punyz bagian tanah dan Opu Sanaicg kerena dengar
dori orang, tamab sengkets dilusl aleh Opu Mirn seteigh pulsng dsrt Senghkang dan
sefelnh dijval, Opu Mira ke Xolaka ;

«--—  Balwa atas kelerangun saksf tersebut diatas, Turut Tergugat menyatukan benar,
Penggugat serta Tergugat § dan I menyalakag aken ditnsggapt dalam kesimpulan § secasres
veem  Menimbang, bahwa Penggugat telsh mengajokan kesimpulsn tertanggsl 12 Jaguari
2006, sermentara Tergugst I dan H wlsh meagajukan kesimpulan tartanggal 12 Janusri
2005, sedangkan Turut Terpoget telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Janurk 20955 -
w=—  Menimbang, bahwa selesjutays Majelis menanyakan kepada pars pihak spaksh
masth akan mengajukan sesuatu lagi namun para pihek menyatelon tidak skan mengajukan
sexuaty Jagi dan mohon putusan ; - -
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----- HNMopimbang, bahwa untuk mempersingkat wraiz pulusan inl, maka segals resusle
vasg tormuat dalam Berita Acara Persidangon (DAP) perkara ind meropakan saftu cesatuan
ving Hidak torpisahkan dengan pulusan Bl & covesemer s s s s e 2 o nan s

TENTANG HUKUMNYA
--m Menimbang, bahwa maksud dan fujuan gugatan Pengeugal adalsh sepedi lersebul

PR P —

cwaves  Menimbang, bahsws Penggugat delam surad gugnlannys pade pokoknyr menyatekan
babnea tansh obyek sengketa vang terletak di Xelurahar Cilaliang, Kecamatan Kamanre,
¥abupaten Luwt adelah tanuh il Andi Mira yang berasal dart Opu Sansing, kemydian
diival oleh Andi Mirg dan dibeli olsh H Beddy Waddi Alias Ambe Rahmatizh (Penggugat)
secarn sah, sehingga penguasaan Andi Warry {Tergugad I) den M. Sabir (Tergugat 11) ates
tanab obyek sengkein adalsh perbualan melawan hukum, sedangken mebaliknye para
Teiguget 1 dan If dalam surat jawabannya pada pokeknya menyatakan balnea tanak obyek
senghketa yang sekarang dalam penguosaan para Tecgugat adalsh milik para Tesgugat 1 dan
I yang beracal dwi Opy Poli, sementara F. Andi Masaing {Torut Tergugat) daiam surat
jawabeanva puda pokoknya membenarkan gugaan Penggugal bahwa fanah obyek sengketa
adaiah nilik Andi Mira yang berassl Jari Opu Sanaing kemudizn dijual oleh Andi Mira dan

— e

‘oee Menimbang, bahwa karera dalil-colil gugatan penggugat dibantah oleb para

Tergugas [ dan B, mzka Penggugatl dibert kesempatan. untok membuktikan dalil-dabil
gugatasnys, setelah ity pars Tergugol 1 duse 1 diberi kesempatan untuk membuktiles dalil-
daiil bantahannyz Hal itu sesual Pusal 283 RLHg /1863 KUHPerdata bahwe barang sispa
yang mengatabea mempunyai suate hak alae mengatakan seswaty perbusta/perisiva
untok meneguhikan haknya aleu untek mewbaotah hak oreng leie horus membuldiban hak
it atmu adanyn perboatan/peristiwa tersebul, dengan kata Isin bohwa sispa yang
mendalilkan sesuaty maka din Rarus membuktikanoya | rees s o it s e e -
- Menimbang, bahws untuk  membuliiken dalil-dalifnyn,  Penggugar  tsiahk
mangatukan 4 (eapat) bokti sural dan 3 {tigs) vrang sakei, sedangkan Tergugal 1 dan 11
felgh mengajukan 11 {schelas) bukli surnt dan 2 {dua} orang saks), sementara Turut
Tergugat iziah mengajukan 6 {(Eamm) bulti surat den 2 (dut) orang sakel | «vesm e —ssenmene
---—  Menimbang, babws sefeiah membacz dag menelili desgan seksama gagalas
Pengpugal serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Majelis
berpendapat bahwa pohok permesalahan dalam perkara ini wdaleh benwkah tanah obyek
sengketa adalah tansh milik Penggugat vang dibell seeara sah dack Andi Mirg | =e-cmmnun e
~-—  Menimbung, bahwa Pengugat dalam posita gugalannys mendalilkan bahwa tanah
shyek sengheta adalal tensh bagianmye Andi Mira dar orasg teamyz bemama Opu
Sanning, yang mana Andi Mir dipsnggil olsh H Aadi Masaing Alias Opu Saing (Turut
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Tergugat/sapdara kandung Andt Rra) untuk mengurus bagiennya, kemudian tanah obyck
seagketa didapatkny Peoggugat melalul vroses jual beli antern Penggugal dengan Andi
Mira {Almarhunmh] pads tabun 1964 eebarga Ry 25.000,- (dua puluh L ribu rupiah),
dimaea sebelum terindinya proses jual beli toreebul, Tergugat 1 diberi izin untuk menctap
diaias tanah obyek sengketa oleh Andi Mira untuk sementara wakdu saja, namun kemudian
Terguga! 11 yang memperistrikan Opu Lanan {adik kandung Tergugal I} turnt secta tinggal

seremall diatas tanah obyek sengketa dan membangun rumahnya secara permanen | «««--- -

----- Monimbang, balwa sesua: leterangan suksi Ponggugat yaily Abbas Saal Bin
Sammang, Buodia dan Piss pads pokokinys mencrangkan bahwn tamh senglets mwalnya
dikerjakan oleh Nensk Anda lalu dibeli sleh Opo Sanning, kemudizn Opu Sanning berikan
tanah obyek sengkets kepada annknya yaity Andi Mira yang lalu menjusloya kepada
Penggugat, selanjutnya para suksi Penggugal menerangkon pula babwa saksi-swksi tidak
tahy apa sebabnyu para Tergugat I dan I menguasal dan membanpun rumah diatas tanah
shvek sengkein tersebut, padahal setshs mercka tanah obyek sengleta adalah milik
Pengzugat yang dibshi dari Andt Mirg, dan ssispivtayve saksi Budis menerangkean pala
bahwa tansh abyek sengketa pernah dipersoalkan 4 Kastor Desg -~ e

. === Menimbang, bahwa keterangan saksi Peoggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan
dskei Turut Tergugat waitu H Madds dan Buhar Djunaid yang padz pokokaya
‘menerangkan bahwa taneh obyek sengketa adalgh milik Andi Mira yang bersal dari Opu-
“Suaning kemudian dijust oleh Andi Mirs kepada B Bedduw/Ambe Ruhmatish, selanjutnyn
para sakii Turot Tergngat menerimgkan bahws saksi tidak thy apa sebebnys Opu Rawe
{Tergugat I} cdan Sabiv (Tergugat I bisa tinggal di tanah obyek sengheta tersebul | vroonnrne

wo Memimbang, bahwa bukfi soral yaits B.1, P2, P.3 dan P4 vang digjukan oleh
Penggngat bersesuwaian dengan keterasgan saksi Penggugat vaity fote copy sural
perdjandjian (P.1) babwa Andi Mira meagake menjual tanah bagiannya dari Opu Sanning
kepade Penggugnt seharga Rp. 25.000,- {dua puluh lima ribu rupinh), lalu foto copy surat
penyaksizn dari mantan Kepale Deosa Cilallang Rahmaz R. {P.2) bakwa berbubung karenn
§zéa tzhun 1967 Andi Warrs {Ops Rawe) pada waldu itu zangst sugah tempat rumahnya
maka Cpu Mirs seluks keluarga terdekat :::zzzka ditempatkanish dislas tanah vang difempati
sekarang dan sejak berlskunya pembayaran Ipeda yang bayar Ipeda adolsh Andi Mira
kemudian pindah kepada Amb Rabmatiah (Penggugat) sesua: daflar Jpeda Mo. F 24, Ialy
foto copy surat dari Kepala Desza 8. Djufii kepuda Kepala Pengadilan Negeri Palopo (P.3}
bahwa peribal sengheta tanzh antars Aodi Werrn dan Andi Mira yang besetter adalah Andi
Mira/Amb, Rahmatizh karena diadah yang eelaly membayar Jpedanya sejak berlaku Ineda
di Wilaysh Kabupaten Luwy dengan bukti dalem Piagam No, F 21 alus nama Beddy Wadd
{Amb.Rahmatiak) atas pengoperan Andi Mira, selanjutnya diperkust %olo copy tanda terima
uang pembayaran pajak Ipeda 1977 (P.4) vlvh Kepala Desa 8. Dijuki; -
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o Nenirbung, babwz purs Tergugat I dan I membamtah dahil-dalil Penggugat
tersebut dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah milik pars Tecgugat 1 das Hvang
Lerssal duri ornag tusnye bernamea CGpu Pali dan Andi Mirs pernah tinggal distos tanoh
suyek songketz hanya kerona diberi izin oleh Tergugat §, yang untuk membuktikan dalilpya
tersebut para Tecgugal I das IY mongajukan 3 {dua) orang saksi yaitn Maldherung dan
Yamsin D. Polapa, namun hanys soksi Malohersng yung menerangkan bahwa taneh obyek
sengketa berasal Opu Fatl (orang tos Tergugat I}, sedanghan saksi Yamis D. Polapa
menerangkan tidak tahn apal usul tanab obyok sengkets, dia hanya tahu porsoalan tanah
seteloh menjobat Kepala Dess pada tehun 1980-0n den Terguget I yang membeywr pajak

Ipeda/PBE-nya kacens para Tuerpugat sebagal last besitter {berkedudukan terakhie} dintas
tamah obyek senglsta tersebul | R

B L L L Trwppp——"

----  Menimbang, bahwn mengensi buirh swral T.1, T.2 dan 1.3 yang diajukan oleh para
Terpugat I dan I bukenlah mercpakan bukéi pemilikon hak afas tanah obyek songketa
nuniun hanya merupakas buktl pembayaras pajek Ipeda/FBE dunl Tergegat | sebagai
besitiser dialas {anah senghkela, semeontars dorl bukti suest T4, T.5, T6, T2, T8 dan T°9
tidak watupuo yang menyatakan bahwa tanah ebyek sengkela sdaleh milik Andi Werry,
malahan membuktikan bahwa sejak tahun 1978 termyals taoah obyek songheta telah
dipersoatkan antara Andi Warry (Tergugat I) welawan Andi Mira den H Beddw/Ambe
Rahmuatiah (Penggugat), schingga ferbit surst satars iadn darl Caommt Belopa, Kepals
Bahagian Perdata Pengudilan Negeri Peiopo, Komandan Seltor Kepolisian Bajo pads
pokoknya bahwa berkaitan kasus antara Andi Werru dengan Andi Mira dan H Beddw/Ambe
Rehmatizh muka diharapkea kedua belah pihak untuk tidak melakukan keginion diatas
tanah sengkets sebelum ade kepuhuwsan darl Pengadilan Negeri Palopo, sedargban
keberudaan Andi Warry diates tansh sengheta hasys sebagai last besitter {berkedudukan
terakhir} yaug 2pabila sds pihak latn yang mocasa berhak atos tansh senghela lersobut maka
dapat mengainkan gugatan di kantor Pengadiian Negeri Falops ¢ e -
wwwwww Menimbmng, bahwa mengenat bokdi T.10 deri Lureh Cilallang hanyz ketorangan
babwa Andi Rawe (Tergugat 1} fidak pernah melalaflan kewajibannys membayar PPB
tanah sengkeia tersebut, sedangkan bukti T.11 baoya kelerangan sepibak yang tidak cukup
luat mendukung bukti-bultl sural lainoys dwri para Tergugal I dan I sehingga patut
éié&sampingk’&zx 5= - am—

weeer  Megimbasg, bshwa berdssarkan urpisn pertimbangen disies maka K Majslis
berkegimpuian bahwa bukii surat 1.} o/ T.11 dan keterangan sakai dari pars Tergugat 1
dan X tiduk culup kuat uatuk membukiikan kebenarsn daiil bantahannya behwa tanah
obyek sengleta adalah milik pars Tergugat 1 dan 11 yang berasal dari Opu Pat, sebalitnya
Hukti surat .1 8’4 P4 dan keternopan esksi dari Peaggugat cukup kual untak membuktikan
kobeparan dalil gugetarmya bahwa tanah obyek sengkets adalah milik Peoggugat yang
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dibeli Penpgugnl secara suh darl Andi Mira yang merupaken tanah bagiasuye dart Opu
Sunaiug, yang nuna dalid gugatan Pengguant lersebit 3elah diskui kebendrannya alch Turyt
Tergugnt, oleh karsng itu petitum Penggugnl pudn point 2 dun 3 horus dikebulkas | voeer -
»»»»» Menimbang, buhwa sesunai keterangan saksi-saksi baik dari Penggugal, para
Tergugat dan Turut Tergugat fernyata bomw tansh obyek sengkets sampal sekarang berads
dabmm peaguasnan pars Tergugst T dan B, meskipun Penggugat telah memperingaikan agar
para Tergugal tidak membanguy rumah secara penuanent dialas lanah sengketa, oleh
karena e Majelis berpendapat buhwa politum Penggugat pada point 4 harue diksbulkas
vaity menyatskan pars Tergugal I dan 11 telah meioknkan perbusinn melawsn hukum,
selidaknya-tidaknys melawan hak Penggugal sebagni pemilik hak atas fansh ohyek

sengheta fersebut sshingga Pengeugat sampal sekarang fslah dirugikan haknya untuk
menguasal dan memanfaatkan tanahaya | aoennmm

- Menimbang, bahwa slch karena telah terbukiil bahwa tanak shyek sengketn adalgh
milik Penggugat, maka Majelis berpendapat balnes petilum Penggugat pada point § arus
diksbulkan, ynitu menysizken segals perbualan hukum atas tenak obyek sengketn dan

_,‘szzg:;i-sm*ai-,__ yang berhubungan dengan tamah lersebu! yang terbit tanpa gepesmpetahuan

L IE

?enggug';i!. ‘e;ﬁaiah fidek sah  dan baizl demi hukum, sefidul-tidaknyva tidek mempunysi
kekuatan htkum yang mengikal |« ==

| e Meninbang, bahwa oleh karena telah tarbukti buhwa tanah obyek sengketa adalah,

mihk Fenggugat, ninka Maielis berpendepat babwa petitums Penggugat pada poist 7 horus
dikabalkan, yaity menghukom parz Tergugat | dun I dan elaw sispa sgz yang menguasai
obyvel sengkets, bail secars sendiri-sendinl maupun bersama-sama uatuk menyerohksn

kembadi obyszk tanah sengketr kepada Penggugat dalam keadaan vtuh dan sempurps tanpa
svaral; ST TN SN ~

P —— i . PP . b . e e e e

-ee Menimbaneg, bahwa mengona funtutan Penggugal zger menghukum pars Yergugat
T Joo T untek sementarn wokiu meaghentikan seluruh kegialan dintas abyel gengketa
sarpil dengan pulusan ini berkekuatan hukess tetap, meskipun ade upaya hukum
perlmsanan, baading dan kasasi, menurnd Penggueatl tidak dapat dikabulken karesz tidak
mensenuhi syerat-syarst yang ditentukan dalzn Pasal 191 Ayat (1) RBg dan/nian SEMA
No. 3 Tahun 2080, yaeg mana bukti swat P.1 o/d P4 1eiah dibantah oleh pars Tergupat I
dan II tontang kebenarannya sehingga putusan ini bare dapat dijalankan selelah mempunyai
kekuatan hukum tetap, oleh korena itu petitum Penggugat pada poind & harug ditolel ; -—--n
- Menimbang, bahwa Pengugal dalam gogatannya memohon agar diletakkan sita
jaminan {conservatoir beslang) atas lavel obyek sengketa dalam perkara ini, menurut
Majelis bahwa fidzk ditemukan adanya slasan yang kuat uatul melakukan penyitaan ates
tanah obyek sengkelz tersebut karena selamw proses persidongan berlangsung tidak
ditemulcun buktl cukup adanys useha dari para Tergugat I dan 1T untek mengalibkan kepada
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pitink-pihak [nim busa¥ obyek cengkets terpebud, c&leh}:a_rena ity petitum Penggugat pads
point § haryg GHolal | -remmcmmm s s e i s e e RS o o o e
----- Mesimbang, balwve gelain it Peaggusst memohon ogar para Tergugat T dan 1)
ditiknm pula membayar vang palma (dwangsom) setisp hart keterlambafan atav falui
dengan liduk mengindabkan toguran atau pufusun yang ada kattannys depgan perkars im,
hal niana menurut Majelis mecupakon tuntutan yrag tidak refevan dan sangal berlebihan,
mengingat apobila potusan ini teleh berkekwaias hukum tetap maka Penggugal dapat
mongwjukan pormohonan eksokusi ufas putusan povkara ini, oloh karepanya petitum
Peagzugat pada paint ¥ harns ditalak ; veemv -en

—ee  Menimbang, buliwa oieh korena gugatan Peoggugal dikebulkan sebagian maka
pelitum Penggugal pada poist 19 harus diksbulkan yaile para Tergugat T dan 1 bersama
Tuwt Tergugat dihukuem secara taugguug veoteng usick membaysr secala biaya yang
limbul dalam perkarn inh | «casmm s s s e m o e e i i € 2

- Mengingat ketentuan dalam RBg den KUlPerdata serta ketontuan hukum dan
peraturan perundang-uedasgan laionya vang bermanghutan dengan perkara ind § se--eme— s

%ﬁi MENGADILI

L fengabulkan gugatan Penggugat sebrgian | e
Z. - Menyataksn dalam bukum bahwe lanah yang kint meniadi obyelk sengheta, yang
peirg_gm;;'ka!i diteaukkan oleh pikas Turut Tergugat (. Andi Masaiag alias Qpo Salag}
bepzr adainh tanahnys Andi Mirs (Almorhumah} yang berssal dari orang tuanys
bernama Opu Sanning ] -~ »-- - e

P

W . A v

3. Lienyatzkas dalam hukum bahwz juad beli antara Penggugal dengan Andi Mira adalak
sal menuret hukum | «wes-sso-we oo - .

Wb 4 o, bl e v A e

4 Menyalokan dalam bukam batiwa vbyck sengketn yang sekareng berndn dalam

penguasasn para Tergugat § dan T adelah perbuatan melawan hukums, setidak-tidakoya
mmoiawan hak Penguagat ; wemcermmman

e

5 Menyntaken dalam hukum balvwa segela perbuatan hukum stas tanah obyek senghete
don  surat-suraf  yaog berhubungan dengan lanah lersebul yang lerbit tanps
gepengeiahuan Penggugat adalzh jeles fidek sah dan balel demy hukum, sefidak-
tidaknyas tidak mempunyei kekuatan bukum yang mengikat ;

Menghukwm para Tergugat § dan 1l dan alan ziapa saja yang mmenguasai obyek seogketa,

baik secara sendiri-maditi maupun bersama-sama untok menyerahkan kembali kepada

Penggugst dalom kesdusn vtuh dan sormpuroa MApE SYRFal | »ooeres s m s o

7. Menghukom para Terguget 1 dun I bervama Turst Tergugat sceern tanggung ranteng
untuk membayar segals biaye vaog timbul dalam perkara ini sebessr Rp. 702,000,
{Tuigh Ratus Dua Ribu Rupiuh) | -~~~ -

. & Menolek gugsian Pengpugal selebibnys ;
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- Demyikion dipaluskan dalasie eapaf permusyavauntan Maielis Hakint Pengathilng Negers
Vialopo pada harl Hamisinogga 26 Jannart 2006, okeh kami FATCHUL BAR], S selaku
Fotun Majelis et MUHAMMAD DIJAMIR, SH. dan ZULKIFLI SULTAN, ST,
raaming-masing selakn Hokim Anggola, putussn mana diucapkan pada han Senin tangen!
11 Pebruari 2008 dalem sidang vang dinyaiakan ferbuka untuk umum cleh Majelis Halom
tersebut dengan dibantu oleh NURCAYA, SH selaku Panitern Pengganti Pengadilan
Nugert tersebut dun dihadin oleh BAHARUDDIN BADARY, SH.MH. selaku huma

Teaggugnt dan ANDE MUKTI AMIN selake kiasa pira Terguga [ dan I tanpa hadimya
T Tergugal .

HAIGM ANCGOTA HARIM KETUA
t‘ t. d.. tl tﬁd -
. MUBAMMAD BJAMIR. Si3. FATCHUL, BARE, SH.
toq t L] d#

X AULKIELT SULTAN, SITMH,

PANITERA PENGGANT]

t.t.d,
NURCAY A, BH.

I Fotn Cogy Sesuni Aslinya
e PEGESESHEGER PRLOPO

. ANY BUNGA, SH.MH.
N NIF, G449 ¢%4 B40
et
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PENGALLLAN TINGGI MAKASSAR
[f jead. Ungs Sumoharie Km. 4
Tl 448305 Fax 448366
MAKASSAR 902322

Makaggar' 11 Leps.oty AU

PUA18/ Zv /Hipdt/01.01/ 172006
Seberkas perkara dan satu eksamplay
salinan putusan Pengadilan Tinggi
Makassar

Pengiriman berkas perkara perdata

Kepadas

Yih. Ketua Pengadilan Negeri
LI i

Di

o
ivernsren PR

Bersama ini dikirim kepada Saudara seberkas perkara Pengadilan Negeri

[ = ; 1!’ a&@g o %
Ao L S dan 1 {satu) eksamplar

salinan putusan Perigadilan Tinggt pada Tingkat Banding tanggai ...} 3 350308 ant
No. odotn./PAY ot/ Pengaditan Tinggi. MES dalam perkars

e - ..M

Me lawan

v Fopad o E T
N T un AR LA R LG bTu b 2U FANE RS m AR

Dengan permintaszn agar lembar H dari pengantar ini dikembalikan Lo
Pengadilan Tinggi Makagsar sztelah berkag perkara tersebut diterima dan putusan
banding tersebut diatas segera diberitabukan para pihak vang bersangkotan don
kemudian agar relas pemberitahuan isi putusan banding tersebut dikirim pufa Lo

Pengadilan Tinggi Makassar.

_-RENGADILAN TINGGI MAKASSAR
" PAMITERA / SEKR zsf

e

ERST IR T I Ro N S R S

{epada Yih wnnw wnd vl v

v By L Azdl

wrshan Wiesdlawe
n o B ZREG

- éﬁ»‘,_‘lj IPPIPY SRS S .\,d...w‘w e
LGobRERy T
wahan L osdsedleng
] BN

L RN "L 4.3
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SALINAN

p g T U8 AN
Nomor 179/PDT/2006/PT MKS.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
-------- Pengadilan Tingol Makassar yang memerkss dan mengadil perkara-

erdata datemn peradian tingkat banding. ieiah mengambil putusan sebagsi

—— whr———

© - berikul, didalam perkara gugalan anlara -
' 1. ANDI WARRLY, beresnpat tinggal di Lingkungan Toods” Tanga RIRw
04703 Kelurahan CilgHang, Kecamaten Kamanre,

Kabupaten Luwu, sebagai PEMBANDING - semuie

TERGUGAT | -ewemeas wonmms -

-

2. M. SABIR alizs HERMAN ROY, bertempat tinggal di Lingkungan Tonde'

Tanga RYRw 04:63 Kelurshan Ciallang, Kecamatan
Kamanre, Kabupalen Luwy, sebagai PEMBANDING
- semds TERGUGAT #

Keduanya dalam hal int semula diwakili oigh
% kuasanya ANDI MALLAWANGAN, bertempal linggal
Ji Desa Riwang, Kecamaian Larompong, Kabupaten
Luvwss, berdagarkan surat kussa Khusus terianggal 6
September 2005 kemodian digapt oleh  ANDI
MUKTI AN, berdempat dinggal di Kelurahan
Ciatiang, Kecamalan Kamanre, Kabupaten Luwy,
berdasarksn  surat kuesa khusus tanggal @

Degsember 2005

melawan:

1. H. BFLDU WADD: altas M. BEDDU MUIS, padikulir, berternpat finggal di

Sabbang Parv RYRw (3/04, Dess Cilaliang,

Recamsln .ovmnvrnnnns
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Lecamatan Kainanre, Kabupalen Luwu, daéfem hal

int semula diwakii oleh kuasanys BAHARUDOIN

BADARY S HMH,, dan NASRUND MASHAR S M.,

Advaxal & Koonsullen Hukum yang berkanlgr di

? Jalan Leb. Jen. Pol. Magpacdang | No.62 Makassar,
“ berdasarkan sural kuasaz khusus terlenggal 13
Januari 2008, dan kemudian seiefah H, BEDDU

WnDD alias H BEDDU MUE meningga! dunia

pada {angga! 3 Februar 2008, dilaniutkan oleh ahl

warisnya yaitu HJ. RAHMATIA, H, ?&UH._Y&ESUF,

SUMARNL M. YAHYA, SUHES! BARTATL

ZAKARIA, FATMAWATL vang diwakii oleh HL

BRAMMATIA, yang berindak uniuk did sendid gan

selaku kuasa darl ahi warls iainnys tersebul diatas,

terdasarkan suwgl kuase khosus langygat 1 Mel

2605, bertempat inggal df Sumabu, Desa Kemanre,

Kabupaten Luwu, sebagal TERBANDING . sermula

PEQ@I{S{}G&T:

2. M, ANDI MASSAING alias OPU SAING, bertempat lingge! df Kelurahen

Suli, Kabupaten Luwu, sebagai TURUT TERBAM.

GIMG . somula TURLIT - TERGUGAT 1——ner e emmmne

----- - Pengaditan Tinggi lersebutl

e Batetah membaca:

3. Penetapan Ketua Pengadilen Tingg! Makassar langgsl 25 Agustus 2006
Nomor 178/#en/Pdyz006/RT . MKS. tenlang penunjukan Malelis Hakim untuk

rmemeriksa dan mengadili perkara lersebut dalam tingkat banding jmew—-smceasren

2. Borkds oo,
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2. Berkss perkarc dan sural-surzl sl yang berhubungan dengan perkarg

iﬂ_rsebl}t 4 S 5 L B S B o 4 e B B B s

--------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengulip kesdaan-keadasn mengenal duduk  poerkars

sepertt {ercantum dalam salinan resmi pulusan Pengadilan Neger Palopo tanggal

13 Febroard 2008 Nomor 31/PJLGZ005/PN.PIp., yang diucapkon dimuka

persidangan yvang lerbuka unluk umum gigh Majelis Hakim terselnt, dengan

dihadiri olgh Kuasa Pengugat, Kuasa para Tergugs! | dan i, tanpa dihadir oleh

Tur Tergugal, yang emarnya berhunyi sebagal berikut S

1.

Z.

Mengabulkan gagatan Penggugat sebahagian
Menyaiakan dalam hukom bahwa tanah yeng kiol menjadi obiek sengketa,
yang pertama kali ditunjukkan oleh piiak Turut Tergugal (M.Andi Massaing
glias Onu Saing) benar adalah fanabnys Andi Mira {almachumab) yerg

herasal deri orang tuanya Cpu Sannmg - -

Menyatakan dalam hukur bahwa jua! beli aniara Penggugat dengan Andi

Mira edalagh ssh me-nami hokum ; "

Menvalakan dalam hukum bahws objek senghets yang sekarang derada

dalam penguasean para Tergugat | dan U adalah perbualan mefswan

hukom, setidsk-tidaknys melawan hak Fenggugat |
Menyatakan dalam hukum bahwa segala perbustan hukurs slas fanah
obiek sengketa dan suralsuret yang berhubungan dengan tanah tersehbut
vang terbit ianpa sepegngetahuan Pengougst adalah jelas Hdzk sah dan

bata! demi hukum, sefidak-ideknya tidak mempunyal kekuafan hukum

yang mengikal jmewe-

Menghulkum para Tergugat | dan i dan siau siaps saja yang menguasai

obiex sengketa, balk secara sendivl-sendir maupun bersama-sama untuk

 MERVEAhKAN s
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menyarahkan kembzl kepads Penggugat dalam kesdaan uiub dan
BEMPUMNE IBNNE SYBIAL |- o ssmamm s oo mens bt s e s m e s s m e e
7. Wenghukum pare Tergugat § dan | barsama Turul Tergugst secars
tanggung renleng uniuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini seheser Rp 702.0005,00 {lujuh ratus dua ribu Rupiah) (eeenmmmmaee

&, Menolak gugatan Penggugat selebihnya - e e e

~~~~~~~~~ Menimbang, bahwa matusan Pengadifen Negeri Palops tanggal 13 Februarn
2066 Nomor 31/PALG2005/PN.Plp. ersebut, teleh diberitahukan kepada Turut -
Tergugs! pada tangoal 14 Fobrudl 2008 -a—rmevmmmwmnnrmm e coens

—eeme W NiMbENG, bahwa deri Surat Permohonan Banding No.08/IBDIP.(3/2006/
PN.Pip. yang dibual ofeh ANY BUNGA S H. M. H, Panitera Pengadiian Negeri
Palopo, terayata pads fanggal 27 Februan 2008, Tergugat | dan i melzaiui
kuasanya A, MUKTU AMIN, ielah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan  Pengadifan Negeri Paiops tenggal 13 Februari 2006 Nomor
3Gl GEAO0SIPN . Pip. dan permohonan banding lersebut telah diberiiahudgen

kepada pihak iawean pada langgal 2 Maret 2006 dan 4 Okiober 2008 j—mwucrunens -

~~~~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,

Pembanding - Isemu[:a Tergugat | dan #f melelui kuasanya ieish mengaiskan
mamor banding tengaal 4 Mei 2008, yang diterima & Kepariteraan Pengadilan
Neageri Falopo pada tanggal 4 Mei 2008, vang salinannya {elah disershkan kepada
pihak lawar yaitu kepada Terbanding - semuiz Pengaugat dan Tusut Terbanding -

samula Turut - Tergugal masing-masing pade tanggal 8 Mei 2608 dan 4 Qktober
2008 ; ’

------ - Menimbang, bahws Terbanding - semula Penggunat melahsi ahli warisnya
HLRAMHMATIA yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa ahli waris
lainnya felah pula mengajuken kontra memori banding terlanggal 258 Mei 2006,

yang diterima di Kepanilgraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5§ Juni

2008, dan .o iiiinans
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2008, dan salinannys telsh diberitahuksn ¢an gisgrabkan gleh Jurusita Panggant
Pengaditan Negen Palopo kepada pihak lawan yaknt kepada Pembanding -
semula Tergugat | dan [l pads tanggal 1 Juli 2006 dan Kepada Twrul Terbanding -
semula Turul Tergugatl pads tanggal 4 Okiober 2006 (v e cmeiimsss s it
~erees $enimbang, batvaa sebalum berkas perkara dikiren ke Pengadiian Tinggl,
"kepada pihak-pihak vang bersengketa telsh diberikan kesempaian  uniuk
memeriksa berkas perkars seperti lernyata dari relaas pemberitahuan tentang hal
ity yeng dibual oleh M a s h u d, Jurusita Pengganti Pengadian Negeri Palopo,

masing-masing pada ianggal 18 Aprit 2006 den tenggat 3 Juli 2006 serta tanggal 4
Ckinber 2063 ; "

Rk W B W e e e e

TENTANG HUKUIMNYA |
—enee SAEMIMbANG, behwa permohonan banding dar Pembanding - semula
Tergugal | dan i ietah dipjuken dafam lenggang wakiu dan menurit cata yang
ditentukan Undang Undarg, maka permohonan banding {ersebut dapal diferima -
e fhEOiMbang, bahwa didalam memot banding tanggal 4 Mei 2008 yang
diajukan kuasa Pembanging - semula Tergugal | dan H. pada pokoknya sangat

berkeberatan atas dikabulkanfive gugatan Terbanding - semula Penggugat,

karenz batas-batas lansh sengkela sewaklu dilakukan “pemeriksaan selempal’

lidak sama dengan luas gan balas-batas fanah sengketa yang diuraikan oleb
Terbanding - sermula Penggugal dalam surat gugatan, sahingga dengan demikian
menurut kuasa Pembanding - semula Tergugat 1 dan |l gugatan Penggugat adetah
kabur, demikian puls pars saksi Terbanding ~ semuda Pengguget dan Tunit
Terbanding - semuia Turut Tergugéi gatam memberikan keterangan anigrs satu
saksi dengan saksi isinnya tidak safing bersesuatan, sebaliknya saksi-saksi yang
ietah digjukan oleh Pembanding - semula Tergugal | dan il ieiah.membefixan
keterangan yang bersesuaian dan mendukung buiti testulis dari Pembanding -

samula Terguget I dan 1, sehingge putusan Majelis Hakim tingkat Perfama yang

menqabulkan . ...evee,
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mengabulkan gugaten Terbarding « somul? Pengougel adalah fidak fepat dan
BANONE KBHI e mmmmmeme o st a s s e 6 4 4 0 e £ F bt
-------- Berdasarkan alasan-aiasan tersebul diatas Pembanding - semula Tergugst
I odan 1 menuntst ager pulusan Pengadilan MNegeri Palopo tersebul dapat
dibatalkan selanjuthya dimohon agar Pengsdian Tinggl Makassar mengackh
sendiri - yaitu dengan mencisk gugatan Terbanding - semula  Penggugat alau

selidak-tidaknya gugatsn Terbanding - semula Pengguge! dinyalakan lidak dapal

GEEBIITEL | e e mm e e b e s e d v o b

- Merimbang, babwg pihsk Terbanding - semula Penggugal, lelsh
menanggapt memor banding tersebut dengan mengsiukan kontra memor
banging lertangge! 2% Mei 2006, vang peda pokoknys mengemukakan bahwa
pecimbangan  Majelis Hakim Pengadian Neged Palopd yang  kemudian
diluangkan dalem amar pulusannya tanggal 13 Februari 2008 Nomar 31/P6L.G/
2009/PN Plo. tersebut loigh lepal dan sangal beralaszan menuryl hukum karena
dari fekis - fakta yang diperoleh selama dipersidangan, pihak Terbanding - semula
Penggugal, telah dapal membukiikan hak kepemilikannya ates isnab objek
sengketa clehr karena l'u sudah sepantasnyaiah gugalan Terbanding - semulz
Penggugat dikabulkan, sedangken pihak Pembanding - semula Tergugat § dao

tidak berhasil membukiikan dal sangkalanmya e aswns

e Vierimbeng, bahwa selelah mempelajan dengan eliti dan seksama berila
acara pergidangan, pembukiian dari pihak - pihak yang bergéngketa dan safingn

resmi g}a;t;zsan Pengadiian Negeri Palops tangnal 13 Februari 2006 Momor 31U

Pt GI2008/PN.Pip. yang dimohon Banding sera mamperhatikan memori banding

gdan kontra memori banding vang dizjukan sehubungan dengan perkara tersebud,
Pengaditan Tinggi menyimpulkan adanya kenyataan - kenyataan sebagai berikut :
1. bahwa sengketa yang terjadi aniara Pembanding - semula Tergugat [ den i

dengan Terbanding - semula Pengougat pada hakekatnya adaiah sengkets
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lerang “kepemilikan” alas sebidang tangh seluas + 800 " yang terletak di
Liangkungan Tondo' Tangnga. RULMRw. 0403 Kelurahan Cilgliang,

Kecamatan Kamanre, Kabupalen Luwu, dengan bales-bates sebagsl

BJRLTUL Tmmmmoemns o memmmmssns v s "

- Ulara dengan tanah Zainuddin (me-memwe swon . s

- Timur dengan Jalan Poros Propiasi ;- . T e s 2 m e

- Selatan dengan bengke) motor Syahrul Tiarag .-

- Barat dengan sawah/ianah kering mlK Penggugal j~ --evev i savimnnns

. bahwa diatas fanah sengkela pads saat ini islah didinkan sehuah rumah

permanen kepunyaan M.Sabir alias Herman Roy i.c. Pembanding - semuia
Tergugat i bersama dengan isterinya Opu Lanna, sedangkan Pembanding
- semuda Tergugal ! Lo Andi Watru, sefelah Pombanding - semula
Tergugat H meadiikan bagunan rumah dialas tanah sengiela, sudah tidak

lagt menguassi dan menempali objgk sengketa ; ——n

£

. bahwa faneh objek sengxetz diperolel Terbanding - semulg Pengaugat

dengan cara membell Car Andi Mira (alimarhum) pads fahun 1964, yang
dipersidangan telah dibenadkan oleh i Andt Masaing atias 0;}_:1_ Saing L

Turul Terbanding - semufa Turut Tergugal sebagai saudara kandung Andi

Mira glrrhumah -

. bahwa darl pengakuan Turut Tefhandipg - sermuta Turul Terguoat, yang

dikuatkan aleh sakshgaksi Terbanding - semula Penggugst dan Turut
Terbanding - semula Turt Tergugal, t1erbuki t}eh@a semute  lanah
sengketa adalah mifk AND! MIRA gim. (yaitu szudara kandung Turut
Terbanding - semuia Tucut Tergugat) vang diperoleh ANDI MIRA gebagal
pembiagian warisan dari nrang tua mereka bemama Opu Sanning, yang

kelika tanah objek sengkeig berada dalam penguasaan ANDI MIRA pernah

¥

Analisis Hak..., Sahrawati, FH Ul, 2009



digirikan rumah ganggung diatasnve oleh ANDI MIRA, skan tetapi pada
saal lerjadi pergolakar DUTH romad tersebut giDakar - asmomvsseneonacmnars

% behwa pihak Pambanding - semula Tergugal 1 dan i, telah membenarkan

I
}' diaias {anah sengkela dahuly pernah adanya bangunan rumsh milik Andi

%

CMira alm, akan lelapi pihak Pembanding - semura Tergugat | dan |l
mandalinkan ANDI MIRA sebagai pihak vang “hanya menumpang” untuk
semeniars Saj0 atas gzirz OPU PAT! aliss AND! RARA sebagai pemilik
lanah sengketa yaily orang twa Pembanding - semula Tergugat || dan
seté!ab OPl} PATI slias ANDI RARA meninggal dunia maka ohbigk

sengketz jaluh waris kepada Pembanding - semula pare Tergugal yaitu

kepada Tergugat { dan isten Tergugat Il Le. Opu Lanng j——rveven .

&

bahwsa tanah sengkets teiah dipermasaishkan semenjak ahun 19878, akan
letap :dak selesal sehingga terjadi gugsten dalam perkarg i ——remarmese-
e Menimbang, bshwa didalam mengabulkan gugatan Penggugs! pada
pokokniya Majelts Hakim lingkal Pertama ielah menyimpuikan obyek sengksia
tersehul adalah miik Terbanding - semula Pengougst yang dibeli dad Andi Mira
pada tahun 19684 dengan harga Rp 25 600,00 (vide bukfl P-13. Terjadinys jual beli
tersebul ielsh dibenarkan oieh Turut Tergugal sebagai salsh seorang saudara
kandung Andi Mizg vang masih hidup. Kepemilikan Andi Mira alas objek sengketa
diperoleh karena warisen da orang tusaya bermama OPL SANNING dan Andi
tira pernsh mendirikan rumah pangl:;ung diglasnyz skan {elapi oleh Karena
adanya pergolakan DETIl cumah imsébui dibakar filval bukli P-2, P-3 dan P-4},
kenyataan inl telah dikuatkan oleh ﬁe{emagan saksi - saksi Abbas Saat bin
Sammang, isgciia, Pisa, M.Maddu dan Bahar Juneid dan sebaliknya dar bukdi-
bukii yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat | dan 1l dipersidangan,

Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempsroish buk{l yang dapat menguatkar

dalif sangkalannya ; ' - )

Meaimbant., ..o
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»»»»»»»» Menimbang, babwea selelah memperhalikan kenyaiaan-kenysiaan lersebut
diatas adapun permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar

peadirian bangunan rumah sangaung diates anah sengkela oleh Andi Mira alm,
| pads tohun 1850 - an yang diakad can dibenarkan oleh Pembanding semulz
Tergugal | dan I, berstalus menumpang diates lanah Pembanding semula
Targugat | dan it alaukah And: Mirg mengirikan bangunan fumah lersebul diatas
ianahrya sendiri, Pengadilan Tingg! alian mempertimbangkan sebagai bedkuf | -
-------- Menimbang, bahwa baik dari kelergngan saksi-saksi maupun surat-surat
bukit yang disjukan olgh Pembanding - semuls Tergugat | dan U dipersidangan,
Pengaditan Tingg! lidak memperoleh satu bukiipun yang dapal menguatkan dalth
Pembanding - semula Tergugat t dan i sgbagaimana Ciuraikan cleh Pembanding
- gemula Tergugst | dan § dalem jawaban terdanggal 7 Seplembar 2008, bahwa
Andi Mira “menumpang” mendisikan rumah dialas lanab sengketa pada iahun
195G - an, sehingga dar fakia tersebul harus disimpuikan pendirian bangunan
rumah panggung dizias tanah sengkels pade labun 1550-an oieh Andi Mia
airm, tersebul, dikarenakan tanah sengketa adalah milik ANDI MIRA yang dinsroleh
karena waresan dar orang Wenys bemama OPU SANNING ssbagaimana

dibenarkan gleh Tund Terbanding - semula Turwl Tergugsl seriz seksi-saksi

tainmys o

B e e By 34 e e e M e e

~wenne fA@NIMbAGG, bahwa dikargnakan anah sengketa adalahk milik Andgi Mira
maka perbualan jual beli yang ditakukannya dengan pihak Terbanding - semuls

Pengougs! pada tahun 1964 tersebul dapal dibenarkan |

- fenimbang, Dahwa oleh karena ilu kaberaian vong dikemukakan oleh
Pembanding ~ semulz Tergugat | dan i didalam memgri bandingnya fidak cukup
barharga uniuk dijadikan dasar dan slgsan membataiian pulusan Pengadilan

Megeri Palopo yang dimohonkan banding, oleh karensnya keberalan tersebut

harus ditolak -
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-------- Menimbang selanjuinya, bahwa oleh karena demikign hainya, maka
pulusan  Pengaditan  Negert Pealopo langost 13 Februart 2008 Nomor
31/PdLG2005/PN Plp. vang dimehon banding dapal Sikualkan - v vsesvnsvrm
~~~~~~~~~ Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Pembanding -
semula Tergugatl | dan U harus dihukum secars lanqgung renteng unluk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peraditan, yang besaroya akan

dizebutkan datam amar putusan ini ;

-------- Mengingal, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan Titet Vil Rv. dan pasal ~ pasai lain

dari Undang-Undang yang Bersangkulan (-wareeemmssessennss

xxxxxx

M ENGADTILI:

--—-—- denerima parmohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat ! dan

Tergugat i ; e e - e~ =

~-eaee Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februan 2006

Nomor 3HPGUGI085/PH . Pip. yang dimohonken banding tersebut ;

Menghukumm Pembanding - semuia Tergugat | dan 1l secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara dalam keduz tingkai peradilan, yang

dalam lingkal banding ditelapkan sebanyak Rp.250,000,00 {dua raius lima pulub

ribu Rugigh) j=----eerereeeaen

 — Demikian dipuluskan dalam rapal permusyawatan Majelis  Hakim
Pengadilan Tinggl Makassar pada had R A B U, langgal 11 OKTORER
SUA RIBU ENAM, oleh kami Ny, HINDRATI SUHANDARU.SH sebagai Hakim
Ketua, HARSONO S0EPARDJC SH. dan SOLTONI MOHDALLY.S.HWMH,
keduanvya Haldm Tingg pada?engaéiian Tinggt Makassar sebagai Hakim - Hakim
Anggole, dan pada ;zari ity pula putusen tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua
datam persidangan yang lerbuka untuk wnum dengan dihadini para Hakim

Anggota dan Panilera Pengganti | MUH. ALl B SH, akan lelapi lidak dihadiri oleh

kedua belgh pihak yang bersengketa.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HARSONQ SOEPARDIO, SH.

dio.

SOLTON! MOHDALLY, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

Ny, HINDRAT! SUHANDARU 8H

PANITERA PENGGANTY,

d1.6

MUM. AL B.SH.
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T |
NIP, 04{1015%4 o
Perincian biaya :
1. Meteral putSar. ..., fp, 000,066
7 Hedaksiputussn. ... Bp. 3600600
JACHINIBEAEST e e Fp 75000500

4 Pemberkasdf o, BRIBEOO000

Jumiah e . B 280.000,00 {dus ralus B pulub ribu Rupiah) ¢
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